Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONIESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL

NOMOR PER-32/BC/2014

TENTANG

TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKALI,

. bahwa ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang

ckspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan
Di Bidang Fkspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan P-
27/ BC/2010;

. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan

kepabeanan di bidang ekspor perlu menyempurnakan
ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/ PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang
Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 dan Pasal 34
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK.04 /2008 tentang
Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang
Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Iikspor;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan

Bea Keluar Terhadap Barang Fkspor (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang

Ketentuan Kepabeanan i Bidang Iikspor sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/1PMK.04/2014;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang

Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/ PMK.04 /2014;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG
EKSPOR. :

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini y ang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang
melakukan Ekspor.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya
disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan
atas kuasa importir atau IEksportir.

Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat dengan PJT
adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan
dari instansi yang berwenang serta memperoleh persetujuan
untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor
Pabean.

Barang lLikspor adalah barang vang telah diajukan
pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor
pendaftaran.

Pemberitahuan Ikspor Barang yang sclanjutnya disingkat
dengan PILB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan
untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di
atas formulir atau data elektronik.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu
di pelabuhan laut, bandar udara, atau ftempat lain yang
ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di
bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat
dengan 1P5 adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat

. lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk

menimbun  barang  sementara menunggu pemuatan atau
pengeluarannya.

10. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat

dengan 1PB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang
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15.

16.

17.

18.
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memenuhi  persyaratan ftertentu  vang  digunakan untuk
menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan
barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea
masuk.

Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat
dengan TPI* adalal: bangunan dan/atau lapangan atau tempat
lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh
pemerintah  di  kantor pabean vyang berada dibawah
pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukal untuk
menyimpan barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan
barang  milik  negara  berdasarkan = Undang-Undang
Kepabeanan.

Minyak Dan Gas Bumi Serta Bahan Bakar Minyak yang
selanjutnya disebut dengan Migas dan BBM adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
mengenail minyak dan gas bumi.

Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang
digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan
pelayanan kepabeanan.

Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan
PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi
secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan
standar yang disepakati bersama.

Media Penyimpan Data Flektronik adalalh media yang dapat
menyimpan data elektronik seperti disket, compact disc, flash
disk, dan yang sejenisnya.

Pembebasan: adalah pembebasan bea masuk dan/atau pajak
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas
impor bahan baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pengembalian adalah pengembalian bea masuk, yang telah
dibayar atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-
Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap Barang Ekspor.

Nota Pelayanan Ekspor vang selanjutnya disingkat dengan
NPE adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat permeriksa
dokumen, Sistem Komputer Pelayanan atau pejabat pemeriksa
barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi
pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean
dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya
disingkat dengan NPPD adalah pemberitahuan kepada
Eksportir oleh pejabat pemeriksa dokumen atau Sistem
Komputer TPPelayanan di kantor pabean pemuatan untuk
menyeralikan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi
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ferkait.

Pemberitahuan Pemceriksaan Barang yang selanjutnya disingkat
dengan PPB adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh
pejabat pemeriksa dokumen atau Sistem Komputer Pelayanan
di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan fisik
terhadap Barang Ekspor.

Pemberitahuan Kesiapan Barang yang selanjutnya disingkat
dengan PKRB adalah pemberitahuan yang dibuat oleh Eksportir
atau kuasanya yang menyatakan kesiapan Barang Ekspor
untuk dilakukan pemeriksaan fisik.

Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat
dengan NPP adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh
Kepala Kantor Pabean, pejabat pemeriksa dokumen, pejabat
bea dan cukai penerima dokumen atau Sistem Komputer
Pelayanan di kantor pabean pemuatan yang memberitahukan
bahwa P ditolak karena pengisian data PEB dan dokumen
pelengkap pabean tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.

Pemberitahuan Pembetulan PEB yang selanjutnya disingkat
dengan PP-PEB adalah pemberitahuan yang berisi rincian data
PEB yang akan dilakukan pembetulan.

Konsolidasi Barang Lkspor adalah kegiatan mengumpulkan
Barang Ekspor yang diberitahukan dalam 2 (dua) atau lebih
PEB dengan menggunakan 1 {satu) peti kemas sebelum barang-
barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk
dimuat ke sarana penganglut.

Konsolidator Barang Lkspor yang selanjuinya disebut
Konsolidator adalah badan wusaha yang melaksanakan
pengumpulan (konsolidasi) Barang Ekspor sebelum barang-
barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk
dimuat ke sarana pengangkut.

Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya
disingkat dengan PKBE adalah pemberitahuan Barang Ekspor
konsolidasi yang dibuat oleh Konsolidator, Lksportir, atau
Iiksportir dalam satu kelompok perusahaan, yang berist rincian
seluruh PEB, Nota Pelayanan Lkspor dan dokumen pengiriman
barang layanan pos.

Pemberitahuan Pembetulan Pemberitahuan Konsolidasi Barang
Ekspor vang selanjutnya disingkat dengan PP-PKBE adalah
pemberitahuan yang Dberisi rincian data PKBE yang akan
dilakukan pembetulan.

Barang Lkspor Cabungan adalah Barang Ekspor vang
mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas
Pengembalian yang wajib diekspor dalam satu kesatuan unit.

Diekspor Dalam Satu Kesatuan Unit adalah hasil produksi
perusahaan digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh
dengan hasil produksi perusahaan lain, namun masing-masing
barang masih dapat dipisahkan seperti akumulator yang
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dipasangkan pada kendaraan bermotor.

. Perusahaan Pengirim Barang adalah perusahaan di dalam

negeri yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas
Pengembalian, yang mengirim barang hasil produksinya ke
perusahaan penerima barang untuk digabung menjadi Barang
Ekspor Gabungan.

Perusahaan Penerima Barang adalah perusahaan di dalam
negeri vang mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas
Pengembalian, yang menerima barang hasil produksi
Perusahaan Pengirim Barang untuk digabung menjadi Barang
LEkspor Gabungan.

. Surat Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat SSTB

adalah bukti telah diserahkan dan diterimanya suatu barang
antara Perusahaan Pengirim Barang dan Perusahaan Penerima
Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan hasil pemeriksaan pabean Barang Ekspor yang
mendapat fasilitas Pembebasan’  dan/atau fasilitas
Pengembalian, yang diterbitkan oleh kantor pabean tempat
pemuatan setelah dilakukan rekonsiliasi.

Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat NIHI adalah
produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi
mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau
cukai.

Kegiatan Intelijen Di Bidang Ekspor adalah serangkaian
kegiatan didalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan
tugas intclijen, pengumpulan, penilaian penyusunan,
pembandingan, analisis, penyebaran, dan pengkajian ulang
data berdasarkan informasi yang Dberasal dari database
dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko
adanya pelanggaran di bidang ekspor.

Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutiiya disingkat NIK
adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pengguna jasa
yang telah melakukan registrasi kepabeanan untuk mengakses
atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang
menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor yang selanjutnya
disingkat SPPBE adalah surat persetujuan pengeluaran Barang
Ekspor dari Kawasan Pabean tempat pemuatan ke daerah
pabean.

Angkutann Multimoda adalah angkutan barang dengan
menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang
berbeda atas dasar 1 (satu) konfrak pengangkutan yang
menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat
diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke
suatu tempat vyang ditentukan untuk penyerahan Dbarang
tersebut.
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Pelabuhan Muat Asal adalah pelabuhan laut atau udara tempat
dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut
dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari Angkutan
Multimoda.

Pelabuhan Muat Ekspor adalah pelabuhan laut atau udara
tempat dimuatnya Barang Ekspor ke:

a. sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar
daerah pabean; atau

b. sarana pengangkut dalam negeri yang merupakan bagian
dari Angkutan Multitnoda.

Tempat Muat Ekspor adalah Kawasan Pabean atau tempat lain
dengan izin Kepala Kantor Pabean untuk pemuatan Barang
Ekspor ke sarana pengangkut laut atau darat yang akan
berangkat ke luar daerah pabean melalui perbatasan laut atau
perbatasan darat yang ditunjuk.

. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai.

Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
dipenuhinya kewajiban pabean.

Kantor Pabean Pemeriksaan adalah Kantor Pabean yang
melaksanakan pemeriksaan fisik Barang Ekspor.

Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan,
penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan.

Direktur [enderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Kepabeanan.

Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai
yang berwenang untuk melakukan penelitian dan pcnetapan
atas data PTiB.

Pejabat Pemeriksa Barang adalah Pejabat Bea dan Cukai yang
berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik Barang Ekspor
dan ditunjuk secara langsung melalul Sistem Komputer
IPelayanan atau oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Petugas Pengawasan Stuffing adalah Pejabat Bea dan Cukai
yang mengavsasi pemuatan barang ke dalam peti kemas.

Petugas Dinas lLuar adalah Pejabat Bea dan Cukal yang
melakukan pengawasan pemasukan atau pengeluaran Barang
LEkspor di Kawasan Pabean tempat pemuatan atau pemuatan
Barang Ekspor di tempat lain, serta pengawasan pengeluaran
Barang Ekspor di Tempat Penimbunan Berikat.



BAB 11
PHEMBERITAITUAN HKSPOR BARANG

Pasal 2

(1) Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke
Kantor Pabean pemuatan dengan menggunakan PEB.

(2) Kewajiban memberitahukan PEB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berfaku juga terhadap ekspor:

a. barang vang pada saat impornya telah diberitahukan
sebagail barang impor sementara;

b. barang vang akan diimpor kembali sehingga pada saat
impornya dapat diperlakukan sebagai barang impor
kembali; atau '

c. barang vyang dikenakan Bea Keluar melebihi Dbatas
pengecualian  pengenaan  Bea Keluar sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) PEB sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibuat oleh Eksportir
berdasarkan dokumen pelengkap pabean, berupa invoice,
packing lisf, dan dokumen lainnya yang diwajibkan sebagai
pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor. -

(4) Pengurusan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan sendiri oleh Eksportir atau dikuasakan kepada PPJK.

(5) Kewajiban untuk memberitahukan PEB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku atas ekspor berupa:

a. Dbarang pribadi penumpang;
b. barang awak sarana pengangkut;
c. Dbarang pelintas batas; atau

d. Dbarang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi
100 (scratus) kilogram.

Pasal 3

Dalam hal ekspor barang dikenakan Bea Keluar, ketentuan
mengenal pengecualian menyampaikan pemberitahuan pabean
vang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5} mengikuti ketentuan
perundang-undangan mengenai Bea Keluar.

Pasal 4

(1) Lkspor barang kiriman melalui pos dengan berat melebihi 100
(seratus) kilogram untuk setiap pengirim barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, harus diberitahukan
dalam 1 (satu) PEB.



(2)

1)

(3)

Pengirim barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertindak sebagai Eksportir dan penyelenggara pos bertindak
sebagai PPJK.

Pasal 5
Ekspor barang kiriman dapat diberitahukan dalam 1 (satu) PEB
oleh PJI"untuk beberapa pengirim barang, dengan ketentuan:
a. PJT bertindak sebagai Eksportir; dan
b, PJI wajib mengisi lembar lanjutan khusus PJT pada PEB.

PTL yang tidak memenuhi kewajiban mengisi lembar lanjutan
khusus PJT pada PEB scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, atas PEB berikutnya tidak dilayani sampai dengan PJT
menyelesaikan kewajibannva.

Dalam hal ekspor barang kiriman melalui PJT diberitahukan
dalam 1 (satu) PEB untuk setiap pengirim barang, pengirim
barang bertindak sebagai Eksportir dan PJT bertindak sebagai
PPJK.

[Pasal 6

Lkspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, nomor
dan tanggal dokumen pelindung pengangkutan dari pabrik atau
tempat penyimpanan ke pelabuhan pemuatan (CK-5) harus
dicantumkan pada PEB.

(1)

Pasal 7

Lksportir atau PPJK menyampaikan PEB ke Kantor Pabean
pemuatan:

a. paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan
ekspor; dan

b. paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan
Pabean tempat pemuatan.

Atas  ekspor barang curah, Iksportir atau PPJK dapat
menyampaikan  PEB  sebelum  keberangkatan  sarana
pengangkut.

Pasal 8

PEB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau dalam
bentuk tulisan di atas formulir.

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya  menggunakan sistem  PDII  kepabeanan,
tksportir atau PPJK menyampaikan PEB dengan menggunakan
sistem PDI kepabeanan.

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya tidak menggunakan sistem PDI kepabeanan,



(4)

Eksportir atau PPJK menyampaikan PEB dengan menggunakan
Media Penvimpan Data Elektronik atau tulisan di atas formulir.

PEB atas Barang Fkspor yang mendapat fasilitas Pembebasan
dan/atau fasilitas Pengembalian, disampaikan oleh Eksportir
atau PPJK ke Kantor Pabean pemuatan dengan menggunakan
sistem P kepabeanan atau Media Penyimpan Data
Llektronik.

PEB atas Barang Ekspor dengan kategori ekspor khusus
berupa:

a. barang pindahan;
b. barang perwakilan negara asing atau badan internasional;

¢. Dbarang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial,
pendidikan, kebudayaan, olah raga atau bencana alam;

d. barang cinderamata;
e. barang contoh; dan/atau
t.  barang keperluan penelitian,

dapat disampaikan oleh Iksportir dengan menggunakan
tulisan di atas formulir.

PEB atas Barang Ekspor dengan kategori ekspor khusus berupa
barang kiriman disampaikan oleh Eksportir dengan ketentuan:

a. Pada Kantor Pabean permuatan yang dalam sistem
pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE
kepabeanan, penyampaian PEB menggunakan sistem PDE
kepabeanan; atau

b. Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem
pelayanan kepabeanannya tidak menggunakan sistem PDE
kepabeanan, penyampaian PEB menggunakan Media
Penyimpan Data Elektronik atau tulisan di atas formulir.

Pasal 9

Eksportir  wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau
pembatasan ekspor vang ditetapkan oleh instansi teknis.

Penelitian ~ pemenuhan  ketentuan larangan  dan/atau
pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh:

a. portal Indonesia National Single VWindow (INSW),

b. Sistem Komputer Pelayanan; dan/atau

¢. Pejabat Bea dan Cukal yang menangani penelitian barang
larangan dan pembatasan.

PIB dilayani setelah ketentuan larangan dan/atau pembatasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi.



(1)

(2)
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(2)

Pasal 10

Barang Likspor meliputi Barang Ekspor yang berada di sarana
pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.

Barang yang diberitahukan dengan PEB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (1), dan telah dimuat ke sarana
pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean,
dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai Barang
Ekspor.

Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar
daerah pabean atau sarana penganglut yang akan berangkat ke
tempat lain dalam daerah pabean yang mengangkut Barang
Ikspor.

BABIII
PEMBAYARAN BEA KELUAR

Pasal 11

lerhadap Barang [Fkspor yang dikenakan Bea Keluar,
pembayaran Bea Keluar dilakukan paling lambat pada saat PEB
atau pemberitahuan pabean ekspor lainnya didaftarkan ke
Kantor Pabean.

Pembayaran Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penghitungannya dilakukan sendiri oleh Eksportir.

Pengenaan dan pembayaran Bea Keluar, mengikuti ketentuan
perundang-undangan mengenai Bea Keluar.

BAB1V
PEMERIKSAAN PABEAN

Bagian Pertama
Penelitian Dokumen

Pasal 12

Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB atau
pemberitahuan pabean lainnya dilakukan penelitian dokumen
setelah dokumen pemberitahuan disampaikan.

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan dan
telah menerapkan secara penuh sistern INSW, dilakukan:

a. penelitian  pemenuhan  ketentuan larangan dan/atau
pembatasan oleh portal INSW;



(3)

b.

d.

penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan meliputi:

1. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima
permohonan registrast kepabeanan;

2. pemenuhan  ketentuan  pengecualian  melakukan
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang-
undangan mengenali registrasi kepabeanan;

ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan
oleh PPJK;

(o]

4. ada atau tidaknya pembilokiran Iksportir/PPJK;
5. kelengkapan pengisian data PEB; dan/atau

6. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor
dikenakan Bea Keluar;

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian NIK, dalamn hal hasil penelitian oleh Sistem
Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b
butir 2 menunjukkan NIK Fksportir atau tanda terima
permohonan registrasi  kepabeanan tidak ada dan
memerlukan penelitian lebih lanjut; dan

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan, dalam
hal hasil penelitian portal INSW sebagaimana dimaksud
pada huruf a memerlukan penelitian lebih lanjut.

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya menggunakan sistem PDI kepabeanan tetapi
belurmn menerapkan secara penuh sistem INSW, dilakukan:

a.

penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan meliputi:

1. penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau
pembatasan;

2. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima
permohonan registrasi kepabeanan;

3. pemenuhan ketentuan  pengecualian melakukan
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang-
undangan mengenai registrasi kepabeanan;

4. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan
oleh PPIK;

5. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK;
kelengkapan pengisian data PEB; dan/atau

7. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor
dikenakan Bea Keluar;

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian NIK, dalam hal hasil penelitian oleh Sistem
Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a
butir 2 menunjukkan NIK Eksportir atau tanda terima



permohonan registrasi  kepabeanan tidak ada dan
memerlukan penelitian lebih lanjut; dan

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan, dalam
hal  hasil  penclitian = Sistem  Komputer Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 memerlukan
penelitian lebih Janjut.

(4) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya melayani PEB dalam bentulk Media Penyimpan
Data Elektronik dan telah menerapkan secara penuh sistem

INSW, dilakukan:

a.

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen
meliputi:

1. kelengkapan dokumen pelengkap pabean;
2. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan:
a) dokumen pelengkap pabean; dan/atau

b} buktl pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang
Lkspor dikenakan Bea Keluar;

penelitian olel Sistem Komputer Pelayanan meliputi:

1. penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau
pembatasan berdasarkan data yang diterima dari portal
INGW:

2. ada atau tidaknva NIK Eksportir atau tanda terima
permohonan registrasi kepabeanan;

3. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang-
undangan mengenai registrasi kepabeanan;

4. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan
oteh PPTK;

5. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
6. kelengkapan pengisian data PLIB; dan/atau

7. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang FEkspor
dikenakan Bea Keluar;

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian NIK, dalam hal hasil penelitian oleh Sistern
Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b
butir 2 menunjukkan NIK Lksportir atau tanda terima
permohonan registrasi  kepabeanan tidak ada dan
memerlukan penelitian lebih lanjut; dan

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan, dalam
hal hasil penelitian Sisten Komputer Pelayanan
scbagaimana dimaksud pada huruf b butir 1T memerlukan
penelitian lebih lanjut.



(5) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan
Data Elektronik tetapi belum menerapkan secara penuh sistem
INSW, dilakukan:

.

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen
meliputi:

1. kelengkapan dokumen pelengkap pabean;
2. kesesualan antara pengisian data PEB dengan:
a) dokumen pelengkap pabean; dan/atau

b) bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang
Ekspor dikenakan Bea Keluar;

penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan meliputi:

1. penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau
pembatasan;

2. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima
permohonan registrasi kepabeanan;

3. pemenuhan  ketentuan  pengecualian  melakukan
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang-
undangan mengenai registrasi kepabeanan;

4. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan
oleh PPJK;

5. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK;
kelengkapan pengisian data PIB; dan / atau

7. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Bkspor
dikenakan Bea Keluar;

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian NIK, dalam hal hasil penelitian oleh Sistem
Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b
butir 2 menunjukkan NIK Eksportir atau tanda terima
permohonan  registrasi  kepabeanan tidak ada dan
memerlukan penelitian lebih lanjut; dan

penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan, dalam
hal  hasil penelitian = Sistem* Komputer Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1 memerlukan
penelitian lebih lanjut.

(6) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk tulisan di atas
formulir, penelitian dokumen dilakukan oleh:

a.

Pejabat Bea dan Cukail penerima dokumen meliputi:

1. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima
permohonan registrasi kepabeanan;



b.

2. pemenuhan  ketentuan  pengecualian  melakukan
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang-
undangan mengenai registrasi kepabeanarn;

3. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan
oleh PPJK;

4. adaatau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;

5. kelengkapan dokumen pelengkap; dan/atau

6. kescsuaian antara pengisian data PEB dengan:
a) dokumen pelengkap pabean; dan /atau

b) Dbukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang
Iikspor dikenakan Bea Keluar;

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK,
dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
huruf a butir 2 menunjukkan NIK Eksportir atau tanda
terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada dan
memerlukan penelitian lebih lanjut; dan

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan terhadap kelengkapan
dokumen yang dipersyaratkan olel instansi teknis.

IPasal 13

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan, dalam
hal penelitian atas pengisian data ’EB menunjukkan:

d,

tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respon
NI'P;

lengkap dan sesuai, tetapi termasuk barang yang dilarang
atau dibatasi ekspornya dan persyaratan ekspornya belum
dipenuhi, diterbitkan respon NPPD;

lengkap dan sesual, dan tidak termasuk barang yang
dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang
yvang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan
ekspornya telah dipenuhi, dan Barang DLkspor tidak
dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal
pendaftaran dan diterbitkan respon NPT; atau

lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang vang
dilarang atau dibatasi ckspornya, atau termasuk barang
vang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan
ckspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor dilakukan
permeriksaan  fisik, PLB  diberi nomor dan tanggal
pendaftaran dan diterbitkan respon PPB.

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeannya melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpanan
Data Elektronik atau tulisan di atas formulir, dalam hal
penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:



(3)

(6)

)

(8)

a. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PEB dikembalikan
kepada Eksportir disertai NPP;

b. lengkap dan sesuai, tetapi termasuk barang yang dilarang
atau dibatasi ekspornya dan persyaratan ekspornya belum
dipenuhi, diterbitkan NPPD;

c. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang vyang
dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang
yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapt persyaratan
ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor tidak
dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal
pendaftaran dan diterbitkan NPE; atau

d. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang
dilarang atau dibatasi ekspornva, atau termasuk barang
yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan
ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor dilakukan
pemeriksaan fisik, PEB dibert nomor dan tanggal
pendaftaran dan diterbitkan PP’B.

Dalam hal diterbitkan NPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan ayat (2) huraf b, dokumen pelengkap pabean
yang dipersyaratkan oleh instansi teknis sebagaimana
tercantum dalam NPPD harus diserahkan Eksportir kepada
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang larangan
dan/atau pembatasan sebelum Barang Ekspor dimasukkan ke
Kawasan Pabean.

Penyerahan dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan
oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
dilakukan setelah Barang Ekspor dimasukkan ke Kawasan
Pabean datam hal:

a. dokumen yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor;
b. Barang Ekspor lebih dari 5 (lima) peti kemas; dan

c. telah mendapat izin Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea
dan Cukai vang ditunjuk.

Terhadap hasil penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurut d dan ayat (2) huruf d yang memerlukan laporan
surveyor, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan
diterbitkan PPB sebelum laporan surveyor dipenuhi.

Dalam hal dokumen pelengkap pabean yang tercantum dalam
NPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(2) huruf b tidak dipenuhi oleh Fksportir dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh} hari setelah tanggal diterbitkan NIPD,
diterbitkan NPP.

Dokumen pelengkap pabean berupa laporan surveyor, dapat
disampaikan melebihi jangka waktu 7 {tujuh) hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).

NPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dan ayat (2)
huruf ¢, dicetak sesuai peruntukannya sebagai berikut:

a. 1 (satu) lembar untuk FEksportir;



b.

C.

d.

1 (satu) lembar untuk pengusaha 1PS;
1 (satu) lembar untuk pengangkut; dan

1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Fisik Barang Ikspor

Pasal 14

(1) Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan pemeriksaan fisik.

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan terhadap:

cl.

b.

d.

Barang Ekspor yang akan diimpor kembali;

Barang likspor yang pada saat impornya ditujukan untuk
diekspor kembali;

Barang [ikspor yang mendapat fasilitas Pembebasan
dan/atau fasilitas Pengembalian;

Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;

Barang Likspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat
Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi yang kuat
akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran
terhadap  ketentuan  perundang-undangan  di bidang
perpajakan; atau

Barang Ekspor vyang berdasarkan hasil analisis atas
informasi  yang diperoleh dari Unit Pengawasan
menurjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi
pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan
perundang-undangan.

3) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud
& P
pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan secara selektif berdasarkan
analisis manajemen risiko.

(4} Selektifitas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
difakukan dengan ketentuan:

a.

Perusahaan dengan kategori risiko rendah, tidak dilakukan
&
pemeriksaan fisik;

Perusahaan dengan kategori risiko menengah, dilakukan
pemeriksaan fisik dalam hal komoditas ekspor memiliki
tingkat resiko tinggi;

Perusahaan dengan Kkategori risiko tinggi, dilakukan
pemeriksaan fisik.

(5) Terhadap Barang Ekspor yang mendapat perlakuan khusus
sepanjang diatur dalam  peraturan perundang-undangan
dilakukan pemeriksaan fisik secara selektif berdasarkan analisis
manajemen risiko.



(1)

(2)

(2)

1)

(2)

(2)

[Pasal 15

Pemeriksaan fisik, dapat dilaksanakan di:

a. Kawasan Pabean di tempat pemuatan, tempat penimbunan
sementara, tempat penimbunan pabean atau tempat
penimbunan berikat;

b. gudang Ilksportir; atau

c. tempat lain yang digunakan Lksportir untuk menyimpan
Barang ikspor dengan izin Kepala Kantor Pabean.

Pemeriksaan fisik yang dilaksanakan di gudang Eksportir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tempat lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, harus dilakukan
pengawasan stuffing dan penyegelan pada peti kemas atau
kemasan barang.

Pasal 16

Pemeriksaan fisik dilakukan atas scluruh partai barang.

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Barang Lkspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2} huruf a, hurut b, huruf d, huruf e, dan
huruf f.

PPasal 17

Untuk mengetahui jumlah Barang Ekspor yang pemuatannya
ke sarana pengangkut melalui pipa atau ban berjalan (conveyor
belt}, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan
hasil pengukuran alat ukur dibavah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

[Dalam hal saluran pipa, ban berjalan (convevor belt) atau
jaringan transmisi langsung menuju ke luar daerah pabean,
pemeriksaan fisik Barang Likspor didasarkan pada hasil
pengukuran ditempat pengukuran terakhir di dalam daerah
pabean.

PPasal 18

Pemeriksaan fisik barang terhadap Barang Ikspor yang
dikenakan Bea Keluar, meliputi:

a. pemeriksaan jumlah tanpa pemeriksaan jenis barang;

b. pemeriksaan jumlah dan dapat dilakukan pemeriksaan
jenis barang; atau

c. pemeriksaan jumlah dan jenis barang.

Pemeriksaan jumlah tanpa perneriksaan jenis barang dilakukan
dalam hal pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh surveyor
yang ditunjuk oleh pemerintah.



(3) Pemeriksaan jumlah dan jenis barang dilakukan dalam hal:

a.

b.

tidak difakukan pemeriksaan fisik barang oleh surveyor;

pemeriksaan jenis barang vyang dilakukan oleh surveyor
memerlukan penelitian lebih lanjut untuk identifikasi jenis
dan/atau spesifikasi (kadar) barang, misalnya:

1. hasil pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana
pengangkut menunjukkan spesifikasi (kadar) lebih
rendah dari hasil pemeriksaan pada
penumpukan/ penyimpanan barang,

2. dalam hal diberitahukan Barang Ekspor berupa produk
mineral hasil pengolahan dengan batasan terendah,
misalnya  konsentrat  tembaga  dengan  kadar
15%<Cu<20%; dan/atau

terdapat informasi, bukti atau data pendukung lainnya
yang menunjukan adanya indikasi kuat terjadi kesalahan
pemberitahuan jenis dan/atau spesifikasi barang.

(4) Pemeriksaan jenis barang sebagaimana pada ayat (3) huruf a
dan b tidak dilakukan dalam hal:

(2)

d.

jenis barang pada PEB diberitahukan dengan tingkatan
(layer) harga ekspor tertinggi untuk jenis barang dan pos
tarif yang sama, kecuali untuk jenis barang konsentrat besi
(gutit/laterit); dan/atau

hanya memiliki satu tingkatan harga ekspor dan pos tarif
dalam satu tingkatan (layer), yaitu biji kakao.

Pasal 19

Pejabat Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan fisik
barang di lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB
dan/atau merekam hasil pemeriksaan fisik barang ke Sistem
Komputer Pelayanan.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah
dan/atau jenis barang sesuai:

al.

Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan NPE, dalam hal
Barang I'kspor tidak termasuk barang yang dilarang atau
dibatasi atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi
tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi;

Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB dan hasil
pemeriksaan fisik barang serta dokumen pelengkap pabean
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE
setelah semua persyaratan ekspor dipenuhi, dalam hal
Barang [Dkspor termasuk barang yang dilarang atau
dibatasi yang memerlukan laporan surveyor;

Pejabat  Pemeriksa  Dokumen melakukan penelitian
perhitungan Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor
dikenakan Bea Keluar.



3)

()

(6)

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumnlah
dan/atau jenis barang tidak sesuai, terhadap:

a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali, Pejabat
Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota pembetulan;

b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk
diekspor  kembali,  Pejabat  Pemeriksa  Dokumen
menerbitkan nota pembetulan dan menyerahkan dokumen
ckspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil
pemeriksaan  fistk  barang dengan dilampiri nota
pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
administrasi impor sementara untuk dilakukan penelitian
lebih lanjut;

c. Barang Iikspor vang mendapat fasilitas Pembebasan
dan/atau fasilitas Pengembalian, Pejabat Pemeriksa
Dokumen menerbitkan nota pembetulan dan menyeralikan
dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan
hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri nota pembetulan
kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih
lanjut;

d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, Pejabat
Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen ekspor yang
di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik
kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih
lanjut; dan/atau

e. Barang Iikspor yang termasuk barang yang dilarang atau
dibatasi, DPejabat TPemeriksa Dokumen menyerahkan
dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan
hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut.

NPE diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen atas Barang
[Ikspor sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat(3) huruf a, setelah dilakukan pembetulan PEB;

b. ayat (3) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, setelah
dipenuhi  kewajiban pabean dan ketentuan sanksi
administrasi  sepanjang tidak terdapat bukti adanya
indikasi tindak pidana.

Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang Ekspor,
Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat melakukan uji laboratorium.

Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menerbitkan
NPE setelah diterbitkannya hasil uji laboratorium.

Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dapat diterbitkan
NP tanpa harus menunggu:

a. hasil pemeriksaan fisik barang yang dilakukan melalui:

1. pengujian laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai; atau



(8)

(%)

2. pengujian di laboratorium yang disepakati oleh Pejabat
Bea dan Cukai dan FHksportir, dalam hal tidak dapat
dilakukan pengujian di laboratorium Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, atau

b. hasil pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana
pengangkut yang dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk
oleh pemerintal.

Dalam hal hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dan ayat (7) kedapatan sesuai, Pejabat Pemeriksa
Dokumen menyerahikan dokumen ekspor dilampiri dengan
hasil wji laboratorium kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani distribusi dokumen.

Dalam hal hasil uji laboratorium:

a. scbagaimana dimaksud pada ayat (6) kedapatan tidak
sesual, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota
pembetuian.

b. sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kedapatan tidak
sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan
penghitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK.

Pasai 20

Tata kerja penyampaian PTIB dan pemeriksaan pabean sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)
(2)

(3)

BABV
KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN BARANG EKSPOR

Bagian Pertama
Konsolidasi Barang Ekspor

Pasal 21

Terhadap Barang Likspor dapat dilakukan konsolidasi.

Dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik,
pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan sebelum Barang
Ekspor dikonsolidasikan.

Keglatan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan clch pihak vang melakukan konsolidasi, terdiri dari:

a. Konsolidator yang telah mendapat persetujuan sebagai
pihak yang melakukan Konsolidasi Barang Ekspor dari
Kepala Kantor Pabean;

b. Lksportir yang melakukan sendiri konsolidasi barang
ekspornya; atau



(1)

(1)

(3)

c. Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (fwlding
comparny).
Pasal 22

Untuk  mendapatkan  persetujuan  sebagai  Konsolidator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a,
pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pabean sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam
Contoh 3.B Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Persetujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam hal pengusaha telah memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

b. menyediakan ruang kerja untuk Pejabat Pemeriksa Barang
dan Petugas Dinas Luar;

¢. mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan
vang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK); dan

d. mempunyai tempat untuk kegiatan séuffing.
Iasal 23

Untuk melakukan Konsolidasi Barang Ekspor dalam satu
kelompok perusahaan, harus ditunjuk Eksportir yang
bertanggung jawab atas Konsolidasi Barang Ekspor dari
kelompok perusahaan yang melakukan konsolidasi barang
ekspornya.

Eksportir yang bertanggung jawvab atas Konsolidasi Barang
Ilkspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberitahukan kepada Kantor Pabean pemuatan tentang:

a. perusahaan-perusahaan yang barang ekspornya akan
dikonselidasikan; dan/atau

b. perubahan atas data perusahaan-perusahaan yang barang
ekspornya akan dikonsoelidasikan.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Contoh 3.A
Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 24

Pihak  yang melakukan  Konsolidast  Barang  Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus
memberitahukan konsolidasi barang ekspornya dalam PKBE
dan menyampaikannya ke Kantor Pabean pemuatan.



(2) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeananita  menggunakan sistem PDE  kepabeanan,
penyampaian PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan sistein PDE kepabeanan.

(3) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya tidak menggunakan sistem PDE kepabeanan,
penyampaian PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan tulisan di atas formulir.

(4) PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sesuai
peruntukannya sebagai berikut:

a. 1 (satu) lembar untuk masing-masing Eksportir;

b. T (satu) lembar untuk pihak vang melakukan konsolidasi;
c. 1 (satu) lembar untuk pengusaha 1TS;

d. 1 (satu) lembar untuk pengangkut;

e. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean pemuatan; dan

. satulembar untuk Petugas Pengawasan Stuffing.

(5) IMasil cetak data PKBE yang telah mendapatkan nomor dan
tanggal pendaftaran digunakan sebagai dokumen pemasukan
Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan dan
pemuatan ke sarana pengangkut.

(6) Dalam hal Eksportir telah menyampaikan PEB di Kantor
Pabean pemuatan, pengangkutan Barang Ekspor dari gudang
Eksportir ke tempat konsolidasi menggunakan NPE, atau PPB
beserta PEB.

Pasal 25

Tata kerja pendaftaran Konsolidator dan Konsolidasi Barang
Ekspor sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Bagian Kedua
Penggabungan Barang Ckspor Yang Mendapat Fasilitas
Pembebasan Dan/ Atau Fasilitas Pengembalian

Pasal 26

(1) Lksportir yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau
fasilitas Pengembalian dapat melakukan ekspor barang
gabungan dengan cara menggabungkan barang hasil
produksinya dengan barang hasil produksi dari perusahaan
lain yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas
Pengembalian.

(2) Perusahaan Pengirim Barang memberitahukan barang yang
akan diserahkannya kepada Perusahaan Penerima Barang
dengan menggunakan SSTB untuk keperluan penerbitan LPE.



(3)

(4)

(2)

(1)

SSTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
salah  satu  persyaratan dalam penerbitan LPE untuk
Perusahaan Pengirim Barang dan Perusahaan Penerima Barang.

SSTB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya
sebagai berikut:

a. 1 (satu) lembar untuk Perusahaan Penerima Barang;
b. 1 (satu) lembar untuk Perusahaan Pengirim Barang; dan

c. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean tempat pemuatan.
Pasal 27

Barang Ekspor Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1) diberitahukan dalam 1 (satu) PEB oleh Perusahaan
Penerima Barang sebagai Barang Iikspor dengan mengisi
lembar lampiran untuk Barang Ekspor Gabungan pada PEB.

Berdasarkan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor
Pabean pemuatan menerbitkan LPE untuk masing-masing
perusahaan yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau
fasilitas Pengembalian yang hasil produksinya digabungkan
untuk dickspor sebagai Barang Ckspor Gabungan.

Tata kerja pelayanan Barang Fkspor Gabungan sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
EKSPOR BAIMAN BAKU ASAL IMPOR YANG MENDAPAT
FASILITAS PEMBEBASAN

[Pasal 28

Ekspor bahan baku asal impor yang mendapat fasilitas
Pembebasan tanpa melalui proses pengolahan, dapat dilakukan
sctelah Fksportir mendapatkan perscetujuan dari Kepala Kantor
Pabean pemuatan.

BEkspor bahan baku asal impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan PEB dan
diterbitkan LPE.

Realisasi ekspor bahan baku asal impor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh melebihi periode pembebasan yang
tercantum dalam Nomor Induk Perusahaan (NIPER) .

Persetujuan Kepala Kantor Pabean pemuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Eksportir dengan
mengajukan permohonan yang memuat alasan dilakukannya
ekspor dan disertai keterangan mengenai:

a. namma, alamat penerima/ pembeli, dan negara tujuan;

b. nomor dan tanggal pemberitahuan impor barang; dan



(5)

(6)

(1)

c. jumlah dan jenis barang serta nomor pos tarif barang yvang
diekspor,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dilampiri dengan dokumen impor berupa copy pemberitahuan
impor barang vang ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai
vang menangani distribusi dokumen, invoice, packing list,
surat tanda terima jaminan dan surat keputusan penerbitan
Normor Induk Perusahaan (NIPER).

Ekspor bahan baku asal impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku ketentuan:

a. Jenis barang harus sesuai dengan yang diberitahukan pada
pemberitahuan impor barang; dan

b. Jumlah barang yang diajukan dalam permohonan tidak
melebihi  jumlah  barang yang diberitahukan pada
pemberitahuan impor barang.

Terhadap Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pemeriksaan fisik barang.

Dalam hal pemeriksaan fisik barang kedapatan barang yang
diekspor berbeda dengan persetujuan yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pabean pemuatan, Pejabat Pemeriksa Dokumen
menyerahkan kepada Unit Pengavrasan di Kantor Pabean
pemuatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Barang Lkspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak
diperlakukan sebagai barang vyang mendapat fasilitas
Pembebasan dan tidak diterbitkan LPE.

BAB VII
PENGAWASAN STUFFING

Pasal 29

Pengawasan sfuffing dilakukan terhadap:

a. Barang [kspor yang telah dilakukan pemeriksaan [fisik
barang;

b. Barang Ekspor dari TPB; atau
c. Barang Iikspor konsolidasi, dalam hal terdapat:
1. Barang Hkspor dari TPB;

2. Barang DFkspor yang mendapat fasilitas Pembebasan
dan/atau fasilitas Pengembalian;

w

Barang Ekspor yang akan diimpor kembali; atau

4. Barang Likspor kembali (re-ekspor) atau barang yang
pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Terhadap Barang Ekspor konsolidasi selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat dilakukan pengawasan
stuffing berdasarkan perintah tertulis Kepala Kantor Pabean.

Pengawasan shuffing terhadap Barang Ekspor konsolidasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan
Petugas Pengawasan Stuffing berdasarkan PKBE yang sudah
dilengkapi dengan PEB dan NPE.

Petugas Pengawasan Stuffing memberikan catatan dan tanda
tangan pada kolom catatan pengav-asan stuffing di:

a. NPE; dan
b. PKBI:, dalam hal dilakukan Konsolidasi Barang Ekspor.

BAB VIII

PEMASUKAN BARANG EKSPOR
KE KAWASAN PABEAN TEMPAT PEMUATAN

Pasal 30

Pemasukan Barang [kspor ke Kawasan Pabean tempat
pemuatan di pelabuhan muat atau Tempat Muat Ekspor,
dilakukan dengan menggunakan:

NPT

b.  permohonan pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan
Pabean tempat pemuatan yang telah diberikan catatan
persetujuan oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal telah
dilakukan pemeriksaan fisik barang namun persyaratan
ekspor berupa laporan surveyor belum dipenuhi;

c. PLHB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik
barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan;

d. PKBE dan NFPE, dalam hal barang ekspor merupakan
barang konsolidasi;

e. permohonan pemuatan ckspor barang curah yang telah
diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor
Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan prosedur
ekspor barang curah; atau

f. PP-PEB atau PP-PKBE dan SPPBE, dalam hal terjadi
penggantian peti kemas atau kemasan barang vang
dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan untuk
dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan
sermula,

Dalam hal Barang Bkspor ditimbun di TPS dalam Kawasan
pabean tempat pemuatan, NPE, PEB, dan PPB atau PKBE
disampaikan oleh pihak yang melakukan konsolidasi kepada
pengusaha TPS sebagai pemberitahuan bahwa penimbunan



4)

®)

Barang Lkspor di TPS telah mendapat persetujuan Pejabat
Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan.

Pengusaha IPPS wajib moenyampaikan realisasi penimbunan
Barang Ikspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala Kantor Pabean pemuatan.

Dalam hal Barang Tkspor berasal dari TPB, Pejabat Pemeriksa
Dokumen di Kantor Pabean pemuatan menyampaikan fotokopi
NPE yang sudah ditandatangani Petugas Dinas Luar yang
mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean tempat pemuatan
ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

Pasal 31

Dalam hal Barang Ikspor lebih dari 5 (lima) peti kemas dan
terhadap Barang Ekspor dipersyaratkan laporan surveyor, atas
sebagian peti kemas dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean
tempat pemuatan sebelum diterbitkan laporan surveyor.

Untuk dapat memasukkan sebagian peti kemas ke Kawasan
Pabean tempat pemuatan secbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Iksportir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sesuai contoh
format sebagaimana ditetapkan dalam Contoh 3.G Lampiran
X1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pemasukan sebagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat
pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat
Bea dan Cukai yang ditunjuk dan telah mendapat keterangan
tertulis dari surveyor tentang telah selesainya pemeriksaan atas
Barang Fkspor yang akan dimasukkan ke Kawasan Pabean
tempat pemuatan.

Pemasukan scbagian peli kemas ke Kawasan Pabean tempat
pemuatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan PIB, NPPD, izin Kepala Kantor Pabean
atau Pejabat Bea dan Cukal yang ditunjuk, dan keterangan
tertulis dari surveyor.

Dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditimbun di TPS dalam Kawasan Pabean tempat pemuatan,
dokumen pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Eksportir kepada pengusaha TDPS sebagai
pemberitahuan bahwa penimbunan Barang Fkspor di TPS telah
mendapat persetujuan dari Kepala Kantor pemuatan atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjulk.

Pasal 32

Tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat
pemuatan ditetapkan dalam Lampiran [V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



(1)

(2)

)

(1)

BAB X
PEMUATAN BARANG EKSPOR DAN REKONSILIASI

Bagian Pertama
Pemuatan Barang Lkspor

[Pasal 33

Pemuatan Barang Fkspor ke sarana pengangkut dilakukan
setelah mendapat persetujuan, dengan menggunakan:

a. NP

b. PKBI dan NPI, dalam hal Barang Ekspor merupakan
barang konsolidasi; atau

¢. permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah
diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor
Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan prosedur
ekspor barang curah.

NPT, PKBE dan NPE atau permohonan pemuatan ekspor
barang curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan Eksportir atau Konsolidator kepada pengangkut
sebagai pemberitahuan bahwa pemuatan Barang Ekspor ke
sarana pengangkut tclah mendapat persetujuan Pejabat
Pemeriksa Dokumen atau Kepala Kantor Pabean pemuatan.

Pemuatan Barang Lkspor ke sarana pengangkut dilakukan di
Kawasan Pabean tempat pemuatan atau dalam keadaan
tertentu dapat dilakukan di tempat lain atas izin Kepala Kantor
Pabean pemuatan.

Pemuatan Barang Iikspor ke sarana pengangkut ditangguhkan
pelaksanaannya, dalam hal Barang Ekspor dikenakan NII.

lata kerja pemuatan ekspor barang curah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Relkonsiliasi

PPasal 34

Terhadap PLB vang telah disampaikan ke Kantor Pabean
pemuatan dilakukan rekonsiliasi dengan outward manifest
yvang telah didaftarkan di Kantor Pabean pemuatan.

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mencocokkan beberapa elemen data, yaitu:

a. nomor dan tanggal PEB; dan

b. nomor danjumlah peti kemas dalam hal menggunakan peti
kemas atau jumlah kemasan dalam hal tidak menggunakan
peti kemas.



()

(6)

Rekonsiliasi terhadap PI'B vang diajukan oleli perusahaan
penerima fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian,
berlaku ketentuan scbagai berikut:

a. terhadap PEB yang diajukan oleh perusahaan dengan
kategori risiko rendah dan menengah, kegiatan rekonsiliasi
dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. terhadap PEB yang diajukan oleh perusahaan dengan
kategori risiko tinggi, kegiatan rekonsiliasi dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi
dengan mencocokkan clemen data identitas Eksportir atau
shipper.

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanannya menggunakan sistem PDIE kepabeanan atau
Media Penyimpan Data [Flektronik untuk pelayanan ekspor
dan manifes, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan olch Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani manifes dengan menggunakan Sistem Komputer
Pelayanan.

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan
kepabeanan ckspor dan manifes menggunakan tulisan di atas
formulir, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani manifes.

Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) terdapat elemen data yang tidak cocok, Pejabat Bea
dan Cukal yang menangani manifes melakukan penelitian lebil
lanjut.

Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani manifes di Kantor Pabean pemuatan
menyampaikan hasil rekonsiliasi ke Kantor Pabean yang
mengawasi TPB.

Tata kerja rekonsiliasi  sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran V1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 35

Dalam hal Barang Ekspor diangkut dengan sarana pengangkut
dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari Angkutan
Multimoda:

a. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes pada
Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor
melakukan rekonsiliasi antara NPE dengan outtward manifest
yang hasilnya dituangkan sesuai contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Contoh 3. Lampiran XIII
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini; :



(2)

(1)

(2)

(4)

b. Pcjabat Bea dan Cukal yang menangani manifes pada
Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal
melakukan  rekonsiliasi  dengan  mencocokkan  hasil
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan PEB dan pemberitahuan daftar barang sesuai
contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Contoh 3.E
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Tata kerja pelayanan barang yang akan diekspor yang diangkut
dengan sarana pengangkut laut dan/atau udara dalam negeri
yang bukan merupakan bagian dari Angkutan Multimoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan
dalam T.ampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB X
PEMBATALAN EKSPOR DAN PEMBETULAN DATA PEB

Bagian Pertama
Pembatalan Data PEB

Pasal 36

Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah
mendapat nomor pendaftaran PEB, dapat dibatalkan ekspornya,
kecuali terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan
kepabeanan di bidang ekspor.

Lksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Dejabat
Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB.

Lksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor atas
barang vang telah diberitahukan dalam PEB atau melaporkan
setelah melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa
denda secsuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang kepabeanan.

Dalam hal pembatalan ckspor dilakukan oleh perusahaan
penerima fasilitas kepabeanan, Pejabat I3ea dan Cukai di Kantor
Pabean pemuatan menyampaikan data pembatalan ekspor
kepada:

a. DPejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPB, untuk
perusahaan penerima fasilitas TTPB;

b. Kantor Wilayah penerbit Nomor Induk Ierusahaan
(NIPER), untuk perusahaan penerima fasilitas Pembebasan
dan/atau fasilitas Pengembalian.



(1)

()

)

(1)

()

(1)

PPasal 37

Terhadap barang yang dibatalkan eckspornya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan
tisik, kecuali atas Barang Ekspor tersebut diterbitkan NHI atau
dilakukan  pencgahan terhadap Barang Ekspor vyang
diberitahukan dalam PEB.

Dalam hal dilakukan hasil pemeriksaan fisik berdasarkan NHI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan jumlah
dan/atau jenis barang:

a. sesuai, pembatalan ekspor disetujui; atau

b. tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit
Pengawasan.

Tata kerja pembatalan PLB sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pembetulan Data PEB
Pasal 38

Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB yang telah
didaftarkan ke Kantor Pabean pemuatan dalam hal terjadi
kesalahan.

Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor
Pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen dan/atau
melalui Sistem Komputer Pelayanan.

Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Iksportir ke Kantor Pabean pemuatan
dengan menggunakan PP-PEB.

Atas pembetulan data PEB tidak dilakukan pemeriksaan fisik
barang, kecuali diterbitkan NHI atau dilakukan penegahan
terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan kedapatan jumlah dan/atau jenis
barang:

a. sesual dengan PP-PEB, pembetulan data PEB disetujui; atau
b. tidak sesuai dengan PP-PEB, dilakukan penelitian lebih
lanjut oleh Unit Pengaiwvasan.

TPasal 39

Pembetulan data PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
mengenai jenis barang, jumlah barang, dan/atau nomor peti
kemas, dapat dilayani sebelum barang dimasukkan ke
Kawasan Pabean tempat pemuatan, kecuali untuk:



(4)

()

a. Barang Dkspor yang tidak kescluruhan terangkut (short
shipment), pembetulan data PEB dilakukan paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan
sarana pengangkut;

b. penjualan barang dan/atau makanan di atas pesawat udara
yang berangkat keluar dacrah pabean, pembetulan data
PEB dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal keberangkatan pesawat udara; atau

c. ekspor Dbarang curah termasuk Migas dan BBM,
pembetulan data PEB dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut.

Dalam hal Barang IZkspor lebih dari 1 (satu) peti kemas atau
kemasan, pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilayani sebelum seluruh Barang Ekspor
dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.

Pembetulan data PEB mengenai penggantian nama sarana
pengangkut, nomor voyage/flighi/momor polisi, atau tanggal
perkiraan ekspor, yang disebabkan oleh short shipment, dapat
dilayani paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
keberangkatan sarana pengangkut semula.

Pembetulan data PEB yang berupa data mengenai jumlah
barang atas Barang Ekspor yang diangkut dengan pesawat
udara selain Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana
pengangkut, sepanjang pembetulan data tersebut disebabkan
karena adanya perbedaan data dalam PEB dengan hasil
penimbangan yang dilakukan oleh pengangkut.

Pembetulan data PEB yang berupa data mengenai nilai Free on
Board (FOB) dan jenis valuta dapat dilakukan paling lama:

a. 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal PEB
didaftarkan atas ekspor Migas dan BBM; atau

b. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal PEB didaftarkan
atas ekspor selain Migas dan BBM.

Pembetulan data PEB selain pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dapat dilayani
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB mendapat
nomor pendaftaran.

Tata kerja pembetulan data PEB sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran VIIT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 40

Dalam hal Barang Bkspor dikenakan Bea Keluar, Eksportir
dapat melakukan perubahan data PEB setelah mendapat
persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa



(1)

(6)

(7)

Dokumen  sepanjang kesalahan tersebut terjadi  karena
kekhilafan yang nyata.

Kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang tidak mengandung persengketaan antara Pejabat Bea dan
Cukai dengan pengguna jasa kepabeanan, misalnya:

a. kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau
alamat; atau

b. kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar.

Tata cara perubahan data PEB terhadap Barang Ekspor yang
dikenakan Bea Keluar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Bea Keluar.

Pasal 41

lerhadap kesalahan data PIEB mengenai nama Eksportir,
identitas  Liksportir, Kantor Pabean pemuatan tempat
pendaftaran, jenis ekspor, kategori ekspor dan/atau jenis
fasilitas yang diterima, tidak dapat dilakukan pembetulan.

Jenis ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
ekspor:

a. Dbiasa;

b. akan diimpor kembali; atau

c. re-ekspor.

Kategori ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
ekspor:

a.  umumy

b. fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian;

c. khusus; atau
d. 1TPL.
Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan pembatalan PEB sepanjang Barang Ekspor belum
dimuat ke sarana pengangkut.

Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa
Dokumen membertkan persetujuan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berdasarkan permohonan pembatalan
LB yang diajukan oleh Eksportir.

Terhadap Barang Fkspor yang telah dilakukan pembatalan PEB
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Eksportir menyampaikan
PEB yang baru sepanjang Barang Ekspor belum dimuat ke
sarana pengangkut.

Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar, tata cara
pembatalan PEB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Bea Keluar.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 42

Dalam hal Barang Ekspor telah dimasukkan ke Kawasan
Pabean tempat pemuatan dan:

a. terjadi kerusakan pada seluruh peti kemas atau kemasan
barang sehingga perlu dilakukan penggantian atas seturuh
peti kemas atau kemasan barang:

1. dilakukan pembatalan PEB dan harus diberitahukan
kepada Pejabat Pemeriksa Dekumen di Kantor Pabean
pemuatan; dan

2. terhadap Barang Ekspor harus dilakukan pemeriksaan
fisik  terlebih  dahulu sebelum Barang EIkspor
dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan.

b. terjadi kerusakan pada scbagian peti kemas atau kemasan
barang sehingga perlu dilalkukan penggantian pada peti
kemas atau kemasan barang:

1. dilakukan  pembetulan data PEB dan harus
diberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di
Kantor Pabean pemuatan; dan

I~

terhadap Barang Ekspor yang peti kemas atau kemasan
barangnva akan diganti harus dilakukan pemeriksaan
tisik  terlebih  dahulu  sebelum Barang FEkspor
dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan.

Pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean tempat
pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
2 dan huruf b angka 2, dilakukan dengan menggunakan SPPBE.

SPPBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak sesuai
peruntukkannya sebagai berikut:

a. 1 (satu} lembar untuk Eksportir;
b. 1 (satu}lembar untuk pengusaha ['PS;
c. 1 (satu) lembar untuk Konsolidator;
1 (satu) lembar untuk pengusaha Tempat Muat Ekspor; dan
e. 1 (satu} lembar untuk Kantor Pabean pemuatan.

lata kerja pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean
tempat pemuatan karcna dilakukan pembetulan atau
pembatalan PEB/PKBE  sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisalikan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XI
PEMBATALAN DAN PIMBETULAN DATA PKBE

Bagian Pertama
Pembatalan PKBE



(1)

(2)

(4)

()

(6)

()

Pasgal 43

PKBE yang telah disampaikan ke Kantor Pabean pemuatan
dapat dilakukan pembatalan.

Pembatalan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh pihak yang melakukan konsolidasi setelah mendapat
persetujuan dari Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat
Perneriksa Dokumen.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan apabila perrnchonan diajukan oleh pihak yang
melakukan konsolidasi sebelum Barang Ekspor dimuat ke
sarana pengangkut.

Bagian Kedua
Pembetulan Data PKBE

Pasal 44

PKBE yang telah disampaikan ke Kantor Pabean pemuatan
dapat dilakukan pembetulan data.

Pembetulan data PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh pihak yang melakukan konsolidasi dengan
menggunakan PP-PKBE sebelum Barang Fkspor dimasukkan
ke Kasvasan Pabean tempat pemuatan.

Dalam hal Barang Fkspor telah dimasukkan ke Kawasan
Pabean tempat pemuatan tetapi belum dimuat ke sarana
pengangkut, pembetulan data PKBI dapat dilakukan dengan
ketentuan:

a. adanya pemberitahuan dari pengusaha TPS yang
mengakibatkan pengurangan jumlah Barang Ekspor dari
dalam peti kernas dan berkurangnya jumlah dokumen PEB
yang tercantum dalam PKBE;

b. pembetulan hanya dapat dilakukan terhadap data jumlah
dokumen, nomor dan tanggal PEB; dan

¢. mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean pemuatan
atau Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Pembetulan data PKBE dapat disampaikan dengan sistem PDE
kepabeanan atau tulisan di atas formulir.

Pembetulan data PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan terhadap semua elemen data, kecuali identitas
pihak yang melakukan konsolidasi dan kode Kantor Pabean
pemuatan.

Terhadap kesalahan data mengenai identitas pihak yang
melakukan konsolidasi dan kode Kantor Pabean pemuatan,
dilakukan permbatalan PKBI:. '

Datam hal PKBE disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan,
pembetulan dapat dilakukan dengan ketentuan:



(8)

a. pembetulan pertama dapat disampaikan dengan sistem
PDI kepabeanan atau tulisan di atas formulir; dan

b.  pembetulan selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan
tulisan di atas formulir.

Tata kerja pembatalan dan pembetulan PKBE scbagaimana
ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAD XII
BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT

DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA
DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI

(1)

(2)

(3)

(6)

()

ANGKUTAN MULTIMOIDA
PPasal 45

Terhadap barang yang akan diekspor yang diangkut dengan
sarana pengangkut laut dan/atau udara dalam negeri yang
bukan merupakan bagian dari Angkutan Multimoda, PEB
dapat disampaikan ke Kantor PPabean pemuatan di Pelabuhan
Muat Asal.

Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan penyegelan oleh Kantor Pabean pemuatan.

Dikecualikan dari ketentuan penyegelan oleh Kantor Pabean
pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
barang yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan
penyegelan oleh Kantor Pabean pemeriksaan di Pelabuhan
Muat Asal.

Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal
memberitahukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat
Ekspor paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak
keberangkatan sarana pengangkut.

Kantor TPabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor
melakukan pengawasan pembongkaran barang dari sarana
pengangkut semula dan pemuatan  barang ke sarana
pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah
pabean.

Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor
memberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di
Pelabuhan Muat Asal hasil rekonsiliasi NPE dengan outward
smanifes! atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penyerahan
ontward manifest.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(0) ditetapkan sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam
Contoh 3.E dan Contoh 3.F dalam Lampiran XIII yang



2)

()

(4)

()

(6)

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Tata kerja pelayanan barang yang akan diekspor yang diangkut
dengan sarana pengangkut laut dan/atau udara dalam negeri
yang bukan merupakan bagian dari Angkutan Multimoda
ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XIII
PENERBITAN DAN PEMBETULAN LPE

Bagian Pertama
Penerbitan LPIE

Pasal 46

Terhadap  Barang  Lkspor vang mendapat fasilitas
Pembebasan atau fasilitas Pengembalian, diterbitkan LPE oleh
Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan.

LPL  diterbitkan setelah proses rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kedapatan sesuai.

Dalam hal terdapat elemen data yang dicocokkan pada proses
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf a kedapatan tidak sesuai, I.PE dapat diterbitkan setelah
dilakukan perbaikan pada outward manifest.

Dalam hal terdapat elemen data yang dicocokkan pada proses
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf b dan Pasal 34 ayat (3) huruf b kedapatan tidak sesuai,
[.LPIZ diterbitkan setelah Eksportir menyerahkan dokumen:

a. hasil cetak PEB, invoice, packing list;
b. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
c. SSIB, dalam hai Barang [kspor Gabungan;

d. NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar
yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean tempat
pemuatan, atau Petugas Dinas Luar yang mengawasi
pemuatan, dalam hal Barang Ekspor dimuat di tempat lain
diluar Kawasan Pabean;

e. PKBE, dalam hal Barang IEkspor dikonsolidasi; dan/atau
f.  copy B/1. atau AWB.

Fksportir ~ wajib  menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di
Kantor Pabean pemuatan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB.

[.PI tidak diterbitkan, dalam hal Eksportir:



{7)

(8)

a. tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dalam jangka vraktu 1 (satu) bulan; atau

b. menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tetapi tidak dapat
dilakukan proses rekonsiliasi.

L.PE dicetak sesuai peruntukan sebagai berikut:
a. 1 (satu} lembar untuk FEksportir; dan
b. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean pemuatan.,

Tata kerja penerbitan LPL sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pembetulan LIPI

Pasal 47

Terhadap LPE vyang telah diterbitkan dapat dilakukan
pembetulan  oleh  Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor
Pabean pemuatan tempat diterbitkannya LPE.

Pembetulan LPII  dapat dilakukan dalam hal terdapat
pembetulan data PEB atau karena kesalahan administrasi atas
penerbitan LPE.

BAB XIV
PENATAUSAHAAN PEB

Pasal 48

Dalamn hal penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan
tulisan diatas formulir, pejabat bea dan cukai yang menangani data
ekspor melakukan perekamarn data PEB dan penatausahaan PEB.

PPasal 49

Eksportir wajib menyimpan PLB yang telah mendapat nomor
pendaftaran, dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran Bea
Keluar, serta dokumen respon kepabeanan selama jangka waktu 10
(sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

(1)

BAB XV
PENGAWASAN DI BIDANG EKSPOR

[Pasal 50

Untuk keperluan pengawasan, Unit Pengawasan pada Kantor
Pabean melakukan kegiatan intelijen di bidang ekspor.



(2) Unit Pengawasan di Kantor Pabean dapat melakukan
pemindaian/ scanning Barang [kspor dengan menggunakan
mesin pemindai.

(3) Atas hasil kegiatan intelijen di bidang ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang
bertanggung jawab di bidang penindakan pada Kantor Pabean
dapat melakukan kegiatan:

a. penerbitan NHI, dalam hal terdapat indikasi mengenai
akan adanya pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor;

b. penindakan di bidang kepabeanan berdasarkan bukti
permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran di bidang
ekspor;

c. patroli

{4) Atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat
Bea dan Cukal yang bertanggung jawab di bidang penindakan
membuat laporan kepada Kepala Kantor Pabean.

BAB XVI
JAM KERJA PELAYANAN

Pasal 51

(1) Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh
empat) jam setiap hari terhadap kegiatan:

a. peneriimaan pengajuan PEB oleh Eksportir;
b. pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan Eksportir;

c. pemasukan Barang Ekspor yang telah mendapat
persetujuan ke Kawasan "abean; dan

d. pelayanan pabean lain di bidang ekspor.

(2) Kepala Kantor Pabean mengatur penempatan petugas yang
melayani kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Dalam hal penyampaian PEB melalui sistem PDE kepabeanan, hasil
cetak PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran, NPE, PPB,
NPPD, NPP dan LPE diberlakukan sebagai dokumen yang sah.

Pasal 53

(1) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean vang
menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan
Data EFlektronik tidak dapat dioperasikan Kepala Kantor dapat
memberikan pelayanan dokumen ekspor dengan



menggunakan tulisan di atas formulir dan dilakukan
perekaman data PEB pada Sistem Komputer Pelayanan setelah
sistem dapat dioperasikan kembali.

(2) Dokumen PLB yang dilayani dengan menggunakan tulisan
diatas formulir sebagaimana avat (1) diatas, dibuatkan nomor
tersendiri.

(3) Dalam hal Kepala Kantor memberikan pelayanan dokumen
ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor
membuat berita acara yang menjelaskan mengenai kronologi
kejecian dan penatausahaan dokumen untuk disampaikan
kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 54

Bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan
Direktur Jenderal ini sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Pasal 55

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama dapat menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis
tentang tata cara pelayanan ekspor sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 56

Ilkspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau
saluran pipa, mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai
ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau
saluran pipa.

Pasal 57

Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini
memerlukan penyesuaian Sistem Komputer Pelayanan ekspor,
maka pelayanan ekspor menggunakan Sistem Komputer Pelayanan
yang ada.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

PPada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan
Direktur Jenderal Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana
Kepabeanan Di Bidang Ekspor yang telah beberapa kali diubah
dengan:



a.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
06/BC/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur
Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata
l.aksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor ;

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
30/ BC/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur
Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata
Laksana Kepabeanan i Bidang Lkspor; dan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
27 /BC/ 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur
Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Direktur jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 12
September 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

DIREKTUR JENDERAL,

Salinan sesual dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
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Lampiran [

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC/ 2014

Tentang

lata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATA KERJA PENYAMPAIAN PEB DAN PEMIERIKSAAN PABEAN

[. Penyampaian dan Penelitian PEB

A.Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan
Sistem PDL Kepabeanan Dan Telah Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.

1.

Ia

Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.1.

1.2,

1.3.

mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB,

meliputi:

a. dala PIiB; dan

b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) huruf a sampai dengan huruf d.

melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Fkspor dikenakan Bea

Keluar; dan

mengirimkan data PEB dan PKB ke Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean

pemuatan.

Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagal Eksportir, PEB
dilengkapi lembar lanjutan khusus P]'t dengan mencantumkan identitas pengirim dan
penerima pada kolom uraian barang.

Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan dan/atau

pembalasan:

3.1

3.2,

dalam hal hasil penelitian. menunjukkan barang yang akan diekspor terkena

ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi,

portal INSW mengembalikan data PEB kepada Eksportir untuk diajukan kembali
setelah dipenuhi.

dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor:

3.2.1. tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembalasan alau ketentuan
larangan/ pembatasannya telah dipenuhi, portal INSW meneruskan data PEB
ke Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut.

3.2.2. perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan kelentuan larangan dan/atau
pembatasan, portal INSW meneruskan data PEB ke Pejabat Bea dan Cukai
yang menangani penelitian ketentuan larangan dan/alau pembatasan untuk
diproses lebih lanjut.
3.2.2.71. dalam hal pos tarif Barang Ekspor lidak termasuk dalam pos tarif

barang yang dilarang alau dibalasi, Pejabal Bea dan Cukai yang
menangani penelitian larangan dan/atau pembatasan merekam
hasil penelitian ke dalam portal INSW dan meneruskan ke dalam
sistern Komputer Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.
3.2.22. dalam hal Barang [Ekspor termasuk barang yang dilarang atau
dibatasi:
3.2.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan melalui portal INSW
dapat menerbitkan respon NPPD.
3.2.2.2.2. Tksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai
yang menangani penelilian barang larangan dan/atau
pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
322221, NPPD;
3.2.2.2.22. hasil cetalk PLB; dan
3.2.2.223. pemenuhan persyaratan dalam NPPPD.
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dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir

3.2.2.22 telah dipenuhi, Pcjabat Bea dan Cukai yang

menangani  peneliian  barang  larangan  dan/atau
pcmbatasan merckam hasil penelitian ke dalam portal

[NSW  dan meneruskan ke dalam Sistern Komputer

Pelayanan untuk diproses lebih lanjut.

3.2.2.24. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir
32222 nhdak dipenuhi dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan respon
NPPD, portal INSW menerbitkan respon NPP.

Dalam hal Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau

dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan

Bea dan Cukai:

3.223.1. Pcjabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan melalui portal INSW
menerbitkan NPFD.

3.223.2 Eksporlir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai
yang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:

322321 NPPD;

3.2.2.3.2.2. hasil cetale PEB; dan

3.2.2.3.2.3. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
3.2.2.33. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimalksud pada butir
3.22.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukal yang
menangani penelitian barang larangan dan pembatasan
menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa

Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut.
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4. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:
a. ada atau tidaknya NIK [Eksportir atau tanda terima permohonan registrasi
kepabeanan;
b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau
c. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK.

5. Dalam hal hasil penclitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan:

5.1. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, tidak
memenuhi ketentuan pengecualian melakukan regisirasi kepabeanan dan/atau
NIK PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.

5.2. NIK Fksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada,
memenuhi kelenluan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau
NIK PPJK tidak ada, serta perlu penclitian lebih lanjut terhadap ketentuan
pengecualian, Sistem Kompuler Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelitian ketentuan pengecualian
melakukan registrast kepabeanan.

5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian
melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian NIK mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk
melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;

5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tdak memenuhi ketentuan
pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penelitian NIK melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan
respon NPPP.

5.3. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK FPPJK
ada, Sistemmn Komputer Pelayanan melakukan penecliian ada atau tidaknya
pemblokiran Eksportir/PPJK.

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJIC diblokir, Sistem Komputer
Pelayanan menerbitkan respon NPP.
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Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Lksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem
Komputer Pelayanan melakukan penelitian dala PEB, meliputi:

a. kelenglkapan pengisian dala PEB; dan/atau

b. pembayaran Bea Keluar.

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistern Komputer Pelayanan menunjukkan pengisian
data PEB tidak lengkap dan/atau hasil penelitian permbayaran Bea Keluar tidak sesuai,
Sistern Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.

Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan Barang LEkspor dikenakan Bea Keluar

tetapi hasil penelitian pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf b tidak

ditemukan oleh Sislem Komputer Pelayanan:

9.1. Sistenm1 Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD;

9.2. Eksportir melalkkukan pembayaran Bea Keluar;

9.3. apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 9.2 tidak dipenuhi dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujulh) hari sctelah tanggal diterbitkan NPPD,
Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan NPP.

Dalam hal pengisian data PLEB telah lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea
Keluar oleh Sistern Komputer Pelayanan sesuai, Sistem Komputer Pelayanan
memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan:

a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
b. PPB, dalam hal Barang Fkspor dilakukan pemeriksaan fisik.

Data PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan
respon diteruskan oleh Sistem Komputer Pelayanan kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.

Pada hasil cetalk NPE, PI’B, NPPD dan NPT dicantumkan keterangan “Formulir ini
dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda
tangan pejabat dan cap dinas”.

B. Pada Kanfor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan

Sistem PDE Kepabeanan Tetapi Belum Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.

1.

Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB,
meliputi:
a. data PEB; dan
b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2) huruf a sampai dengan huruf d.

1.2. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea
Keluar; dan

1.3, mengirimkan data ’EB dan PKB ke Sistem Kompuler Pelayanan di Kantor Pabean
pemuatan.

Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB
dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan
penerima pada kolom uraian barang,

Sistem Kompuler Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:

a. ada atau tidaknya NIK DIksportir atau tanda terima permohonan registrasi
kepabeanan;

b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau

c. ada atau tidaknya NIK PPJK, dalam hal PTB diajukan oleh PPJK.

Dalam hal hasil penelitian sebagatmana dimaksud pada butir 3 menunjukkan:

41. NIK Eksportir/tanda terima permohonan regisirasi kepabeanan tidak ada, tidak
memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau
NIK PPJK tidak ada, Sisterm Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
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4.2. NIK Eksportir/tanda terirna permohonan registrasi kepabeanan tidak ada,
memenuhi ketentuan pengecualian melakukan regisirasi kepabeanan dan/atau
NIK PPIK tidak ada, serta perlu penclitian lebih lanjut terhadap ketentuan
pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelitian ketentuan pengecualian
melakukan registrasi kepabeanan.

4.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian
melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangant
penelitian NIK mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk
melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPTK;

422 dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan
pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penelilian NiK melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan
respon NPP.

4.3. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK
ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya
pemblokiran Eksportir/PPTK,

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, Sistem Komputer
Pelayanan menerbitkan respon NPPP.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Iksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem
Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB, meliputi:

a. kelengkapan pengisian data PEB; dan/atau
b. pembayaran Bea Keluar.

Dalam hal hasil pernelitian oleh Sistem Kemputer Pelayanan menunjukkan pengisian
data PEB tidak lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar tidak sesuai,
Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.

Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan Barang Likspor dikenakan Bea Keluar

tetapi hasil penelitian pembayaran Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada butir 6

huruf b tidak ditemukan oleh Sistem Komputer Pelay anan:

8.1. Sistern Komputer Pelay anan menerbitkan respon NPPD;

8.2. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar;

8.3. apabila penyerahan dokumen pada butir 8.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan NPPD, Sistem Komputer
Pelayanan menerbitkan NIP.

Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea

Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, Sistem Komputer Pelayanan

melakukan penclitian apakah Barang Ekspor termasui dalam pos tarif barang yang

dilarang atau dibatasi.

9.1. Dalam hal pos taril Barang Fkspor tidak termasuk dalam pos taril barang vang
dilarang atau dibatasi, Sistem Komputer Pelayanan memberi nomor dan tanggal
pendaftaran PEB dan menerbitkan respon:

a. NPL, dalam hal Barang likspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau

b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.

9.2, Dalam hal pos laril Barany Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang
atau dibatasi, dilakukan analisis oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan.

9.3. Dalam hal hasil analisis Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan menunjukkan, bahwa: —

9.3.1. Barang Likspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat
Bea dan Cukai yang menangani penelilian barang larangan dan/atau
pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan
tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon:

a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
9.3.2. Barang Lkspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:



9.3.3.

9.3.2.1.

93.2.2.

93.2.3.

Pejabal Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan

dan/atau pembatasan melalui Sisterm Komputer Pelayanan dapat

menerbitkan respon NPPD.

Hksportir  menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang

menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di

kantor pabean pemuatan:

a. NPPI;

b. hasil celak PiB; dan

¢. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.3.2.2

telah dipenuhi, Sistem Kemputer Pelayanan memberikan nomor dan

tanggal pendaltaran PEB, dan mengirimkan respon:

a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik;
atau

b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.

. Apabila penyerahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir

9.3.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 {tujuh)
hari selelah tanggal diterbitkan respon NPPD, Sistem Komputer
Pelayanan menerbitkan respon NPP.

Barang I’kspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib
dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukat:

9.3.53.1.

93.3.2

9.3.3.3.

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan
dan/atau  pembatasan melalui  Sistem  Komputer Pelayanan
memberikan nomor dan tanggal pendaltaran PEB serta menerbitkan
respon NPPD dan PPB.

Aiksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang

menangani  penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di
Kantor Pabean pemuatan:

a. NPPD;

b. hasil cetak PEB; dan

¢. pemenuhan persyaratan dalam NPTPD.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.3.3.2
telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian
barang larangan dan/atau pembatasan menyerahkan hasil penelitian
kepada Pejabal Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan proses lebih
lanjut.

10. Data dan/atau berkas PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendafltaran dan
telah diterbitkan respon diteruskan oleh Sistem Kompuler Pelayanan kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.

Pada hasil cetak NPE, PPB, NPPPDD dan NFF dicantumkan keterangan “Formulir ini
dicetak secara otomatis oleh sistem kompuler dan lidak memerlukan nama, tanda
tangan pejabat dan cap dinas”.

11.

(. Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan

Media Penyimpan Data Llektronik Dan Telah Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.

1.

Eksportir atau PP{K melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.1.

1.2.

1.3.

mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB,
meliputi:

a. data PEB; dan
b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
{2) huruf a sampai dengan huruf d.

mencetak PEB dan PKB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan
pada hasil cetak PEDB dan PKB;
menyimpan data PEB dan PICB ke dalam Media Penyimpan Data Elekironik;
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1.4. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Tkspor dikenakan Bea
Keluar; dan

1.5. menyampaikan hasil cetak PEB dan PKB, Media Penyimpan Data Elektronik yang
berisi data PLB, dan dokumen pelengkap pabean ke Pejabat Bea dan Cukai
penerima dokumen di Kanter Pabean pemuatan.

Dalam hal Barang Ikspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB
dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan
penerima pada kolom uraian barang,

Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen men-transfer data PEB dari Media
Penyimpan Data [ilektronik ke Sistem Komputer Pelayanan.

Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:

a. ada atau tidaknya NIK [Eksportir atau tanda terima permohonan registrasi
kepabeanan;

b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau

c. ada atan tidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPTK.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan:

5.1. NIK Eksportir/tanda teriina permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, tidak
memenuii kelentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau
NIK PPJK tidak ada, Sistem Koemputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.

5.2. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada,
memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau
NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan
pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabal Bea dan
Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelitian ketentuan pengecualian
melakukan re gistrasi kepabeanan.

5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian
melakckan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian NIK mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk
melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK;

522, dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan
pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penelitian NIK melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan
respon NPPP.

5.3. NIK Eksporlir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK
ada, Sistemm Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya
pemblokiran Eksportir/ PPTK.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/ PPJK diblokir, Sistem Komputer
Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Fejabat Bea dan Cukai penerima dokumen
mencetak NP gerta mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5
kepada Eksportir.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPIK tidak diblokir, Sistem

Komputer Pelayanan melakukan penelitian:

a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5; dan

b. kescsuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan pembayaran Bea
Keluar; serta

c. kelengkapan pengisian data PEB.

Dalam hal hasil penelitian olch Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud

pada bulir 7 menunjukkan:

a. dokumen pelengkap pabean tidak lengkap;

b. pengisian data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau
pembayvaran Bea Keluar; dan/atau

c. pengisian data PEB tidak lengkap,
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1.

Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai
penerima dokumen mencelak NPP serta mengembalikan kepada Eksportir dokumen
sebagaimana dimaksud pada butir 1.5

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud

pada butir 7 menunjukkan:

a. dokumen pelengkap pabean lengkap;

b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau
pembayaran Bea Keluar; dan/atau

¢. pengisian data PEB lengkap,

Sistem Komputer Pelayanan melakukan pencliian pos tarif yang berkaitan dengan

Barang Lkspor yang dilarang atau dibatasi berdasarkan data perjjinan yang diterima

dari portal INSW.

Dalam hal hasil penclitian cleh Sistern Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif
Barang, Ekspor tidak termasuk dalam pos taril barang yang dilarang atau dibatasi,
Sistem Komputer Pelavanan memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan
menerbitkan:

a. NPL, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau

b. PPB, dalam hal Barang I'kspor dilakukan pemeriksaan fisik.

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistern Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif

Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi:

11.1. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengirimkan berkas PHB kepada
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelilian barang larangan dan
pembatasan.

11.2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan
pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah Barang Ekspor
termasuk barang yang dilarang atau dibatasi.

11.3. Dalam hal hasil analisis menunjukkan:

11.3.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat
Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan melalui Sistem Kompuler Pelayanan memberikan nomor dan
tanggal pendaltaran PLB, dan menerbitkan respon:

a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.

11.3.2. Barang Ckspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:

11.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang
larangan  dan/atau  pembatasan  melakukan  penelitian
pemenuhan persyaratan dari instansi teknis.
11.3.2.2. Dalam hal hasil penelitian menunjuickan pemenuhan per syaramn
dari inslansi teknis tidak lengkap dan/atau lidak sesuai dengan
PLB:
11.3.2.21. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian
barang larangan dan/alau  pembatasan dapat
menerbitkan NFPPD.
11.3.2.2.2. tksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai
yang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
a. NPPD;
b. hasil cetak PEB; dan
c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
11.3.2.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan
dari instansi teknis telah lengkap dan sesuai dengan PEB atau
persyaralan sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2
dipenuhi, Sistem Kompuler Pelayanan memberikan nomor dan
tanggal pendaftaran PIiB dan menerbitkan respon:
a. NPLE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan
[isik; alau



b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.

11.3.2.4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir
11.3.2.2.2 tdak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan respon NFPD, Sistem
Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.

11.3.3. Barang Lkspor termasuk barang vang dilarang atau dibatasi serta wajib

dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukat:

11.3.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer
Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB
serla menerbitkan respon NPPD dan PPB.

11.3.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di
Kantor Pabean pemuatan:
a. NFPPD;
b. hasil cetak PEB; dan
¢. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.

11.3.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaiimana dimaksud pada butir
11.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian barang larangan dan/alau pembatasan menyerahkan
hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk
dilakukan proses lebih lanjul.

12. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah
mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen untuk penanganan lebih lanjut.

.Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan

Media Penyimpan Data Elektronik Tetapi Belum Menerapkan Secara Penuh Sistem
INSW,

1.

!\J

Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikud:

1.1

. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB,

melipuli:
a. data PEB; dan
b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) hurul a sampai dengan huruf d.

. mencetak PEB dan PKB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan
pada hasil cetak PEB dan PKB;

. menyimpan data PIiB dan PKB ke dalam Media Penyimpan Data Elektronik;

. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea
Keluar; dan

. menyampaikan hasil cetak PEB dan PKB3, Media Penyimpan Data Elektronik yang
berisi data PEB, dan dokumen pelengkap pabean ke DPejabat Bea dan Cukai
penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan.

Dalam hal Barang FEkspor meclalui PT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB
dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan
penerima pada kolom uraian barang.

Pejabal Bea dan Cukai penerima dokumen men-iransfer data PEB dari Media
Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan.

Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:

i.

b.

C.

ada alau tidaknya NIK LIksportir atau tanda terima permohonan registrasi
kepabeanan;

pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau
ada atau tideknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK.

Dalam hal hasil penelilian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan:



9.

10.

11.

5.1. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada, tidak
memenuhi ketentuan pengecualien melakukan registrasi kepabeanan dan/atau
NIK PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.

5.2. NIK Iksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada,
memenuhi ketentuan pengecualian melakukan regisirasi kepabeanan dan/atau
NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan
pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelilian ketentuan pengecualian
melakukan registrasi kepabeanan.

5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian
melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukal yang menangani
penelitian NIK mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk
melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPTK;

5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan
pengecualian melakt kan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penelitian NIK melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan
respon NPP.

5.3. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK
ada, Sistem Kompuler Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya
pemblokiran Eksportir/ PPTK.

Dalam hai hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, Sistem Komputer
Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen
mencetak NPP serta mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5
kepada Eksportir.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Iiksporlir/PPJK tidak diblokir, Sistem

Komputer Pelayanan melalkukan penelitian:

a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5; dan

b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan pembayaran Bea
Keluar, serta

c. kelengkapan pengisian data PLD.

Dalam hal hasil perelitian oleh Sistemn Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud

pada butir ¥ menunjukkan:

a. dokumen pelengkap pabean tidak lengkap;

b. pengisian data LB tidak sesual dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau
pembayaran Bea Keluar; dan/atau

c. pengisian data PEB tidak lengkap,

Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPIP dan Pejabat Bea dan Cukai

penerima Jdokumen mencetak NPP serta mengembalikan kepada Eksportir dokumen

sebagaimana dimalksud pada butir 1.5.

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistern Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud

pada butir 7 menunjukkan:

a. dokumen pelengkap pabean lengkap;

b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau
pembayaran Bea Keluar; dan/atau

c. pengisian data PLiB lengkap,

Sistemn Kompuler Pelayanan melakukan penelitian pos tarif yang berkaitan dengan

Barang Iikspor yang dilarang atau dibatasi.

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif
Barang, Ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi,
Sistem Kompuler Pelayanan memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan
menerbitkan:

a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau

b. PPB, dalam ha! Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif
Barang Lkspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi:



11.1. Pejabat Bea dan Cukai pencerima dokumen mengirimkan berkas PEB kepada
Pejabat Bea dan Cukai vang menangani peneliian barang larangan dan/atau

11.2.

11.3.

pembatasan.
Pejabat Bea dan Cukai vang menangani penclitian barang larangan dan/atau
pembatasan melakukan analisis uniuk mengetahui apakah Barang Ekspor
termasuk barang yang dilarang atau dibatasi.

Dalam hal hasil analisis menunjukkan:

11.3.1. Barang, Ekspor lidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat
Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan
tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon:

a. NPL, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
b. FPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.

Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:

11.3.2.

11.3.3.

11.3.2.1

11.3.2.2

11.3.2.3.

11.3.2.4.

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang
larangan  dan/atau  pembalasan  melakukan  penelitian
pemenuhan persyaratan dari instansi teknis.
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan
instansi teknis tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB:
11.3.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian
barang larangan dan/atau pembatasan dapat
menerbitkan NPPD.
11.3.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai
vang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan di Kantor Pabean pemuatan:
a. NPPDy;
b. hasil cetak PEB; dan
c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan
dari instansi teknis telah lengkap dan sesuai dengan PEB atau
persyaratan  sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2
dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan
tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan respon:
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan
fisik; atau
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir
11.3.2.2.2 tdak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh} hari setelah tanggal diterbitkan respon NPPD, Sistem
Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.

Barang Fkspor termasuk barang yvang dilarang, atau dibatasi serta wajib
dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai:

11.3.3.1.

11.3.3.2.

11.3.3.3.

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang,
larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem Komputer
Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaltaran PEB
serta menerbitkan respon NFPPD dan PPB.

Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di
Kantor Pabean pemuatan:

a. NPPD;

. hasil cetak PEB; dan

¢. pemenuhan persyaratan dalam NIPPD.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir
11.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabal Bea dan Cukal yang menangani
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan menyerahkan
hasil peneliian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk
dilakukan proses lebih lanjut.



12. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menernskan berkas PEB yang telah

mendapal nomor dan tanggal pendaflaran dan telah diterbitkan respon kepacda Pejabat

Pemeriksa Dokumen unluk penanganan lebih lanjut,

. Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistern Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan

Tulisan Di Atas Formulir.

[

5

Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikul:

1.1. mengisi formulir PEB secara Iengkap, menandatangani dan membubuhkan
stempel perusahaan pada formulir PEB;

1.2. mengist formulir PKB secara lengkap, menandatangani dan membubuhkan
stempel perusahaan pada formulir PKB, dalam hal Barang LEkspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hurul a sampai dengan hurufl d;

1.3, melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea
Keluar; dan

1.4. menyerahkan formulir PEB dan PKB, bukti pembayaran Bea Keluar, dan dokumen
pelengkap pavean ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean
pemuatan.

Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB
dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan
penerima pada kolom wraian barang,.

Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima PEB dan melakukan penelitian

terhadap:

a. ada atau tidaknya NIK Eksportir atau tanda terima permchonan registrast
kepabeanan;

b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau

¢. ada atau lidaknya NIK PPJK, dalam hal PEB diajukan cleh PPJK.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 menunjukkan:

4.1. NIK Eksportir/tanda terima permohonan regisirasi kepabeanan tidak ada, tidak
memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau
NIK PPJK tidak ada, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerbitkan NP
dan menyerahkan kepada Eksportir.

4.2. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan tidak ada,
memenuhi kelentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau
NIK PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjul terhadap ketentuan
pengecualian, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan kepada
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian NIK untuk penelitian ketentuan
pengecualian melakukan registrasi kepabeanan.

4.2.1. dalam hal hasil peneclitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian
melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
penelitian NIK meneruskan ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokuimen
unluk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;

4.2.2, dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan
pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penelitian NIK meneruskan ke Pejabat Bea dan Cukai penerima
dokumen untuk menerbitkan NPP dan menyerahkan kepada Eksportir.

4.3. NIK Eksportir/tanda terima permohonan registrasi kepabeanan ada, NIK PPJK
ada, Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penclitian ada atau
lidaknya pemblokiran Eksportir/ PPTK.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/ PPJK diblokir, Pejabat Bea dan
Cukai penerima dokumen mengembalikan dokumen berkas PEB disertai NPP kepada
Eksportir.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, Pejabat Bea
dan Cukai penerima dekumen melakukan penelitian:



a. kelengkapan dokumen scbagaimana dimaksud pada butir 1.4;

b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan bukii pembayaran
Bea Keluar; dan

c. kelengkapan pengisian data PEB.

Dafam hal hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen

sebagaimana dirmaksud pada bulir 6 menunjukkan:

a. dokumen pelengkap pabean lengkap;

b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau bukt
pembayaran Bea Keluar; dan/atau

c. pengisian data PEB lengkap,

Pejabal Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelitian pos tarif yang

berkaitan dengan Barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pos tarif Barang Ekspor termasuk dalam pos
taril barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabal Bea dan Cukai penerima dokumen
meneruskan berkas PEB kepada Pejabal Bea dan Cukai yang menangani penelitian
barang larangan dan/atau pembalasan.

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan melakukan anafisis untuk mengetahui apakah Barang Ikspor termasuk
barang yang dilarang atau dibatasi. Dalam hal hasil analisis menunjukkan:
9.1. Barang Ekspor lidak termasuk barang yang dilarang alau dibatasi, Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani peneliian barang larangan dan/atau pembatasan
meneruskan berkas PEB kepada Pejabatl Bea dan Cukai penerima dokumen untuk
diberikan nomor dan tang gal pendaftaran PED.
9.2. Barang, Likspor lermasuk barang yang, dilarang atau dibatasi:
9.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan dari instansi
teknis.
9.2.2. Dalam hal hasil peneliian menunjukkan persyaratan dari instansi teknis
tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PLEB:
9.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan
dan/atau pembatasan mengembalikan berkas PEB disertai NPPD
kepada Eksportir;

9.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan di
Kantor Pabean pemuatan:
a. NPPPD;
L. hasil celak PEB; dan
¢. pemenuhan persyaratan dalam NPPD.

9.2.3. Dalarn hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan persyaratan dari
instansi teknis telah lengkap dan sesuai atau persyaratan sebagaimana
dimaksud pada butir 9.2.2.2 dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan meneruskan
berkas PLB kepada Pejabal Bea dan Cukai penerima dokumen untuk
diberikan nomor dan tanggal pendaltaran PEB.

9.2.4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.22 tdak
dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 {tujuh) hari setelah tanggal
diterbitkan NPPD, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang
larangan dan/atau pembatasan meneruskan berkas PEB kepada Pejabat Bea
dan Cukai penerima dokumen untuk diterbitlan NPP,

9.3. Barang Ekspor termasuk barang yany, dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan
pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai:

9.3.1. Pejabal Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan dan/atau
pembatasan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB serta
menerbitkan NPPD dan FIPB;



9.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani
peneliian  barang larangan dan/alau  pembatasan di Kantor Pabean
pemuatan:

a. NPPD;
b. hasil cetale PIIB; dan
¢. pemenuhan perysratan dalam NPPD.

9.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada bulir 93.2 telah
dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan
dan/atau pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut.

10. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah

11.

diberikan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 9.1. dan
9.2.3 kepada P’ejabal Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan:

a. NPL, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan [isik; atau

b. PPB, dalam hal Barang [Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.

Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima hasil penelitian Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani penelitian barang sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.4 dan
mengembalikan dokumen berkas PEB disertait NPP kepada Eksportir.

II. Pemeriksaan lisik Barang

A. Lokasi Pemeriksaan Iisik Dilakukan I2i Kawasan Pabean Pelabuhan Muat.
1. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen:

A

a.
b.

d.
e.

. P

PPB;

PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani
serta dibubuhi cap perusahaan;

PP-PIIB yang lelah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, dalam hal
dilakukan pembetulan PEB;

PKB yany telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan

fotokopi invoice dan fotokopi packing list;

gjabat Pemeriksa Dokumen:

2.1, mencantumkan nama Pejabal Pemeriksa Barang dan menetapkan jenis

pemeriksaan fisik pada PPB; dan

2.2, menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PEB, PP-PEB (apabila

P

dilakukan pembetulan PEB), PKB, fotckopi invoice dan fotokopi packing list.
ejabat Pemeriksa Barang: '

3.1. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar hasil

pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor Pabean pemuatan
menggunakan tulisan di atas [ormulir; atau

2. melakuakan pemeriksaan fisik dan menuanegkan hasilnya Jdi lembar hasil
} Y

pemeriksaan fisik barang pada PLEB serta melakukan perekaman hasil
pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, dalam hal Kantor Pabean
pemuatan menggunakan sistem PDE kepabeanan alau Media Penyimpanan Data
Elektronik.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:
4.1. Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan dan menandatangani NPE serta

menyerahkannva kepada Eksportir; dan
¥ ¥ F ;

4.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil

pemeriksaan [isik, PP-PIB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB,
fotokopi inwvoice, [otokopi packing list, dan {otckopi NPE, kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapalan jurnlah dan/atau jenis barang sesuai dan
diperlukan dokumen persyaratan berupa laporan surveyor:

5.

1. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil
pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), TPB, PKB,
fotokopi invoice dan [otokopi packing list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen,



5.2.

Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, apabila dokumen yang
dipersyaratkan berupa laporan surveyor telah dipenuhi.

. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak
sesual:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PLEB yang sudah dicantumkan hasil
pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB,
fotokopi inwoice dan fotokopi packing list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
Pejabatl Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen sebagaimana
dimaksud pada bulir 6.1 untuk mengelahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena
alau tidak lerkena Bea Keluar atas Barang I'kspor, dan terkena atau tidak terkena
ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali:

6.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan
menerbitkan nota pembetulan dan NPE,

6.3.2. Pejabal Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan dan NPE
kepada fiksportir.

Dalam hal Barang EBkspor termasuk jenis ekspor yang pada saal impornya

ditujukan untuk diekspor kemnbali:
6.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan
menerbitkan nota pembetulan.
6.4.2. Pejabal  Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada
Eksportir.
6.4.3. Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada bulir 6.1 dan nota pembelulan kepada Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani administrasi impor sementara.
6.4.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara
melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3.
6.4.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 6.4.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian
kepada Pejabat Pemneriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE.
6.4.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 6.4.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan
Cukai yang, menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai
ketentuan tentang impor sementara.
Dalam hal Barang Ekspor termasuk kalegori ekspor yang mendapat fasilitas
Pembebasan atau [asilitas Pengembalian:
6.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan
menerbitkan nota pembetulan.
6.5.2. Pejabal  Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada
Eksportir.
6.5.3. Pejabat  Pemeriksa [Dokumen me,nyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam butir 6.1 dan nota pembetulan kepada Unit Pengawasan.
6.5.4. Unit Pengawasan melakulkan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 6.5.3.
6.5.5. Dalam hal hasil penclitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi
tindak pidana, Unil Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai
dengan ketenluan perundang-undangan.
6.5.6. Dalam hal hasil penclitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya
indikasi tindak pidana:
6.5.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat
Pemeriksa  Dokunien dan  dokumen  scbagaimana  dimaksud
pada butir 6.5.3.

6.5.6.2. Pejabal  Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah
dipenuhi kewajiban pabear.

Dalam hal Barang LEkspor dikenakan Bea Keluar:



6.7.

6.6.1. Pejabat  Pemeriksa  Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada butir 6.1 kepada Unit Pengawasan.
6.6.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada bulir 6.6.1.
6.6.3. Dalam hal hasil penclitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi
tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebiti lanjut sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
6.6.4. Dalam hal hasil penelidan menunjukkan (idak terdapat bukh adanya
indikasi tindak pidana:
6.0.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.1 kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen.

6.6.4.2. Pejabal Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang, lelah
dipenuhi kewajiban pabean.
Dalam hal Barang Ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan:
6.7.1. Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada butir 6.1 kepada Unit Pengawasan.
6.7.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 6.7.1.
6.7.3. Dalam hal hasil penclitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi
tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak
dipenuhi, Unit Pengaw asan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
6.74. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat buki adanya
indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah
dipenuhi:
6.7.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil peneliian dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1 kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen.

6.7.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah
dipenuhi kewajiban pabean.

B. Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan Diluar Kawasan Pabean Tetapi Dalam Wilayah
Pengawasan Kantor Pabean Pemuatan.

1. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen:

el.

b.

PPB;

PEB yang telah mendapal nomor dan tanggal pendaftaran dan telah
ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;

PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, (apabila
dilakukan pembetulan PEB);

d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan

e.

2, Pej
2.1

2.2

3. Pej
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Fotokopi iirovice dan foltokopi packing list.

abat Pemeriksa Dokumen:

. mencanturmkan  nama  Pejabat  Pemeriksa Barang dan menetapkan jenis
pemeriksaan fisik pada PPB; dan

. menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PP-PEB (apabila dilakukan
pembetulan PEDB), PKB, fotokopi mweoice dan fotokopi packing Iist.

abat Pemeriksa Barang;:

. melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya di lembar hasil
pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalfam hal Kantor Pabean pemuatan
menggunakan tulisan di atas formulir; atau

. melakukan  pemeriksaan fisik dan menuangkan hasiinya di lembar hasil
pemeriksaan f{isik barang pada PEB serta melakukan pereckaman hasil
pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, dalam hal Kantor Pabean
pemuatan menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan
Elekironik.



4. Dalam hal hasil pemeriksaan [isik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:

4.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing dibawah pengawasan
Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau
kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing.

4.2, Pejabat Pemeriksa Barany menerbitkan dan menandatangani NPE  serta
menyerahkannya kepada Eksportir.

4.3. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil
pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB,
fotekopi muwoice dan fotokopi packing list, dan [otokopi NPE kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen.

5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai
dan diperlukan dokumen persyaratan berupa laporan surveyor:

5.1. Barang  Ekspor vang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing  dibawah
pengawasan Petugas Pengawasan Stiffing dan dilakukan penyegelan pada peti
kemas alau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing.

5.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil
pemeriksaan fisik, PP-PER (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB,
folokopi invvice dan [otokopi packing list, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

5.3 Pejabal Pemeriksa Dokumen menerbitkan NP, apabila  dokumen yang
dipersy aratkan berupa laporan surveyor telah dipenuhi.

6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak
sesuai:

6.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan siuffing dibawah pengawasan
Petugas Pengawasan Siuffing dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau
kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing.

6.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil
pemeriksaan fisik, PP-PLEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB,
fotokopi invoice dan fotokopi packing lisi, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen .

6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dekumen sebagaimana
dimaksud pada bulir 6.2 untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena
atau tidak terkena Bea Keluar, dan terkena atau tidak terkena ketentuan larangan
dan/atau pembatasan.

6.4. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembali:
6.41. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan

menerbilkan nota pembetulan dan NPFE.
6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nola pembetulan dan NPE
kepada Eksportir.

6.5. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya
ditujukan untuk diekspor kembali:

6.5.1. Pejabat  Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dan
menerbitkan nota pembetulan.

6.5.2. Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada
Eksportir.

6.5.5. Pejabat  Pemeriksa  Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada bulir 6.2 diserlai nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani administrasi impor sementara.

6.5.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor sementara
melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3.

6.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokurmen sebagaimana dimaksud
pada butir 6.5.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.53 kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE.

6.5.6. Dalam hal hasil penclitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada bulir 6.5.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan



6.6.

6.7.

6.8.

Cukai yang menangani administrasi impor semenlara menyelesaikan sesuai
ketenluan tentang impor sermentara.
Dalam hal Barang Ekspor lermasuk kategori ekspor yang mendapat fasilitas
Pembebasan atau fasilitas Pengembalian:
6.6.1. Pejabal Pemeriksa Dokwumen melakukan pembetulan data PEB dan
menerbitkan nota pembetulan.
6.6.2. Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetalan kepada
Eksportir.
6.6.3. Pejabat - Pemeriksa  Dokumen menyerahkan dokumen  sebagaimana
dimaksud pada bulir 02 diserlai nola pembetulan kepada Unit
Pengawasar.
6.6.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 6.6.3.
6.6.5. Dalam  hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya
indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut
sesuai dengan ketenluan perundang-undangan.
6.6.6. Dalam hal hasil penclitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya
indikasi tindak pidana:
6.6.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada bulir 6.6.3 kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen.

6.6.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang lelah
dipenuhi kewajiban pabean.
Dalam hal Barang [ikspor dikenakan Bea Keluar:
6.7.1. Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada butir 6.2 kepada Unit Pengawasan.
6.7.2. Unit Pengaw asan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 6.7.1.
6.7.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi
tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
6.7.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya
incikasi tndak pidana:
6.7.4.1. Unil Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan  dokumen
sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1 kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumern.

6742 Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah
dipenuhi kevrajiban pabean.
Dalam hal barang ekspor terkena ketenluan larangan dan/atau pembatasan:
6.8.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada bulir 6.2 kepada Unit Pengawasan.
6.8.2. Unii Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 6.8.1.
6.8.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi
tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak
dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
6.8.4. Dalam hal hasil penelitian menunjulkkan tdak terdapat bukil adanya
indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah
dipenuhi:
6.8.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada butir 6.8.1 kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen.

6.8.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NFPE, sepanjang telah
dipenuhi kewajiban pabean.



C. Lokasi Pemeriksaan Fisik Diluar Wilayah Pengawasan Kantor Pabean Pemuatan.

1.

'(J'l

Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean

pemeriksaan:

a. PPB;

b, PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran  dan  telah
ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;

¢. PP-PEB vang telah ditandalangani serta dibubuhi cap perusahaan, (apabila
dilakukan pembetulan PEB);

d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan

e. fotokopi invoice dan fotokopi packing list.

Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan mencetak PPB, PEB, PP-PEB
(apabila dilakukan pembetulan PEB) dan mengirimkannya kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan,

. Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan:

3.1. mencocokkan dokumen yang diterima dari Eksportir dengan dokumen yang
diterima dari Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan.

3.2, mencantumkan nama Pejabat Pemeriksa Barang dan menetapkan jenis
pemeriksaan fisik pada PPB.

3.3. menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PEB, PP-PEB (apabila
dilakukan pembetulan PEB), PKB, fotokopi iinvoice dan fotokopi packing list.

Pejabat Pemeriksa Barang;: _

4.1. melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya di lembar hasil
pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam ha! Kantor Pabean menggunakan
tulisan di atas [ormulir; atau

4.2, melakukan pemeriksaan [isik dan menuangkan hasilnya di lembar hasil

pemeriksaan fisik barang pada PEB serta melakukan perekaman hasil
pemeriksaan fisik ke Sisterm Komputer Pelayanan, dalam hal Kantor Pabean
pemeriksaan menggunakan sistem PDIE kepabeanan atau Media Penyimpan
Elektronik.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan atau jenis barang sesuai:

5.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stiffing dibawah pengawasan
Pelugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau
kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing.

5.2. Pejabat DPemerilsa Barang menerbitkan dan menandatangani NPE  serta
menyerahkannya kepada Eksportir.

5.3. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di
Kantor Pabean pemeriksaan, PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan
fisik, PP-PIiB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan
fotokopi packing list, dan fotokopi NPE untuk diteruskan ke Kantor Pabean
pemuatan.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai

dan diperlukan dokumen persy aratan berupa laporan surveyor:

6.1. Barang Fkspor yang lelal diperiksa [isik dilakukan stuffing dibawah pengawasan
Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan penyegelan pada pelikemas atau
kemasan barang oleh Pelugas Pengawasan Stuffing.

6.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di
Kantor Pabean pemeriksaan, PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan
lisik, PP-PEB {(apabila dilakukan pembetulan PIB), PPPB, PKB, fotokopt invoice dan
fotokopi packing list untuk diteruskan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen ke Kantor
Pabean pemuatan.

6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan menerbitkan NPE,
apabila dokumen yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor telah dipenuli.



7. Dalam hal hasil pemcriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak
sesuai:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

Barang Lkspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing dibawah pengawasan
Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau
kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing.

Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil

pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB,

fotokopi inwoice dan fotokopi packing list kepada Pejabal Pemeriksa Dokumen di

Kantor Pabean pemeriksaan.

Pejabat  Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan mengirimkan

dokumen scbagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Pejabat Pemeriksa

Dokumen di Kantor Pabean pemuatan.

Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 untuk mengetahui jenis ekspor,

kategori ekspor, terkena atau tidak terkena Bea Keluar , dan terkena atau tidak
terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan diimpor kembati:

7.5.1 Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dengan

menerbitkan nota pembetulan dan NPE.

7.5.2, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan dan NPE
kepada Eksportir.

Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat impornya

ditujukan untuk diekspor kembali:

7.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dan
menerbitkan nota pembetulan. '

7.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada
LEksportir.

7.6.3. Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada butir 7.2, disertai nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani administrasi impor sementara.

7.6.4. Pejabat Bea dan Cukar yang menangani administrasi impor sementara
melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.3.

7.6.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 7.6.3 sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani adminisirasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE.

7.6.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud
pada butlir 7.6.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai
yang menangani administrasi impor semeniara menvelesaikan sesuai
ketentuan tentang impor sementara.

Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis c¢ksper yang mendapat fasilitas

Pembebasan atau fasilitas Pengembalian:

7.7.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pembetulan data PEB dan
menerbitkan nota pembetulan.

7.7.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan kepada
Liksportir.

7.7.3. Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyerabhkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada Dbutir 7.2 disertai nota pembetulan kepada Unit
Pengawasan.

7.7.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 7.7.3. _

7.7.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapal bukti adanya indikasi
tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

7.7.6. Dalam hal hasil penelilian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya
indikasi tindak pidana:



7.8.

7.9.

7.7.6.1.Unil Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada bulir 7.7.3 kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen.

7.7.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, sepanjang telah
dipenuhi kewajiban pabean.
Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar:
7.8.1. Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit Pengawasan.
7.8.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 7.8.1.
7.8.3. Dalamn hal hasil peneliian menunjulkkan terdapat bukti adanya indikasi
tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
7.8.4. Dalam hal hasil peneliian menunjukkan tdak terdapat buki adanya
indikasi tindak pidana:
7.8.4.1. Unit Pengav-asan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada butir 7.8.1 kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen.

7.8.4.2. Pejabal Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE sepanjang telah
dipenuhi kewajiban pabean.

Dalam hal Barang Iikspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan:

7.9.1. Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit Pengawasan.

7.9.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud
pada butir 7.9.1.

7.9.3. Dalam hal hasil penelifan menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi
tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak
dipenuhi, Unit Pengawasan inelakukan proses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

7.94. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukl danya
indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah
dipenuhi:

7.9.41. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada butir 7.9.1 kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen.

7.9.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, separjang telah
dipenuhi kewajiban pabean.

III. Penelitian dan Penctapan Bea Keluar

A.Terhadap Barang IFkspor Yang Dilalkukan Pemeriksaan TFisik Dengan Hasil

Pemeriksaan Sesuai.

1. Pejabal Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian
terhadap PEB yang telah diterbitkan NPE untuk mengelahui ada tidaknya Barang

Ekspor yang dikenakan Bea Keluar.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Ikspor tidak dikenakan Bea Keluar,

Pejabal Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB.
Dalam hal hasii penelitian menunjukkan Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar:
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3.2,

3.3.

. Pejabat Pemeriksa Dolcamen melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar.
[Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, Pejabat

Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PLEB.
Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak sesuai:

3.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelapan perhitungan Bea Keluar

dan menerbitkan SPPBK.

3.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan SPPBK kepada Eksportir dan

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan.



3.3.3. Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar sebagaimana yang
tercantum dalam SPPBK dan menycrahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan
sanksi administrasi berupa denda kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani penagihan.

334, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan mencocokkan bukti
pelunasan dengan SPPBK.

3.3.5. Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai
yang menangani penagihan mengarsipkan bukli pelunasan dan SPPBK.

3.3.6. Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan lidak sesuai, Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani penagihan melakukan proses penagihan lebih lanjut.

B. Terhadap Barang ILkspor Yang Dilakukan Pemeriksaan Fisik Dengan Hasil
Pemerilcsaan Tidak Sesuai.

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan menerima dokumen
sebapaimana dimaksud pada paragraf I huruf A butir 6.5.4.1, paragraf II huruf B butir
6.7.4.1, dan paragrafl IT huruf C butir 7.8.4.1.

2. Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian
perl  ungan Bea Keluar.

3. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, Pejabat
Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB dan menerbitkan NPE.

4. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak sesuai:

4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dan
menerbitkan SPPBK serta mengirimkannya kepada Fksportir.

4.2, liksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi adiministrasi
berupa denda sebagaimana yang tercantum dalam SPPBK dan menyerahkan bukti
pelunasan Bea Keluar dan sanksi adnunisirasi berupa denda kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen.

4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen mencocokkan bukti pelunasan dengan SPPBK, dalam
hal hasil pencocokan menunjukkan:

4.3.1. sesuai, Pejabal Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE; atau

4.3.2. tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan SPl.K dan bukti
pelunasan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan untuk
proses penagihan Iebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL BEA AN CUKAL

Salinan sesuat dengan aslinya,
Sekretans Dircktorat Jenderal

u.b ttd.
Tl T encva enan UHl‘le
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Lampiran [1

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Normor PIIR-32/BC/2014

Tentang,

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATAKERJAPENDAFTARAN KONSOLIDATOR
DAN KONSOLIDASI BARANG EXKSPOR

1. Tata Kerja Pendaftaran Konsolidator

1. Perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Konsolidator ke Kepala

Kantor Pabean yang mengawasi, dengan melampirkan :

a. fotokopi akte pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh
instansi yang berwenang;

b. fotokopi Surat [zin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dari
Instansi yang berwenang;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWT);

d. fotokopi penetapan scbagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotokopi SPT
tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;

e. petalokasi dan denah bangunan/lapangan untuk kegiatan stuffing;

[. fotokopi sertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan (BPPK); dan

g. sural pernyalaan diatas materai yang menyatakan kesanggupan untuk dilakukan
audit oleh Direktoral Jenderal Bea dan Cukai.

2. Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 1, Kepala
Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
2.1. melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan; dan
2.2. melakukan peninjauan Iokasit dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

3. Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau keadaan bangunan tidak memenuhi
persyaratan yang ditentukan, Kepala Kantor Pabean menolak permohonan dan
mengembalikannya kepada yang bersangkutan disertai alasan penolakannya.

4, Dalam hal permohonan telah lengkap dan keadaan bangunan telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan, Kepala Kanltor Pabean menerbitkan Surat Keputusan
Persetujuan sebagai Konsolidator sesuai dengan formal (Contoh 3.C Lampiran XI1I)
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara

lengkap.

II. Tata Kerja Konsolidasi Barang Ekspor dan Penyampaian PKEI

A. Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya
Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan.

1. Eksportir menyelesaikan  kewajiban  kepabeanan atas barang yang akan
dikonsolidasikan.

2. Eksportir menyerahkan kepada pihak yang melakukan konsolidasi:
a. barang yang akan diekspor, dalam hal belum didaftarkan PEB; atau
b. PLB dan NPE, dalam hal Barang Ekspor telah didaftarkan PEB dan telah
diterbitkan NPPL.

3. Dalamn hal PEB mendapat respon PPB, dilakukan pemeriksaan fisik barang sesuai
tata kerja pemeriksaan [istk Barang Ekspor scbagaimana dimaksud dalam
Lampiran L.

4. Pihak vang melakukan konsolidasi mengisi PKBE secara lengkap dengan

menggunakan program aplikasi PKBL dan menyampaikannya ke Kantor Pabean

pemuatan.



10.

11.

12.

Sistem Komputer Pelayanan pada Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian
kelengkapan pengisian data PKBE dan menerbitkan respon:

a. NPPP, dalam hal:
i. pengisian data PKBE tidak lengkap; atau
ii. nama-nama perusahaan yang tercantum dalam PKBIE tidak sama dengan
nama-nama perusahaan yang diberitahukan oleh Eksportir ya]:{g bertanggung
jawab atas Konsolidasi Barang Ekspor pada saat pengajuan izin sebagai pihak
yang melakukan konsolidasi.
b. nemor dan langgal pendaftaran PKBE, dalam hal:
i. pengisian data PKBE lengkap; atau
ii. nama-nama perusahaan yang tercantum dalam PKBIE sama dengan nama-
nama perusahaan yang diberitahukan oleh Eksportir yang bertanggung jawab
alas Konsolidasi Barang, Ekspor pada saat pengajuan izin sebagai pihak yang
melakukan konsolidasi;

Dalam hal diterbitkan respon NPP, pihak yang melakukan konsolidasi
memperbaiki data PKBE dan mengirim kembali ke Sistem Komputer Pelayanan
pada Kantor Pabean Pemuatan.

Dalam hal diterbitkan respon nomor dan tanggal pendaftaran, pihak yang
melakukan konselidasi mencetak PKBE yang telah mendapat nomor pendaftaran.

Dalam hal Barang Ekspor tidak termasuk krileria wajib dilakukan pengawasan
stuffing, pihak yang melakukan konselidasi melakukan stuffing Barang Ekspor ke
dalam peti kemas.

Dalam hal Barang Ekspor termasuk kriteria wajib dilakukan pengawasan stuffing:

9.1. Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE dilampiri dengan PEB
dan NPE kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan Konsclidasi
Barang Ekspor.

9.2. Pgjabat Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor
menyerahkan PKBE  dilampiri dengan PEB dan NPE kepada Petugas
Pengavrasan Stuffing.

9.3. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan stuffing Barang Ekspor ke dalam
peti kemas dengan pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing.

94. dalam hal Barang Ekspor telah dilakukan pemeriksaan fisik di gudang milik
Iiksportir atau Barang Tkspor dari TPB, Petugas Pengawasan Stuffing meneliti
segel pada kemasan Barang likspor yang akan di-stuffing:

9.4.1. dalam hal kondisi segel Gdak utul :
9.4.1.1. melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi
kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor; dan
9.4.1.2. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan Konsolidasi
Barang Ekspor menyampaikan kepada Unit Pengawasan pada
Kantor Pabean yang mengawasi pihak yang melakukan
konsolidasi, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
9.4.2. dalam hal kondisi segel utuh, inelakukan pengawasan stuffing Barang
Iikspor berdasarkan PKBE dan NPE.

9.5. setelah kegiatan stuffing selesai, Petugas Pengawasan Stuffing:

9.5.1. melakukan penyegelan pada peti kemas dan mencantumkan nomor segel
pada PICBL dan masing-masing NPE;

9.5.2, membubuhkan langgal stuffing, tanda tangan, nama dan NIP pada PKBE
dan masing-masing NPE; dan

9.5.3. menyerahkan PXBE dan NPE kepada pihak yang melakukan konsolidasi.

Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemasukan Barang Ekspor
ke Kawasan Pabean tempal pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran TV,

Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemuatan Barang Ekspor
ke sarana pengangkut.

Pihak yang melakukan konsolidasi menerima PKBE yang telah selesai dimuat ke
sarana pengzmgkut dari Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemualan Barang
Ekspor di Kantor Pabean pernuatan.



B.

13. Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE kepada Pejabat Bea dan
Cukai vang mengawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ikspor yang telah diberi
catalan pemasukan oleh Pelugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di
Kawasan Pabean tempat pemuatan dan calatan pemuatan oleh Petugas Dinas Luar
yang mengawasi pemuatan Barang Ikspor.

14. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor
melakukan pencatatan pembukuan dan mendistribusikan lembar PKBE sesuai
peruntukannya.

15. Pihak yang melakukan konsolidasi menalausahakan PKBE.

16. Pada hasil cetak PKBE dicantumkan keterangan “Formulir ini dicetak secara
otomalis oleh sisteni kompuler dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat,
dan cap dinas”.

17. Dalam hal Kantor Pabean vang mengawasi konsolidasi berbeda dengan Kantor
Pabean pemuatan, arsip PKBH disimpan pada masing-masing Kantor Pabean
dengan ketentuan:

a. aslilembar peruntukan Kantor Pabean untuk Kantor Pabean pemuatan; dan
b. satu lembar jfotocopy lembar peruntukan Kantor Pabean yang mengawasi
korsolidasi.

Pada Xantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya
Menggunalcan Tulisan Di Atas Formulir.

1.  Eksportir menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barang vyang akan
dikonsolidasikan.

2. Eksportir menyeralikan kepada pihak yang melakukan konsolidasi:
a. barang yang akan diekspor, dalam hal belum didaftarkan PEB; atau
b. PEB dan NP, dalam hal Barang Fkspor telah didaftarkan PEB dan telah
diterbitkan NIPH.

3. Dalam hal P¥EB mendapal diterbitkan PPB, dilakukan pemeriksaan f{isik barang
sesuai lala kerja pemeriksaan fisik Barang Fkspor sebagaimana dimaksud dalam
Lanmipiran J.

4. Pihak yang melakukan konsolidasi mengisi formulir PKBII secara lengkap atas PEB
yang telah mendapat NPE dan menyampaikannya ke Pejabat Bea dan Cukai yang
mengawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor dengan dilampiri semua NPE yang
tercanturn pada PKBE.

5. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor
melakukan kegialan sebagai berikut :

5.1. menelili pengisian datla PKBE dan lampirannya.

5.2, dalam hal pengisian PKBE dan lampirannya tidak lengkap, menerbitkan NPP
dan mengembalikan PKBE serla lampirannya kepada pihak yang melakukan
konsolidasi untuk diperbailki.

5.3. dalam hal pengisian PKBE dan lampirannya telah lengkap:

5.3.1. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada PKBE;
5.3.2. mencalal nomor dan tanggal PKBL pada masing-masing NPE;
5.3.3. menyerahkan PKBE dan NPE kepada pihak yang melakukan konsolidasi.

5.4. dalam hal Barang Fkspor tidak termasuk kriteria v-ajib dilakukan pengawasan
stuffing, memberitahukan kepada pihak yang melakukan konsclidasi untuk
melakukan stuffing Barang Iikspor ke dalam peli kemas.

5.5, dalam hal Barang Ekspor termasuk kriteria wajib dilakukan pengawasan
stuffing:

5.5.1. menunjuk Petugas Pengawasan Siuffing untuk melakukan pengawasan
stuffing.
. menyerahkan PKBI dan NPI kepada Petugas Pengawasan Stuffing.
. pihak yang melakukan konsolidasi melakukan stuffing Barang Ekspor ke
dalam peti kemas dengan pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing.

S
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5.5.4. dalam hal Barang Ekspor telah dilakukan pemeriksaan fisik di gudang
milik Lksportir atau Barang Ikspor dari TPB, Petugas engawasan
Stuffiirg meneliti segel pada kemasan Barang Ekspor yang ak di-stuffing:
5.5.4.1. dalam hal kondisi segel tidak uluh :

554.1.Lmelaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
mengawasi kegiatan Kensolidasi Barang Ekspor; dan
0.9.4.1.2. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan
Konsolidasi Barang Ekspor menyampaikan kepada Unit
Pengawasan pada Kantor Pabean yang mengawasi
pihak yang melakukan konsolidasi, untuk dilakukan
penelitian lebih lanjut.
5.54.2 dalam hal kondisi segel uluh, melakukan pengawasan sluffing
Barang IIkspor berdasarkan PKBE dan NPT,

2.5.0. setelah kegiatan stuffing sclesai, Petugas Pengawasan Stuffing:

2.5.5. 1. melakukan penyegelan pada peti kemas dan m¢ cantumkan
nomor segel pada PKBE dan masing-masing NPE;

5.5.5.2. membubuhkan tanggal stuffing, tanda tangan, nama dan NIP pada
PKBE dan masing-masing NPE; dan

2.5.5.3. menyerahkan PKBE dan NPLE kepada pihak yang melakukan
konsolidasi.

6. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemasukan Barang Ekspor
ke Kawasan Pabean tempal pemuatan.

7. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemualan barang ekspor ke
sarana pengangkut.

8. Pihak yang melakukan konsolidasi menerima PKBE yang telah selesai dimuat ke
sarana pengangkut dari Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan Barang
LEkspor di Kantor Pabean pemuatan.

9. Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE kepada Pejabat Bea dan
Cukal yang mengawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor yang lah diberi
catatan pemasukan oleh Pelugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di
Kawasan Pabean tempat pemuatan dan catatan pemuatan oleh Petugas Dinas Luar
yang mengawasi pemuatan Barang Fkspor.

10. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi kegiatan Konsolidasi Barang Ekspor
melakukan pencatalan pembukuan dan mendistribusikan lembar PKBE sesuai
peruntukannya.

11. Pihak yvang melakukan konsolidasi dan Eksportir menatausahakan PKBE.

12, Dalam hal Kantor Pabean :ang mengawasi konsolidasi berbeda dengan Kantor
Pabean pemuatan, arsip PKBE disimpan pada masing-masing Kantor Pabean
dengan ketentuan:

a. asli lembar peruntukan Kantor Pabean untuk Kantor Pabean pemuatan; dan
b. satu lembar fotocopy lembar peruniukan Kanlor Pabean yang mengawasi
konsolidasi.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,
Salinan sesual dengan aslinya,

Sekretaris Direkiorat Jenderal

L ted.
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Lampiran 1I1

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PIER-32/BC /2014

Tentang

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATA KERJA PELAYANAN BARANG EKSPOR GABUNGAN

Perusahaan Pengirim Barang:
1.1. mengisi data pengirim barang dan menandatangani S51'B.

1.2. menyerahkan SSTB dan barang yang akan digabungkan untuk diekspor kepada
Perusahaan Penerima Barang.

Perusahaan Penerima Barang:

2.1. menerima S51TB dan barang yang akan digabungkan untuk diekspor dari Perusahaan
Pengirim Barang.

2.2. mengisi dala penerima barang dan menandatangani SSTB.

2.3. menyampaikan PEB ke Kantor Pabean pemuatan sesuai tata kerja penyampaian PEB
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal ttd.
11 ]'\
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U

-

‘artinig

AGUNG KUSWANDONO



Lampiran [V

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PIIR-32/BC/2014

Tentang

Tala Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATA KERJA PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE
KAWASAN PABEAN TEMPAT PEMUATAN

Pernasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Tempat Pemuatan Di Pelabuhan Muat Atau
Tempat Muat Ekspor

1. Eksportir atau pithak yang melakukan konsolidasi:

1.1.

1.2,

membava Barang Ikspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan menggunakan:

a. NPE;

b. permohonan pemasukan scbagian peti kemas ke Kawasan Pabean tempat
pemuatan yang telah diberikan catatan persetujuan oleh Kepala Kantor Pabean
pemuatan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dalam hal telah dilakukan
pemeriksaan fisik oleh surveyor namun persyaratan ekspor berupa laporan
surveyor belum dipenuhi;

¢. PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean
tempal pemuatan;

d. PKBE dan NP, dalam hal barang ckspor merupakan barang konsolidasi;

e. permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah diberikan catatan
persetujuan muat oleh Kepala Kantor Pabean pemualan, dalam hal menggunakan
prosedur ekspor barang curaly; atau

f. PP-PEB atau PP-PKBE dan SPPBE, dalam hal terjadi penggantian peti kemas atau
kemasan barang yang dikeluarkan dari Kaw asan Pabean tempat pemuatan untuk
dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula.

menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 kepada Petugas Dinas

Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean tempat pemuatan.

2. DPetugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di Kaw asan Pabean tempal pemuatan:

2.1.

2.2

2.3.

mencocokkan nomor kemasan atau nomor peti kemas dengan yang tertera pada:

a. data NPE, PPB, PKBI, atau SPFBL, dalam hal pintu masuk Kawasan Pabean
dilengkapi dengan Sistem Kompulter Pelayanan; alau

b. data yang tercanium dalam NPE, PPB, PKBL, atau SPPBE, dalam hal pintu masuk
Kawasan pabean tidak dilengkapi dengan Sistem Komputer Pelayanan.

memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel pada kemasan

atau peli kemas, dalam hal dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan

barang.

dalam hal hasil pencocokkan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 menunjukkan:

2.3.1. tidak sesuai dan/atau kondisi segel tidak utuh:

2.3.1.1. mengizinkan kemasan atau peli kemas masuk ke Kawasan Pabean
tempat pemualan;

2.3.1.2. mencanlumkan hasil pengawasan pemasukan pada NPE, PPB, PKBE,
atau SPPBIE;

2.3.1.3. menyerahkan kepada Unit Pengawasan, berkas sebagaimana dimaksud
pada butir 2.3.1.2 untuk penelitian lebih lanjut.

2.3.2. sesuai dan/atau kondisi segel utuh :

2.3.21 menandatangani NPLE  atau FPKBE, atau memberi catatan tentang
pemasukan barang ke Kav.asan Pabean tempat pemuatan pada dokumen
sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 huruf b, huruaf ¢, hurul e dan
hurud [

2.3.2.2. meny erahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2.1 kepada
Iksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi.



2.3.3. ksporlir menyampaikan fotokepi NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas
Dinas Tuar yang mengavrasi pemasukan di Kawasan Pabean tempat pemuatan
kepada Pejabal Bea dan Culkat di 'TPB, dalam hal Barang Ekspor dari TPB.

24. Melakukan tindak lanjul sesuai tata kerja pemuatan ekspor L ang curah

(Lanr iran V), dalam hal ekspor barang curah.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKALIL
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Lampiran V

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC /2014

Tentang

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATA KERJA PEMUATAN EKSPOR BARANG CURAIL

- Eksportir 1 ngajukan permohonan pemuatan ekspor barang curah sesuai dengan Contoh 3 D
pada Tampiran XUI kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan dengan dilampiri shipping
instruction/sinpping order.

. Dalam hal pemuatan ekspor barang curah dilakukan di tempal lain diluar Kawasan Pabean,

permohon.  pemuatan sekaligus berfungsi scbugai permohonan pemuatan eksper barang curah

di tempat lain diluar Kawasan Pabean.

. Kopala Kantor Pabean pemuatan:

3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen ang dilal“npirkan.

3.2. dalam hal permochonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada Eksportir disertai
alasan penolakaru; a.

3.3, dalam hal permohonan disetujui:

3.3.1. memberikan calatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalam permohonan
pemuatan ekspor barang curah.

3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah diberi catatan
persetujuan kepada Eksportir.

3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat lain diluar Kawasan Pabean:
3.3.5.1. memberikan perselujuan muat di tempat lain diluar Kawasan Pabean; dan
3.3.3.2. menunjuk Petugas Dinas Luar untuk melakukan pengawasa pemuatan.

. Dalam hal pemuatan dilakukan di Kawasan Pabean:

4.1. Eksportir membawa barang yvang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan menyerahkan
permohonan pemuatan ekspor harang curah yang telah diberikan catatan perselujuan muat
kepada Petugas Dinas [uar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean.

4.2, Petugas Dinas Luar yang mengaivasi pemasukan di Kawasan Pabean:

4.2.1. melakukan pengawasan pemasukan barang ke Kawasan Pabearn.

4.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada permohonan pemuatan ekspor
barang curah yang telah diberikan catalan persetujuan muat.

4.2.3. menyerahkan permchonan pemuatan ekspor barang curah yang telah diberikan
catatan perselujuan muatl kepada Eksportir.

. Dalam hal pemuatan dilakukan di tempat lain diluar Kawasan Pabean:

5.1. Eksportir membawa barang yang akan diekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut dan
menyerahkan permohonan pemuatan ekspor barang curah yang lelah diberikan catatan
persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan.

5.2, Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan:

5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan ke sarana pengangkul bersama Pejabat Bea dan
Cukai dari Unit Pengawasan;

5.22. ¢ ncantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatan ekspor
barang curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat; dan

5.2.3. menyerahkan permohonan pemuatan ekspor barang curah yang ah diberikan
calatan perselujuan muatl kepada Eksportir.

. Eksportir melakukan kegiatan:

6.1. menyiapkan PEB atas barang curah yang telah dimuat.

6.2. menyampaikan PEB ke Kantor Pabean pemuatan.

- Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan
melakukan penelitian PEB scsuai lata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean
sehagaimana dimaksud dalam Lampiran L.

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKALIL
Sekretaris Direktorat Jenderal
a1
ttd.

1an Umum

uﬂ, AGUNG KUSWANDONO

pup

artini



Lampiran VI

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC/2014

Tentang

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATA KERJA REKONSILIASI

Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan
Tulisan Di Atas Formulir.

1.

Pejabat Pemeriksa Dokumen menyampaikan PEB yang telah diterbitkan NPE kepada
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes.

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan sebagai berikut:

2.1. melakukan rekonsiliasi data PEB dengan data BC 1.1 (outward manifest) dengan
mencocokkan elemen data sesuai ketentuan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
¢ lam Pasal 34.

2.2, mencantumkan nomor, tanggal dan pos/sub pos BC 1.1 pada setiap PEB.

2.3. mencantumkan nomor dan tanggal PLB pada pos/sub pos BC 1.1,

24. membubuhkan hasil rekonsiliasi pada setiap PEB.

2.5. melakukan penclitian lebih lanjut terhadap PEB yang tidak dapal direkonsiliasikan
dengan dala pada BC 1.1 dan pos BC 1.1 yang, masih terbuka.

2.6. menyampaikan PEB yang sudah dilakukan rekonsiliasi kepada Pejabat Bea dan
Cukai yang menangani distribusi dokumen.

2.7. meny ampaikan hasil rekonsiliasi PEB dengan fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas
Pengembalian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Kepala Kantor Pabean pemuatan
menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

Pada Ki tor Pabean Pemuatan Yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya Menggunakan
Sistem ] I Kepabeanan Atau Media Penyimpan Data Iektronik.

1.

Pejabat Bea dan Cukal yang menangani manifes dengan banluan Sistem Komputer
Pelayanan melakukan rekonsiliasi data PEB dengan BC 1.1 sesuai ketent n rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Sistem Komputer Pelayanan melakukan kegiatan sebagat berikut :

21.1 mcantumkan dala tentang nomor, tanggal dan pos/sub pos BC 1 pada setiap
dala PEB.

2.2, mencantuunkan data tentang nomor dan tanggal PEB pada data pos/sub pos BC 1.1.

2.3.1 meantumkan hasil rekonsiliasi pada setiap data PEB,

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan sebagai berikut:

3.1. melakukan penelitian lebih lanjut terhadap PEB yang tidak dapat direkonsiliasikan
dengan data pada BC 1.1 dan pos/sub pos BC 1.1 yang masih terbuka.

3.1. menyampaikan PEB yang sudah dilakukan rekonsiliasi kepada Pejabat Bea dan yang;
menangani distribusi dokumen.

3.2. menyampaikan hasil rekonsiliasi PIIB dengan fasilitas Pembebasan di /atau (asilitas
Pengembalian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Dalarm hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Kepala Kantor Pabean pemuatan
menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

Salinan sesuai dengan aslinya,
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Lampiran VII

Peraturan Direkiur Jendera! Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC /2014

Tentang

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor,

TATA KERJAPEMBATALAN PEB

- Eksportir mengajukan permohonan pembatalan PHB kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen

vang berisi paling sedikit alasan pembatalan dan lokasi Barang Ekspor, dengan

melampirkan:

a. hasil cetak PEB yang telah ditandatangani serla dibubuhi cap perusahaan dan hasil
cetak NIPE, dalam hal PEB disampaikan melalui sistem PDE kepabeanan;

b. copy PEB dan NPE, dalam hal PEB disampaikan dengan Media Penyimpan Data
Elektronik atau tulisan diatas formulir; dan/atau

- sural pernyataan diatas materai yang cukup dari pengusaha TPS yang menyatakan
bahwa barang yang akan ekspor masih ditimbun di TPS, dalam hal barang yang akan
diekspor ditimbun di TPS.

e

Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima pemberitahuan pembatalan PEB dan melakukan
konfirmasi kepada:
a. Unit Pengawasan mengenai:
1) ada atau tidaknya penerbitan NHI; atau
2) ada atau tidaknya penegahan Barang likspor yang diberitahukan daiam PEB; dan
b. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes mengenai:
1} hasil rekonsiliasi antara BC 1.1 (outward manifest) dengan PEB; dan
2} realisasi tangpal keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB yang
diajukan pembatalan.

Unit pengawasan menyampaikan hasil konlirmasi kepada Pejabal Pemeriksa Dokumen.

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes menyampaikan hasil penelitian
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Pejabat Pemeriksa Dokumen mengembalikan permohonan pembatalan PEB kepada

Eksportir disertai catatan penolakan, dalam hal hasil konfirmasi dan hasil penelitian

menunjukkan:

a. ada penerbitan NHI dan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis
barang tidak sesuai;

b. ada penegahan Barang IHkspor dan terbukl telah terjadi pelanggaran ketentuan
kepabeanan di bidang ekspor; atau

c. hasil rekonsiliasi menunjukkan barang benar-benar telah dikirim ke Iuar daerah pabean.

Dalam hal hasil kornfirmasi dan hasil penelitian menunjukkan:
a. tidak ada penerbitan NII;
b. ada penerbitan NI tetapi hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis
barang sesuai;
c. tidak terdapat penegahan terhadap Barang Ekspor;
d. ada penegahan Barang [kspor telapi tidak terbukti terjadi pelanggaran ketentuan
kepabeanan di bidang ekspor; alau
e. barang benar-benar tidak dikirim keluar daerah pabean,
Pejabat Permeriksa Dokumen melakukan kegiatan:
6.1. memberikan cap “DIBATALKAN" pada sudut kanan atas hasil cetak PEB  atau copy
PEB dan hasil cetak NPL serta menyerahkan kepada Kksportir;
6.2. melakukan perckaman pembatalan PIDB atau membuat catalan pembatalan PEB pada
buku calatan pabean; dan
6.3. menerbitkan Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPS.\), dalam hal permohonan
pembatalan melewali jangka waktu 3 (liga) hari kerja sejak keberangkatan sarana
pengangkut dan menyerahkan kepada I'ksportir.

Iksportir melunasi denda sesuai yang tercantum dalam SPSA, dan memberikan bukt
pelunasan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan.



8. Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan fotokopi hasil cetak PEB atau copy PEB yang
telah diberikan cap “DIBATALKAN” dan hasil cetak NPE kepada Pejabat Bea dan Cukai
yang mengawasi TPB, dalam hal Barang Likspor dari TPB.

9. Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar:
2.1, Eksportir harus mengajukan pembatalan PEB, dalam hal:

a.

b.

pemasukan Barang Bkspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan melewati 7 (tujuh)
hari setelah tanggal PEB didaltarkan ke Kantor Pabean pemuatan;

pemuatan Barang Fkspor ke sarana pengangkut di Kawasan [ sean tempat
pemuatan melewati 30 (tiga puluh) hai scjak tanggal PEB didaftarkan ke Kantor
Pabean pemuatan;

. pemuatan Barang likspor ke sarana pengangkut di tempat lain selain di Kawasan

Pabean tempat pemuatan melewali 7 (tujuh) hari setelah tanggal PEB  daftarkan ke
Kantor Pabean pemuatan; atau : -

pemuatan Barang Iikspor ke sarana pengangkut di lempat lain selain di Kawasan
Pabean tempat pemuatan melewati 10 (scpuluh) hari setelah tanggal PEB
didaftarkan ke Kantor Pabean permuatan, dalam hal diberikan perpar ngan waktu
perubahan tanggal perkiraan ekspor oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan.,

9.2. Permohonan pembatalan PEB sebagaimana dimaksud pada butir 9.1 dilar H»iri dengan:

a.

b.

C.

hasil cetak PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan dan
hasil cetak NPE, dalam hal PIiB disampaikan melalui sistem PDE kepabeanan;

copy PEB dan NPE, dalam hal PEB disampaikan dengan Media Penyimpan Data
Elektronik atau tulisan diatas formulir; dan/atau

sural pernyataan dialas materai yang cukup dari pengusaha TPS yang menyatakan
bahwa barang yang akan ekspor masik ditimbun di TPS, dalam hal barang yang
akan dickspor ditimbun di TPS.

9.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian permohonan dan memberikan cap
"DIBATALKAN" pada sudut kanan atas hasil cetak PEB atau copy PEB.

DIREKTUR JENDIERAL BEA DAN CUKA],
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Lampiran VIII

Peraluran Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC/2014

Tentang

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATA KERJA PEMBETULAN DATA PEB

A. Pada Kantor Pabcan DPemuatan Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya
Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan

1.

tksporlir mengajukan permohonan pembetulan data menggunakan program aplikasi PEB
dengan mengisi PP-PEB dan mengirimkan ke Sistem Komputer Pelayanan pada Kantor
Pabean pemualan.

Sistem Komputer Pelayanan pada Kantor Pabean pemuatan menerima data permohonan
dan melakukan penelitian jangka waktu pengajuan PP-PEB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39.

Dalam hal hasil penelilian menunjukkan pengajuan PP-PEB melebihi jangka waktu yang
ditetapkan, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengajuan PP-PEB tidak melebihi jangka waktu
yang ditetapkan, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian:

a. ada atau tidaknya penerbitan NE1I; dan

b. ada atau tidaknya penegahan Barang FEkspor yang diberitahukan dalam PEB.

Dalam hal hasil penelitian Sistem Kompuler Pelayanan menunjukkan ada penerbitan NHI
atau ada penegahan Barang Ekspor, dilakukan penelitian atas hasil penerbitan NHI atau
hasil penegahan Barang FEkspor oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa
Dokumer:

5.1. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen meneruskan PP-PEB kepada
Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian atas penerbitan NHI atau penegahan
Barang Ekspor.

5.1.1. dalam hal hasil pemeriksaan tisik atas penerbitan NI menunjukkan jumlah
dan/atau jenis barang sesuai dengan PP-PIIB dan hasil penegahan Barang Ekspor
tidak terbukti telah terjadi pelanggaran ketenluan kepabeanan di bidang ekspor,
Unit Pengawasan menyerahkan PP-PEB disertai penjelasan hasil penelitian yang
dilakukan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen; atau

5.1.2. dalam hal hasil hasil pemeriksaan fisik atas penerbitan NHI menunjukkan jumlah
dan/alau jenis barang,

a. sesuai dengan PP-PEB tetapi hasil penegahan Barang Llkspor terbukti telah
lerjadi pelanggaran ketenluan kepabeanan di bidang ekspor;

b. tidak sesuai dengan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Fkspor tidak terbukti
telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor; atau

c. lidak sesuai dengan PP-PEB dan/atau hasil penegahan Barang Ekspor terbukti
telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor,

Unit Pengawasan menyerahkan PP-PEB diserfai penjelasan Barang Ekspor dalam

proses peneliian lebih lanjui kepada Kepala Kantor Pabean atau IPPejabat

Pemeriksa Dokumen.

5.2. dalam hal hasil penelilian sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.1, Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirim respon ke Sistem Komputer
Pelayanan untuk melakukan penelitian kelengkapan pengisian data PP-PEB.

Dalam hal hasil penelitian Sistem Kompuler Pelayanan menunjukkan tidak terdapat
informasi atas penerbitan NI atau tidak terdapat informasi penegahan Barang Ekspor,
dilakukan penelitian kelengkapan pengisian data PP-PEB.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2 atau hasil penelitian
kelengkapan pengisian data PP-PEDB oleh Sistern Komputer Pelayanan menunjulckan tidak
lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melalui Sistem
Komputer Pelayanan menerbitkan respon penclakan pembetulan data PEB dengan
memberikan catatan penolakan pada PP-PEB.



Dalam hal hasil penelitian kelengkapan pengisian data PP-PEB oleh Sistem Komputer
Pelayanan menunjukkan lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen
melalui Sistem Kompuler Pelayanan menerbitkan respon persetujuan pembetulan data
PEB dengan memberikan calatan persetujuan pada PP-PEB.

B. Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya Melayani PEB
Dalam Bentuk Media Penyimpan 12ata Elektronik

1.

tksportir mengajukan permohonan pembetulan data dengan menggunakan program
aplikasi PEB dengan mengisi PP-PIIB.

Eksportir mencetak, menandatangani, dan membubuhkan stempel perusahaan pada hasil
cetak, serta men-transfer data PP-PED ke Media Penyimpan Data Hlektronik,

Hksporiir menyerahkan hasil cetak PP-PEB, Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi
data PP-PEB, dan dilampiri fotokopi PEB yang akan dibetulkan kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen di Kantor Pabean Pemualtan.

Kepala Kantor Pabean alau Pejabal Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian jangka waktu
pengajuan PP-PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Dalam hal hasil penelilian menunjukkan pengajuan PP-PEB melebihi jangka waktu yang
ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen mengembalikan hasil
cetak PP-PEB, Media Penyimpan Data Clektronik yang berisi data PP-PEB dan fotokopi PEB
disertai NPT kepada Tksportir.

Datam hal hasil penelilian menunjukkan pengajuan PP-PEB tidak melebihi jangka waktu
vang ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen men-transfer data
PP-PEB dari Media Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan.

Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian:
a. ada atau tidaknya penerbitan NTI; dan
b. ada atau tidaknya penegahan Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB.

Dalam hal hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan ada penerbitan NHI
atau ada penegahan Barang Ekspor, dilakukan penelitian atas hasil penerbitan NHI atau
hasil penepahan Barang Iikspor oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa
Dokumen.

8.1. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen meneruskan PP-PEB kepada
Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian atas penerbitan NFHI atau penegahan
Barang Ekspor.

8.1.1. dalam hal hasil pemeriksaan f{isik atas penerbitan NHI menunjukkan jumlah
dan/atau jenis barang sesuai dengan PP-PIB dan hasil penegahan Barang Ekspor
tidak terbukti lelah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor,
Unit Pengawasan menyerahkan PP-PLB disertai penjelasan hasil penelitian yang
dilakukan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen; atau

8.1.2. dalam hal hasil hasil pemeriksaan fisik alas penerbitan NHI menunjukkan jumnlah
dan/atau jenis barang:

a. sesuai dengan PP-PEB dan hasil penegahan larang Ekspor terbukti telah
ferfadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor;

b. tidak sesuai dengan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Ekspor tidak terbukt
telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor; atau

c. tidak sesuai dengan PP-PIiB dan/atau hasil penegahan Barang Ekspor lerbukti
telah terjadi pelanggaran kelentuan kepabeanan di bidang ekspor,

Unit Pengawasan menyerahkan PP-PEB disertai penjelasan Barang Ekspor dalam

proses penelitian lebih lanjut kepada Kepala Kanlor Pabean atau DPejabat

Pemeriksa Dokumen.

8.2. dalam hal hasil peneliian sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1, Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirim respon ke Sistem Komputer
Pelayanan untuk melakukan penelitian kelengkapan pengisian data PP-PEB.



10.

11.

Dalam hal hasil penelilian Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan tidak ada penerbitan
NHI atau tidak ada pencgahan Barang likspor, dilakukan penelitian kelengkapan pengisian
data PP-PED.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.2 atau hasil penelitian
kelengkapan pengisian data PP-PEB olch Sistern Komputer Pelayanan menunjukkan tidak
lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melalui Sistem Komputer
Pelayanan menerbitkan respon penolakan pembetulan data PEB dengan memberikan
catatan penolakan pada PP-PEB.

Dalam hal hasii penelitian kelengkapan pengisian dala PP-PEB oleh Sistem Komputer
Pelayanan menunjukkan lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabal Pemeriksa Dokumen
melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon persetujuan pembetulan data PEB
dengan memberikan calatan persetujuan pada PP-PED.

. Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya Melayani PEB
Dalam Bentulk Tulisan D1 Atas Formulir

1.

oY)

Eksportir mengajukan permohonan pembetulan dala dengan mengisi, menandatangani, dan
membubuhkan stempel perusahaan pada formulir PP-PEB.

Fksportir menyerahkan formulir PP-PEB dan dilampiri fotokopi PEB yang akan dibetulkan
kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean
Pemuatan.

Kepala Kantor Pabean alau Pejabat Pemeriksa Dokumen FEkspor menerima formulir PP-PEB
melakukan penelitian jangka wakiu pengajuan PP-PEB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengajuan PP-PEB melebihi jangka waktu yang
ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen mengembalikan
formulir PP-PEB dan fotokopi PIIB yang akan dibetulkan, disertai NPP kepada Eksportir.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pengajuan PP-PEB tidak melebihi jangka waktu
vang ditetapkan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan
penelitian:

a. ada atau tidaknya penerbitan NHI; dan

b. ada atau tidaknya penegahan Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabal Pemeriksa Dokumen meneruskan PP-PEB kepada Unit
Pengawasan untuk dilakukan penelitian ada atau tidaknya penerbitan NH], atau ada atau
tidaknya penegahan Barang Ilkspor.

6.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan ada penerbitan NI alau ada penegahan

Barang, Lkspor:

6.1.1. hasil pemeriksaan [isik atas penerbitan NHI menunjukkan jumiah dan/atau jenis
barang sesual dengan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Ekspor tidak terbukti
telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor, Unit
Pengawasan menyerahkan PP-PEB disertai penjelasan hasil penelitian yang
dilakukan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen; atau

6.1.2. dalam hal hasil hasil pemeriksaan fisik alas penerbitan NHI menunjukkan

jumlah dan/atau jenis barang;:

a. sesual dengan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Ekspor terbuk# telah
terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspoz;

b. tidak sesuai dengan PP-PEB dan hasil penegahan Barang Ikspor tidak terbukti
telah terjadi pelanggaran ketenluan kepabeanan di bidang ckspor; atau

c. tidak sesuai dengan PP-PEB dan/atau hasil penegahan Barang Ekspor terbukti
telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor,

Unit Pengawrasan menyerahkan PP-PEB disertai penjelasan Barang Ekspor dalam

proses penclitian lebih Janjut kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat

Pemeriksa Dokumen.



6.2. dalam hal hasil penclitian menunjukkan tidak ada penerbitan NHI i w tidak ada
penegahan Barang likspor, Unil Pengawasan menyerahkan PP-PEB disertai penjelasan
hasil penelitian yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa
Dokumen.

7. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.1 dan bt r 6.2, Kepala
Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian kelengkapan
pengisian data PP-PLEB.

8. Dalam hal hasil penelitian kelengkapan pengisian data PP-PEB menunjukkan tidak lengkap,
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan cati i penolakan
pembetulan data PEB pada PP-PLEB.

9. Dalam hal hasil penclitian kelengkapan pengisian data FPP-PEB menunjukkan lengkap,
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan persetujuan
pada PP-PEB.

DIREKTUR JENDERAIL BEA DAN CUKAT,

Salinan sesuail dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal ttd.
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Lampiran IX

Peraturan Direkiwr Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC/2014

Tentang

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATA KERJA PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN
TEMPAT PEMUATAN KARENA DILAIKUKAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN PEB/PKBE

1. Eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi mengajukan permohonan pengeluaran Barang

Ekspor kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean tempat pemuatan, dengan dilampiri:

a. PP-PEB dan hasil cetak PEB, dan copy dokumen pelengkap pabean, dalam hal dilakukan
pembetulan FPEB;

b. PEB yang telah diberi cap dibatalkan dan copy dokumen pelengkap pabean, dalam hal dilakukan
pembatalan PEB.

c. PP-PKBE dan hasit cetak PKBE, dalam hal dilakukan pembetulan PKBE; atau

d. PKBE yang telah diberi cap dibatalkan dan copy dokumen pelengkap pabean, dalam hal
dilakukan pembatalan PIBI,

2. Dalam hal permohonan pengeluaran diajukan oleh Eksportir yang merangkap sebagai pengusaha
TPB, permohonan diajukan setelah mendapat bukti pengesahan berupa tanda tangan dan cap dinas
dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengavrasi TPB.

3. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian permohonan dan dokumen pelengkap pabean
yang dilampirkan.

4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan tidak lengkap Pejabat Pemeriksa Dokumen
mengembalikan berkas permohonan kepada Eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi.

5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan permohonan telah lengkap:
5.1, pengeluaran Barang Fkspor dikarenakan pembetulan PEB/PKBE:
5.1.1. Pejabat Pemeriksa Dolkumen melakukan kegiatan:
51.1.1. menunjuk Pejabat Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas
Barang Ekspor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan; dan
5.1.1.2. menyerahkan PP-PLEB/PP-PKBE kepada Pejabat Pemeriksa Barang.
5.1.2. Pejabat Pemeriksa Barang melakukan kegiatarn:
5.1.2.1. melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasil pemeriksaan pada PP-
PEB/ PP-PKBI; dan
5.1.2.2. melakukan penyegelan atas peti kemas atau kemasan barang, mencantumkan
nomor dan tanggal segel pada PP-PEB/PP-PKBI dan menandatangani PP-PEB/ PP-
PKBE.
5.1.2.3. menyerahkan PP-PEB/PP-PKBE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
51.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian hasil pemeriksaan [lisik. Dalam hal
pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang:
a. tidak sesuai, menyerahkan dolkumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2.3 kepada
Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; atau
b. sesuai, menerbitkan SPPBE dan menyerahkan kepada Eksportir atau pihak yang
melakukan konsoelidasi.
5.2. pengeluaran Barang Lkspor dikarenakan pembatalan PLB/PKBIE, Pejabat Pemeriksa Dokumen
menerbitkan SPPBE dan menyerahkan kepada Eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi
untuk pengeluaran Barang Ekspor.

6. Dalam hal pengeluaran barang dari TPS, Iksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi
menyerahkan SPPBE kepada pengusaha TPS untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran barang
dari pengusaha 1TPS.

7. Eksportir alau pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan SFPPBE kepada Petugas Dinas Luar
yany mengawasi pengeluaran barang.

8. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pengeluaran barang:
a. mencocokkan nomor dan ukuran peti kemas atau kemasan yang tertera pada peti kemas atau
kemasan dengan nomor dan ukuran peti kemas atau kemasan pada SPPBE.



b. memeriksa keuluhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel pada peti kemas atau
kemasan, dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan penyegelan.

c. dalam hal pengeluaran barang dari TPS, memeriksa persetujuan peng taran barang dari
pengusaha 1PS5.

9. Dalam hal hasil pencocokkan oleh Petugas Dinas Luar menunjukkan:

a. nomor peti kemas atau kemasan barang tidak sesual dan/atau kondisi segel tidak utuh,
menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diteruskan ke Un  Pengawasan untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut; atan

b. nomor pefi kemas atau kemasan barang sesuai dan/atau kondisi segel utuly, memberi calatan

pengeluaran pada SPPBE, menyerahkan SPPBH kepada Eksportir, dan mengizinkan pengeluaran
Barang Ekspor.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal td
- .

glan Umum
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Lampiran X

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC/2014

Tentang,

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor,

TATA KERJA PEMBATALAN DAN PEMBETULAN PKBE

A. Tata Kerja Pembatalan PKBE

1. Pihak yang melakukan konsolidasi mengajukan permohonan pembatalan PKBE
disertai alasan dan melampirkan PKBE yang telah mendapat nomor dan tanggal

pendaftaran kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pendaftaran
PKBE.

2. Pejabal Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pendaftaran PKBE melakukan
kegiatan sebagai berikut:

2.1.
2.2.

2.3.

24.

2.5

melakukan penelitian permohonan pembatalan PKBE; dan
memberikan keputusan:
a. perselujuan pembatalan PKBE, dalam hal permohonan diselujui; atau
b. penclakan, dalam hal:
L permohonan pembatalan PKBE dan lampiranny a tidak lengkap; dan/atau
. pengajuan pembatalan PKBE dilakukan setelah Barang Ekspor dimuat ke
sarana pengangkut.
menyerahkan kepada pihak yang melakukan konsolidasi keputusan pembatalan
PKBE.
melakukan perekaman persctujuan pembatalan PKBE ke Sistem Komputer
Pelayanan atau membukukan pembatalan PKBE.
menalausahakan pembatalan PKBE,

B. Tata Kerja Pembetulan PKBE

1. Pada

Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya

Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan.

1. Pihak yang melakukan konsolidasi mengajukan permohonan pembetulan data
menggunakan program aplikasi PKBE dengan mengisi PP-PKBE dan mengirimkan
ke Sistem Komputer Pelayanan pada Kantor Pabean pemuatan tempat pendaftaran
PKBE.

2. Sistem Komputer Pelayanan pada Kantor Pabean pemuatan melakukan kegiatan
sebagai berikul:
2.1. meneliti data PP-PKBE; dan
2.2. memberikan respon berupa:

a. persetujuan pembetulan data PKBE; atau
b. penolakan pembetulan data PKBE yang berisi keterangan:
L. pengisian data PP-PKBE tidak lengkap;
it. pengajuan PP-PKBE dilakukan setelah Barang Ekspor dimasukkan ke
Kawasan Pabean tempat pemuatan; dan/atau
1i. pengajuan PP-PKBE melalui sistem PDE kepabeanan lebih dari satu kali,

2.3. Pihak yang melakukan konsolidasi mencetak PP-PKBE yang telah mendapatkan

I1. Pada

respon persetujuan pembelulan data PKBE,

Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya

Menggunakan Tulisan Di Atas Formulir

I. Pihak yang melakukan konsolidasi mengajukan permohonan pembetulan data
dengan mengisi, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada
formulir PP-PKBE serta menyerahkan kepada Kepala Kanlor Pabean atau Pejabat
Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan tempat pendaftaran PKBE dengan
dilampiri fotokopi PKBE vang akan dibetulkan.



2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan
tempat pendaltaran PKBE melakukan kegiatan sebagai berikut:
2.1. melakukan penelitian terhadap PP-PKBL beserta lampirannya; dan
2.2. menyampaikan kepada pihak yang melakukan konsolidasi:
a. persetujuan pembetulan data PKBE; atau
b. penolakan pembetulan data PKBE yang berisi keterangan:
L. pengisian data PP-PKBL tidak lengkap, dan/atau
i. pengajuan PP-PKBE dilakukan setelahi Barang Ekspor dimasukkan ke
Kawasan Pabean tempat pemuatan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,
Szlinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal ttd.
T h
in Umum
AGUNG KUSWANDONO
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Lampiran X1

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC/2014

Tentang,

Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATA KERJA PELAYANAN BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG
DIANGKUT DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA
DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN

MULTIMODA

. Pemuatan Barang Yang Akan Di Iikspor Ke Sarana Pengangkut Dalam Negeri Di
Pelabuhan Muat Asal

A. Penyampaian PEB Dan Pemeriksaan Pabean.
1. Eksporlir menyampaikan PEB ke Kantor Pabean pemualan di Pelabuhan Muat .\sal.

2. Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabal Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean
pemuatan di Pelabuhan Muat Asal melakukan penelitian data PEDB sesuai tata kerja
penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

3. Dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan
penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang sesuai ketentuan penyegelan, setelah
dilakukan pemeriksaan fisik.

4. Pejabal Pemeriksa Dokumen membuat pemberitahuan daftar barang sesuai Contoh 3.E
pada Lampiran XIII yang dilampiri PEB/PKBE dan NPE serta menyerahkan kepada
Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal untuk ditandatangani, diberi
nomor dan tanggal, dan dikirimkan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di
Pelabuhan Muat Ekspor paling lambal pada hari kerja berikutnya sejak keberangkatan
sarana pengangkul dalam negeri.

3. Pemuatan Barang Yang Akan Di Ekspor Ke Sarana Pengangkut Dalam Negeri.

1. Eksporlir melakukan kegiatan sebagai berikut:
1.1. membawa barang yang akan diekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut dalam
negeri dengan dilindungi NPE.
1.2, menyerahkan NP kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan.

2. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatarn:

2.1. mencocokkan nomor dan ukuran peti kemas atau kemasan barang yang tertera
pada peti kemas atau keniasan barang dengan nomor dan ukuran peti kemas atau
kemasan barang pada NPL.

2.2. memeriksa keutuhan segel serla mencocokkan nomor dan jenis segel pada peti
kemas atau kemasan barang, dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan
penyegelan.

3. Dalam hal hasil penelitian oleh Petugas Dinas L.uar menunjukkan:

a. nomor peti kemas atau kemasan barang tidak sesuai dan/atau kondisi segel tidak
utuh atau rusak, Petugas Dinas Luar menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa
Dokumen untuk diteruskan ke Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih
lanjut.



b. nomor peti kemas atau kemasan barang sesuai dan/atau kondisi segel utuh, Petugas

Dinas Luar memberi catatan pemuatan pada NFI dan menyerahkannya kepada
Liksportir.

I1. Pembonglaran Barang Yang Akan Di Ekspor Di Pelabuhan Muat Fkspor

A.Penerimaan NPE Dan Daftar Barang Yang Akan Diekspor Yang Dianglkut Dengan
Sarana Penganglkut Dalam Negeri.

1. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Mual Fkspor menerima pemberitahuan
daftar barang sebagaimana dimaksud pada butir 1.A4 dari Kepala Kantor Pabean
pemuatan di Pelabuhan Mual Asal.

2. Kepala Kantor Pabean pemwuatan di Pelabuhan Muat Ekspor menyerahkan
pemberitahuan daltar barang sebagaimana dimaksud pada butir 1.A.4 ke Pejabat Bea
dan Cukai yang menangani distribusi dokumen untuk dilakukan perekaman data.

B. Pembongkaran Barang Yang Akan Diekspor Yang Diangkut Dengan Sarana
Penganglcut Dalam Negeri.

1. Pengangkul melakukan pembongkaran barang yang akan diekspor untuk diserahkan
ke Eksportir.

2, Eksportir membawa barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean di Pelabuhan
Muat Ekspor sesuai tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat
pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran [V,

3. Dalam hal dilakukan penggantian peti kemas oleh Eksportir:

3.1,

3.2

3.3.

Lksportir mengajukan permohonan penggantian peti kemas dengan dilampiri NPE

kepada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor.

Dalam hal barang yang akan dickspor dilengkapi dengan laporan surveyor,

Eksportir - mengajukan  permohonan  amandemen laporan surveyor atas

penggantian peti kemas.

Kepala Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian permohonan, dalam hal

permohonan:

a. ditolak, mengembalikan NPH kepada Lksportir disertai alasan penolakannya;
atau

. diterima, menugaskan Pelugas Pengawasan Stuffing untuk melakukan
pengawasan pembongkaran dan stuffing.

- bksportir - melakukan pembongkaran Barang Tkspor dan stuffing dengan

pengaw asan Pelugas Pengawasan Stuffing.

. Petugas Pengawasan Stufling:

3.5 1. melakukan pembukaan segel sesuai ketentuan penyegelan bersama Pejabat
Bea dan Cukai dari Unit Pengawasan.

3.5.2.melakukan pengawasan penggantian peti kemas bersama [Pejabal Bea dan
Cukai dari Unit Pengawasan.

3.5.3. melakukan penyegelan kembali sesuai kelentuan penyegelan, serta
membubulikan catatan penyegelan pada NPL.

3.5.4. melakukan koreksi nomor peti kemas pada NP

3.5.5. menyerahkan NPE kepada Eksportir.

. Bksportir membawa Barang Ekspor ke Kawasan Pabean sesuai tata kerja

pemasukan Barang Tlkspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran 1V,



III. Rekons asi
A. Rekonsiliasi Pada Kantor Pabean Pemuatan 1Di Pelabuhan Muat Ekspor.
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani maniles melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi NP2 dengan outwnrd manifest sesuai tata kerja rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V1.

2. Membuat pemberitahuan hasil rekonsiliasi sesuai Contoh 2.F pada Lampiran XIII dan
menyerahkan kepada Kepala Kantor Pabean perauatan di Pelabuha Muat Ekspor
untuk ditandatangani, diberi nomor dan tanggal, dan dikirimkan kepada Kepala
Ki tor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal paling lambat 10 (sepuluh) hari
sejak penyerahan outwnard innnifest.

B. Rekonsiliasi Pada Kantor Pabean Pemuatan Di Pelabuhan Muat Asal.

1. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Mual Asal menerima pemberitahuan
se gaimana dimaksud pada butir IIl A2 dari Kepala Kantor Pabean pemuatan di
Pelabuhan Muat Ekspor dan menyerahkannya ke Pejabat Bea dan Cukai vang
menangani manifes.

2. Pejabat Bea dan Cukal yang menangani manifes mencocokkan dafiar sebagaimana
dimaksud pada butir IIl A.2 dengan PEB dan pemberitahuan daftar sebagaimana
dimaksud pada butir L. A4 dan PEB.

3. Melakukan rekonsiliasi NP dengan outward manifest sesuai tata kerja rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V1.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL

Salinan sesual dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal ted.
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11.

Lampiran X1I

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC/ 2014

Tentang,

Tata lLaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

TATA KERJA PENERBITAN LPE

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan rekonsiliasi antara PEB dengan
outward manifest sesuai tata kerja rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V1.
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes mengirimkan hasil rekon: “asi atas PEB
vang mendapat [asilitas Pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian kepada Pejabat
Pemeriksa Dokumen.

Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian atas hasil rekonsiliasi.

Dalam hal elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (3) kedapatan sesuai, Pejabal Pemeriksa Dokumen menerbitkan LPE

Dalam hal sebagian elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kedapatan tidak sesuai, Pejabat Pemer sa Dokumen

meminta kepada Eksportir untuk menyerahkan:

a. hasil cetak PEB, invowce, packinglisi;

b. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;

¢. S5TB, dalam hal Barang Iikspor Gabungan;

. NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan
di Kawasan Pabean tempat pemuatan atau Petugas Dinas Luar yang mengawasi
pemuatan, dalam hal Barang Fkspor dimuat di tempat lain diluar Kawasan Pabean;

c. PKBE, dalam hal Barang Ekspor dikonsoliasi; dan/atau

. copy B/L atau AWB,

Eksportir menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5 kepada Pejabat

Pemeriksa Dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan terhitung sejak

langgal :ndaftaran PIB.

Pejabat  2meriksa Dokumen melakukan penelitian jangka waktu pengajuan dokumen

sebagaimana dimaksud butir 5.

Dalam hal penyerahan dolkumen melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana

dimaksud pada butir 6, LPE tidak diterbitkan dan memberitahukan kepada. sportir.

Dalam al penyerahan dokumen tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada bulir 6 Pejabat Pemeriksa Dokumen meneliti kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud butir 5.

Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, Pejabat Pemcriksa Dokumen memberitahukan

kekurangan tersebut kepada LEksportir untuk dilengkapi.

Dalam hal dokunien telah lengkap:

11.1. Pejabal Pemeriksa Dokumen merekam data dokumen sebagaimana dimaksud butir 5
pada Sistern Komputer Pelayanan.

11.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan LLPE dan menyerahkan kepada Eksportir,
dalam hal Kantor Pabean pemuatan dalam sistem pelayanan kepabeanannya
menggunakan Media Penyimpan Data Elekironik.

11.3. Si: 'm Komputer Pelayanan mengirimkan respon LPE kepada Eksportir, dalam hal
Kantor Pabean pemuatan dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan
sistem PDI kepabeanan.

Dalam hal Barang [kspor merupakan Barang Likspor Gabungan, LPE diterbitkan untuk

masing- asing Perusahaan Pengiriin Barang dan Perusahaan Penerima Barang.

Salinan sesual dengan aslinya,
Sekretaris Dircktorat Jenderal
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Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-32/BC/2014

Tentang

Tata [.aksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

BENTUI-BENTURK TF'ORMULIR

No. Nama/kode ) Uraian
1. | BCF3.01 o Nota Pembeutahuam Penolakanﬁilv\TPI )
2. |BCF3.02 | Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)
3. | BCF3.03 Not; i%iéyanan Ekspor (NPE)
4. | BCF 3.04 Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB)
5 | BCF3.05 o -E;'Ejle:-l.iaulll;;;l’tmu1ksaan Balang (PPB)
6. | BCF3.06 Nota Pembetulan
g | BCF 3.(7)77 Pefnbg 1ta£11_au1:K-c.>—r"1_&;ol1d'1.<vs:I;;ang Lkspo1 (PKBE)
9. | BCF 3.0&' - .51-11 at Sél.';l'; Terima B'-u éng (%STB)
9. | BCF3.09 Pemberitahuan Pembn_tulan PEB (PP-PEB)
10. |BCF3.10 | Pemberitahuan Pembetulan PXBE (PP-PKBE)
11 BC};gj.lmi_.-_—' —-"_5;;;[-Pe-l_;_tu]&_c-;-l-l.i’_engelualan Barang Tkspm (SPPBE)
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14. | Contoh 3. Per mohonan Pen“d_aft—a_l;; -S;Tazl_éna_lhkonsohdatm Barang Ekspor
15. | Contoh 3.C _K_e.;;;tusan Per St‘LUJual1;ébdgal _Konsohdatm Barang Ekspor
16. Contoh- '%— 5—. Pel_lﬁoﬁ(;;;n;emuatan ekspor barang curah
17. | Contoh 3.1 _i;e:ni).e;-;hhua; barang yang E’lkE_’l—I: diekspor yang diangkut dengan sarana
pengangkut laut dan/atau udara dalam negeri yang bukan merupakan
bagian dari Angkutan Multimoda
18. | Contoh 3.F Pem_b_ezte—laﬁ_é; 1;;11-—“,1(;);1;11;1;1 -ﬁt;ljrdengan outtweard manifest barang
yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut
dan/atau udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari
Angkutan Multimoda
19. Contoin BGV 777Pe1mohona11 pemasﬁk-a;e:l—)—a:gé; ;etl kemas ke Kawasan Pabean tempat

pemuatan




BCF 3.01

" KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA . (1)

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKA oo (2) oo

NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN {NPP)

Kepada Saudara:

EKSPORTIR

- NPWP L (3}
- Nama L s (B e
- Alamat T e £ TS
PPIK

- NPWP D e, 1) IO
- Nama D s 7 OO
- Alamat T (B
- Nomor Pokok PPJK L s (5] S

Terhadap :
- PEB dengan nomor pengajuan: .....ooeeeee {20},
- PP-PEB dengan nomor: ..{11}.., tanggal ..(12).., dan nomor pendaftaran PEB ..(13).., tanggal ...{14)...

DITOLAK/REIECTED karena:

e 16} Tanggal cooooee.. (17)rieeeeriee
Pejabat Pemeriksa Dokumen /
Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen

Tanda tangan D e (18],
Nama D e (19
NIP S e (20) i




TATA CARA PENGISIAN
NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)

No. Diisi dengan
(1} Nama kautor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor
pelayanan utama tempat NPI? diterbitkan.
() Nama kantor pabean lempat NPP diterbitkan.
(3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor NPWDP eksportir yang
tercantum di PLB.
(4) Nama eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercanium di PEB.
(5) -lamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum di PEB.
(6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPK, sesuai dengan NPWP yang tercantum di PEB,
{7 Nama PFJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum di PEB.
8) Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum di PEB.
{9) Nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang tercantum di PEB.
{10 Nomor pengajuan PEB sesuaj nomor pengajuan yang tercantum i PEB.
(1) Nomor PP-PEB sesuai nomor PP-PEB yang tercantum di PP-PEB.
(12) Tanggal, bulan dan tahun {dd/mmn/yyyy) PP-PED.
(13) Nomor pendaltaran PEB sesuai nomor pendaftaran yang tercantum di PEB.
{14) Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB.
{13} Alasan ditolaknya PEB atau PP-PEB.
(16) Nama kola/daerah tempat diterbitkannya NPP.
(17) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilerbitkannya NPP.
(18) Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen/ pejabat bea dan cukai penerima dokumen
yang menerbitkan NFPP di Kantor Pabean tempat PEB/PP-PEB disampaikan.
(19 Nama pejabal pemeriksa dokumen/pejabat bea dan cukai penerima dokumen yang
menandatangani butir (18).
(2 NIP pejabat pemeriksa dokumen/pejabal bea dan cukai penerima dokumen yang

menandatangani butir {18).



BCF 3.02

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA|
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA .. (Do

Kepada Saudara:

EKSPORTIR

- NPWP L e, [

- Nama L e, (D)o,

- Alamat L e {5 ) e
PPIK

- NPWP L e (=)

- Nama ; cevirineccemesnenenee [ v

- Alamat L, (8) e,

- Nomor Pokok PPJK L i, ) DU
Terhadap PEB dengan nomor pengajuan: ................... £10) e,

Pemenuhan persyaratan dari instansi teknis berupa:

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAL oo (2],

NOTA PEVBERITAHUAN PERSYARATAN DOKUIMEN (NPPD}

...................................................................................................... (1Lt
............. (12) e TEl i {13) e
Pejabat Bea dan Cukai
Tanda tangan (14).iine.
Nama . (15) e
NP (16,




TATA CARA PENGISIAN

NOTA PEMBERITAHUAN PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD)

Diisi dengan

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Eksportir, sesuai dengan nomor NPWP Eksportir

Nama Eksporlir, sesuai dengan nama Eksporlir yang fercantum dalam PEB.
Alamat Eksportir, sesuai dengan alamat Eksportir yang lercantum dalam PEB.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPIK, sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam

Nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PEJ,
Alamal PPJK, sesual denpan alamat PPJK yang tercantum dalam PEB,
Nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPTK yang tercantum dalam PEB.

Nomor pengajuan PEB sesuat nomer pengajuan yang tercantum dalam PEB.

Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPPD.

Tanda tangan pejabat Dbea dan cukai yang melakukan penelitian Dbarang

Nama pejabat bea dan cukai yang melakukan penelitian barang larangan/pembatasan

No.
(1)
pelayanan utama tempat NPPD diterbitkan.
(2) Nama kantor pabean tempal NPPD diterbitkan.
3)
yvang tercantum dalam PEB.
(4)
(5)
(6)
PEB.
()
(5)
)
(10)
(11} Pemenuhan persyaratan dart instansi teknis.
(12) Nama kota/ daerah tempal diterbitkannya NPPD.
(13)
14)
larangan/ pembatasan.
(15)
yang menandatangani butir (14).
(16)

NIP pejabat bea dan cukai yang melakukan penelitian barang Jarangan/ pembatasan yang
menandatangani butir (14).



BCF 3.03

| KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAL

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA (1)

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI oo 2) e
NOTA PELAYANAN EKSPOR {NPE)
Nomor e 3o Tanpgal o (4)..
Nomor Pendaftaran PEB I ) P Tanggal .{6)...
Lembar ke ..... dari
| 1. NAMA KANTOR PABEAN PEMUATA[\J i
2 NPWP/NAMA EKSPOET_I_R o
SNPWPR/NALIAPRIK ,
4. SARANA PENGANGKUT : o
a. Nama L e (10})........ b. Voyage/Flight/Nopol & ... (11)..
5. TANGGAL PERKIRAAN EXSPOR & o, {12)...
6. PELABUHAN MUAT
2. Pelabuhan Muat Asal (13)0. b. Pelabuhan/Tempat (14).......
e Muat Ekspor

7. BERAT KOTOR ) . _(15)..

2. KEMASAN -

PETI KEMAS NON PETI KEMAS

a. Merek/Nomor {16)........ a. lenis / Merek Kemasan {18,
b. Ukuran [17).. b. Jumlah e 19,
UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN D1 PELABUHAN MUAT EKSPOR / TEMPAT MUAT EKSPOR
A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR B. CATATAN PEMERIKSAAN~FIS\K BARANG
Pejabat Pemeriksaan Dokumen Per‘r(lze;’;ksa (24) 5
O o) TN 3 Y 2. 4 e o (23]

C. CATATAN PENGAWASAN STUFFING D. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSFOR DARITPB
Merek/Nomor Peti Kemas {26).. Jenis Segel {33)...... Nomor Segel ... {34}.....
Ukuran PetiKemas @ ... () . Selesai Keluar Tgl 1. {35}..... Pukul 4386)...
Jenis Segel @ ... (28} Nomor Segel ; .....{29).......

Petugas Pengawasan Stuffing Petugas Dinas Luar
...... {30]..... (31 e f32) en(37) e 38) e (39) e

£ CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR

Segel: D Utuh D Rusak DTidak Sesuai ..{40}..
Mulai masuk Tglr....... (41} Pukuf: .42}
Selesai M lasuk Tgl: ... {43) .. Pukul;........(44)..........
Petugas Dinas Luar

...... {45)...... R -1 e (87)

F. CATATAN PEMUATAN BARANG EXSPOR KE SARANA PENGANGKUT

Short Shipment @ ... (48).cvcen.

Selesai Muat Tgl. .....(49)..... Pukul : (50
Petugas Dinas Luar
N L% ) A52)n (53)

G. CATATAN PEMERIXSAAN DOKUMEN EKSPOR
Pejabat Pemeriksaan Dokumen

...... (54). {55 1
| CATATAN PENGAWASAN STUFFING
Merek/Nomor Peti Kemas USSP 1) NN
Ukuran Pzti Kemas : U {3} IR
lenis Segel ... (62)unee. Nomor Segel - ... (63).ee.
Petugas Pengawasan Stuffing
(64) (65).n

H. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Pemeriksa
...... (57) {58)...... £59).......
J. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPB
Jenis Segel Con{67).... Nomor Segel . (G8)......
Selesai KeluarTgl  :.....[658)....  Pukul (70}......
Petugas Dinas Luar
RN e en(72) e Ny T

K. CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR

Segel: DUtuh [:‘ Rusak [:‘Tidak Sesuai  {74)
Mulal masuk TEL .. (75)ine Pukub....... VL5
Sefesai Masuk Tgl: v {77} Pukul:.......[78)
Petugas Dinas Luar

w79 (80).. (81}

L. CATATAN PEMUATAN BARANG EXSPOR KE SARANA PENGANGKUT

Selesai Muat Tgl. ......(83)..... Pukul ;... (B4).ee.
Petugas Cinas Luar
e (BSHL e dBG) een{B7)

~Peruntukan: Eksportir/TPS/Pengangkut/Kantor Pabean



No.

1)
2)
%)
)
5)

(
(
(<
(
(6

(13)
(14)

(15)
(16)

(33)

TATA CARA PENGISIAN
NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE)

Diisi dengan

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor
pelayanan utama tempat NPE diterbitkan.

Nama kantor pabean tempat NPL diterbitkan.

Nomor Nota Pelayanan Ekspor.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy} diterbitkannya NPE.
Nomor pendaftaran PEB, sesuai yang tercantum dalam PEB.

Tanggal, bulan dan tahun {(dd/mm/yyyy) pendafiaran PEB, sesuai yang tercantum dalam
PEB.

Nama kantor pabean pemuatan sesuai yang tercantum dalam PER.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWTP) dan nama eksportir sesuai yang tercantum dalam
PEB.

NPWP dan nama PPJK sesuai yang tercantum dalam PEB.
Nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PEB.

Nomor voyage, llight atau nomor pelisi sarana pengangkul, sesuai dengan voyage, flight
alau nomor pelisi sarana pengangkut yang lercantum dalam PEB.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) perkiraan ekspor, sesuai yang tercantum dalam
PEB.

Nama pelabuhan muat asal sesuai yang tercantum dalam PEB.

Nama pelabuhan muatl ekspor atau tempat muat ekspor, sesuai yang tercantum dalam
PEB.

Jumlah berat kotor barang ekspor, sesuai yang tercantum dalam PEB.

Merek dan nomeor peti kemas sesuai yang tercantum dalam PEB (satu NPE untuk satu
peti kemas}.

Ukuran peti kemas sesuai yang tercantum dalam PEB.

Jenis/ merek kemasan sesuai yang tercantum dalam PEB.

Jumlah kemasan sesuai yang tercantum dalam PEB.

Tanda tangan dari pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan NPE.
Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandalangani butir (23).
NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (23).
Tanda tangan Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor.
Nama pemeriksa yang menandatangani butir (23).

NIP pemeriksa yang menandatangani butir (23).

Merek dan nomor peti kemas.

Ukuran peli kemas.

Jenis segel peti kemas yang, digunakan.

Nomor atas jenis segel yang digunakan,

Tanda tangan petugas pengawasan stuffing .

Nama petugas pengawasan stulfing yang menandatangani butir (30).
NIP petugas pengawasan slulfing yang menandatangani butir (30}.

(butir (27) s.d. (32) diisi dalam hal dilakukan pengawasan stuffing. Butir (2¢) dan (27)
diisi dalam hal dilakukan penggantian peti kemas)

Jenis sepel peti kemas yang digunakan.



(34)
(43)
(46)

(47}

Nomor segel peti kemas yang digunakan.

Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) dikeluarkannya barang ekspor dari TPB.
Waktu dikeluarkannya barang ekspor dari TPB.

Tanda {angan petugas dinas [uar di TPB.

Nama pelugas dinas [uar yang menandatangani butir (38).

NIP pelugas dinas [uar yang menandatangani butir {38).

(butir (34) s.d (38) diisi dalam hal barang ckspor berasal dari TPB)

NMemberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yvaitu: utuh, rusak atau tidak sesuat,
yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peli kemas pada saat barang ekspor
masuk ke kawasan pabean.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) mulai dimasukkannya barang ekspor ke
kawasan pabean.

Waktu mulai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai dimasukkannya barang ekspor ke
kawasan pabean.

Waktu selesai dimasulkannya barang ekspor ke kawasan pabean.
Tanda ltangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.

Nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang menandatangani butir
(45).

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (45)
{butir (40) s.d. (47} diisi dalaun hal barang ekspor dimuat di kawasan pabean)

Jumlah barang ekspor yang dimual ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short
shipment

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai muat barang ekspor ke sarana
pengangkut.

Waktu selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut,

Tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor
ke sarana pengangkul.

Nama petugas dinas Juar yang menandatangani butir {51},

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (51).

Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitikan NPL.
Nama pejabal pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (54).
NIP pejabal pemeriksa dokumen yang menandatangani bulir (54).
Tanda langan pemeriksa yang melakukan pemerilksaaan [isik barang ekspor.
Nama pemeriksa yang menandatangani butir {57).

NIP pemeriksa yang menandatangani bulir (57).

Merek dan nomor petli kemas.

Ukuran peti kemas.

Jenis segel peti kemas yang digunakan.

Nomor atas jenis segel yang digunakan.

Tanda tangan petugas pengawasan stuffing .

Nama petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (64).
NIP petugas pengawasan stulfing yang menandatangani butir (64).
(butir {60} s.d. (66} diisi dalam hal dilakukan pengawasan stuffing)
Jenis segel peti kemas yang Jdigunakan.

Nemor segel peli kemas yang digunakan.

Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) dikeluarkannya barang eksper dari TPB.



(80)
(81)
(52)

Waktu dikelunarkannya barang elspor dari TPB.

Tanda tangan petugas dinas luar di TPB.

Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (71).

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (71).

(butir (73) s5.d (73) diisi dalam hal barany ekspor berasal dari TPB)

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu; utuh, rusak atau tidak sesuai,
yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor
masuk ke kawasan pabean.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) mulai dimasukkannya barang ekspor ke
kawasan pabean.

Walktu mulai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai dimasukkannya barang ekspor ke
kawasan pabean.

Waktu selesai dimasukkannva barang ekspor ke kawasan pabean.
Tanda tangan pelupas dinas luar di pinfu masuk kawasan pabean.

Nama petugas dinas luar di pinhi masuk kawasan pabean yang menandatangani butir
{79)

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (79)
(batir (74) s.d. (80) diisi dalam hal barang ekspor dimuat di kawasan pabean)

Jumlah barang ekspor vang dimuat ke sarana pengangkut dalam hal terjadi short
shipment

Tanggal, bulan dan tahun {(dd/mm/yyyy) selesai nwat barang ekspor ke sarana
pengangkut.

Waktu selesai muat barang ckspor ke sarana pengangkut.

Tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor
ke sarana pengangkut.

Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (85)

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (85)



BCF 3.04

PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG (PI(B)

No. Pendaftaran PEB : .....{1)....... Tanggal = ... (2}

Kepada KPU BC/KPPBC: _......(3).........

EKSPORTIR
a. NPWP

b. Nama

C. Alamat

KESIAPAN BARANG

Pemeriksaan dan stuffing diminta pada:

a. Tanggal
h. Lokasi dan nomor telepon
c. Nama petugas eksportir

Tgl

Tanda tangan dan cap perusahaan

Nama / Jabatan




TATA CARA PENGISIAN
PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG (PKB)

Diisi dengan

—
o

(*)

(10)
{11}

Nomor pendaftaran PEB sesuai yang lercantum dalam PEB.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalam
PEB.

Nama kantor pabean tempal pendaftaran PEB.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai yang tercantum dalam PEB.
Nama eksportir sesuai yang lercantum dalam PEB.

Alamat jefas, nomeor telepon dan nomor faksimili cksportir.

langgal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor
dan stuffing.

Alamat lengkap dan jelas lokasi pemeriksaan dan stuffing barang ekspor, disertai nomor
telepon lokasi tersebut.

Nama jelas petugas yang mewakili eksportir untuk mendampingi dilaksanakannva
] petug P Yy
pemeriksaan dan stufing barang ekspor.

Nama kota/daerah dibuatnya PKB oleh eksportir.

Tanggal, bulan dan tahun {dd/mum/yyyy) PKB.



BCF 3.05

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA

Nomor @ ... (3. Tanggal @ ...... 3 T
Kepada Saudara:
EKSPORTIR
- NPWP L e Y
- Nama ORI (=) U
- Alamat D s 7 T
PPJK
- NPWP e 423
- Nama L e e 5] IR
- Alamat L e (10
- Nomor Pokok PPJK T e (1),
Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB nomar: .....[12)...... tanggal ....... {13).........
harus dilakukan pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing pada:
a. Tanggal ORI 2 T
b. Kantor Pabean Pemeriksaan L e, (15) e
¢. Lokasidan nomor telepon T PURPTSURPTON i £ 3 SO
d. Nama petugas eksportir L e (A7)
e. Tanggal dan tempat stuffing D e (18] e
f. Jumlah peti kemas / kemasan *) D e (19) i

Untuk pemeriksaan fisik wajib menyiapkan barang ekspor sesuai PEB dan menyerzhkan:
a. PEB;
b. Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB), dalam hal dilakukan pembetulan PEB; dan
c. Fotokepiinveice dan fotokopi packinglist,

(200 TEl o ) T

Pejabat Permeriksa Cokumen Pemeriksa

Tanda Tangan D (22) e Nama S (25) i,

Nama S (23) e, NIP S 15—

NIP T e (247 e, lenis Pemeriksaan
Fisik
[] : Jumlah tanpa Jenis ..(27)..
|:| : Jumtah dan Jenis..(28)..
Catatan D e (29) e,

*) Coret yang tidak perly ) Peruntukan: Eksportir / Kantor Pabean



TATA CARA PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB)

No. Diisi dengan
(1) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor
pelayanan utama tempat PPB diterbitkan,
(2) Nama kantor pabean tempal PPB diterbitkan.
(3 Nomor Pemberitahuan Pemeriksaan Barang,
{) Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) diterbitkannya PPB.
9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor NPWP eksportir yang
tercantum dalam PEB.
O Eksportir, sesual dengan nama eksportir yvang tercantum dalam PEB.
3 & P yang
(7) Alamat eksportir, sesuai dengan alamat eksporiir yang tercantum dalam PEB.
(8) NPWP PPJK, sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam FPEB.
() PPIK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PEB,
{10 Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PEB.
{1 Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang tercantum dalam PEB.
12 Nomoer pendaflaran PEB sesuai yang tercanium dalam PERB,
P yang
13 Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/ endaftaran PEDB sesuai yang tercantum dalam
B YYYYip yang
PEB.
(14) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/ dilakukannya pemeriksaan fisik dan
1) YYvy ya p
pengawasan stulfing barang ckspor.
(15) Nama kantor pabean tempat dilakukannya pemeriksaan fisik dan stuffing barang ekspor
(16} Alamat dan nomor telepon lokasi dilakukannya pemeriksaan fisik dan stuffing barang
ekspor sesual yang tercantum dalam PKB.
(17) Nama jelas petugas yang mewakili eksportir untuk mendampingi pemeriksaan fisik dan
stufingbarang ekspor sesuai yang tercantum dalam PKBE.
18 Tangpal, bulan, tahun (dd/mm dan tempal dilakukannya stuffing barang ekspor.
B8 Yyyy p y 5 § eksp
9 umlah peti kemas atau kemasan yang digunakan untuk barang ekspor.
F yang dig § exsp
(20) Nama kota/daerah tempal dilerbilkannya PPB.
21 Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) diterbitkannya PPB.
(22 Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan PPB.
(23) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (22).
(24 NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir {22).
{25) Nama pejabal pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik
barang ckspor.
(26) NIP pejabal pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik barang

ekspor.



Memberikan tanda pada kotak yang tersedia, yaitu: jumlah tanpa jenis, dalam hal

pemeriksaan fisik dilakukan terhadap jumlah barang lanpa dilakukan pemeriksaan jenis
barang.

Memberikan tanda pada kotak yang tersedia, yaitu: jumlah dan jenis, dalam hal
pemeriksaan (isik dilakukan terhadap jumlah dan jenis barang.

Catatan yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan fisik barang.



BCF 3.06

KEMENTERIAN KELANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA]

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ... (1)

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAL oo (20,

NOTA PEMBETULAN
Nomor (3} Tanggal + .....(@)eeenn,
No. Pendaftaran PEB (5} Tanggal : .o (6}
Kepada Saudara:
EKSPORTIR -
- NPWP {7)..
- Nama e, B,
- Alamat e, 19) e
PPIK
- ONPWP s S T0) I
- Nama 115 ) IO
- Alamat L, (12) i
- Naomar Pakok PPJK {13) i,
No. KOLOM / BUTIR No. DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA
{1) {2) (3) (4)
G N (15)...... (16)...... | (17},
............. (18 T8l i (18
Pejabat Pemeriksa Dokumen
Tanda tangan D (20}
Nama e (21) e,
NP D e )

*) Coret yang tidak perlu

Peruntukan; Eksportir / Kantor Pabean



TATA CARA PENGISIAN
NOTA PEMBETULAN

Diisi dengan

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor pelayznan
utama tempat Nota Pembetulan (Notul) diterbitkan.

Nama kantor pebean tempat Notul diterbitkan.

Nomar Notul.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya Notul.

Nomor pendaftaran PEB, sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PES.
Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB, sesuai yang tercantum dalam PEB.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor NPWP eksportir yang
tercantum dalam PEB.

Nama eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum dalam PEB.
Alamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum dalam PEB.
NPWP PPIK, sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.

Nama PPIK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam PEB,

Alamat PPIK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PEB.

Nomor pokok PPIK, sesuai dengan nomor pokok FPIK yang tercantum dalam FEB.
Nomor urut data yang dibetulkan.

Nomor kotom/butir uraian dalam PEB yang dibetulkan.

Uraian dalam PEB yang diberitahukan oleh eksportir.

Uraian dalam PEB yang seharusnya.

Nama kota/daerah tempat diterbitkannya Notul,

Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) diterbitkannya Notul.

Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan Notul.

Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (20).

NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir {20).




BCF 3.07

PEMBERITAHUAN KONSOLIDASE BARANG EKSPOR (PKBE)

Nomor Pengajuan e (L)
Nomor dan Tanggal Pendaftaran L s (2},
Verek/Nomor Peti Kemas OV USUPOUUUTUVRUTRTRITRIY (i SO OR NP RS
Ukuran Peti Kemas s (A) e,
Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Stuffing L e 1 SO
Pihak Yang Melakukan Konsolidasi ...{G)... | Kantor Pahean Pemuatan Asal T (10)........
Kantor Pabean Pemuatan/ 1
Tempat Muat Eksper ~ © 777 (11)..
NPWP D (7)o Negara Tujuan T (12).......
Nama Do (8)ene Nama Sarana Pengangkut D (13)
Alamat Dond 9 No. Voy/Flight/Nopol (1)
N PEB ' ©ONPE )
. . S
Nomor | Tanggal |  Nomor [ Tanggal serneer
1 2 3 3 4 5
.[15S}.. .(18)., L[17).. (18). {19).. ..(20])..

Dengan ini saya ;enyatakan bertanggung jawab atas
kehenaran hal-hal yang diheritahukan dalam dokumen ini.
Petugas Pengawasan Stuffing
...... (24)...... tanggal ....{25).......
Tanda tangan D (21}.......
Nama R (22}....... Tanda tangan dan cap perusahaan
NIP D (23)....... Nama / Jabatan
CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA
KAWASAN PABEAN TEMPAT PEMUATAN PENGANGKUT .
SEGEL: [ Utuh ( ] Rusakf JTdk Sesuai ..(26).. | SEGEL: L 1 Utuh r J Rusak | Tdk Sesuai .(32)..
Selesai masuk tanggal: ....(27)..... Pukul .....(28)..... Selesai muat tanggal: ....{33)..... Pukul .....{34}.....
Petugas Dinas Luar ' Petugas Dinas Luar
Tanda tangan D (29} Tanda tangan D (35} e
Nama S (30)......... Nama T {36)...n.
NIP T {31).n. NIP D 37}

Peruntukan: Pihak yang melakukan konsolidasi /TP5/Pengangkut/Kantor Pabean



TATA CARA PENGISIAN

PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR (PKBE)

No. Diisi dengan

m Nomor pengajuant Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE), diisi oleh pihak
yang melakukan konsolidasi.

(2) Nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyy) pendaftaran PKBE.

(3 Merek/nomor peli kemas yang berisi barang konsolidasi.

(h Ukuran peti kemas sebagaimana dimaksud pada butir {3).

(5) Tempat dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilaksanakannya stuffing barang
korsolidasi.

{0} Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: eksportir atau perusahaan
konsolidalor, sebagai pihak yang melakukan konsolidasi.

{7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) pihak vang melakukan konsolidasi.

(&) Nama pihak yang yang melakukan konsolidasi.

(%) Alamat lengkap dari pihak yang melakukan konsoclidasi.

(1) Nama kantor pabean di pelabuhan muat asal.

(1) Nama kantor pabean di pelabuhan muat ekspor atau tempat muat ekspor.

(penjelasan butir (10) dan (11) : dalam hal barang konsolidasi dimuat ke sarana
pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean atau dimuat ke sarana
pengangkut tujuan dalam daerah pabean dan sarana pengangkut tersebut merupakan
bagian dari pengangkutan multimoda, maka kantor pemuatan asal sama dengan kantor
pemuatan ekspoer).

(12) Negara tujuan ekspor barang konsolidasi.

(13) Nama sarana pengangkul yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dalam hal
pengangkutan multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana
pengangkul pertama yang memual barang konsolidasi.

{14) Nomor perjalanan sarana pengangkut. voyage untuk sarana pengangkut laut, flight
untuk sarana pengangkut udara dan nomor pelisi (nopol) untuk sarana pengangkut

pengang P p pengang
darat.

{(15) Nomor urut data PEB 1 ang dikonsolidasikan.

(16) Nomeor PEB

(17) Tanggal PLEB

{18) Nomer NPE.

(19 Tanggal NPE

(20) Keterangan tambahan yang diperlukan.

(21) Tanda tangan petugas pengawasan stulfing yang mengawasi stuffing barang kensolidasi.

22 Nama petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (21).

petugas peng gyang &

(23) NI petugas pengawasan stulfing yang menandatangani bulir (21)

{24) Nama kota/ daerah lempal diterbilkannya PKBE.

(25) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya FKBE.

(20) Memberi tanda pada salah satu ketak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai,
yvang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel pada petikeinas pada saat barang
konsolidasi dimasukkan ke kawasan pabean.

(27) Tanggal, bualan dan tahun (dd/mm/yyyy} dimasukkannya barang kensolidasi ke

kawasan pabean.

Waktu dimasukkannya barang konsolidasi ke kawasan pabean.



Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan di kawasan pabearn.

Nama petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan di kawasan pabean yang
menandatangani butir (29},

NIP petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan di kawasan pabean yang
menandatangani butir (29).

(butir (27) s.d. butir (31) diisi dalam hal barang konsolidasi dimuat ke sarana pengangkut
di kawasan pabean) :

Memberi tanda pada salah satu kotak yang lersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai,
yang mernpakan hasil pemeriksaan kondisi segel pada petikemas pada saat Carang
konsolidasi dimual ke sarana pengangkut,

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dimuatnya barang konsolidasi ke sarana
pengangkul.

Waktu dimuatnya barang konsolidasi ke sarana pengangkut.
Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemuatan.
Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (33).

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (35).



BCF 3.08

SURAT SERAH TERIMA BARANG {S5TB)
NOMOr e, (1)eriiiiimriienns Tanggal 1 .....{2)....... (Pengirim Barang)
Pengirim Barang Penerima Barang

Perusahaan Pengirim Barang

NPWP )
NIPER 0 () e,
Nama D) e,
Alamat (B
Uraian Barang @ ..o L PP
lumlah peti kemas/kemasan ... {8)ie.

Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama/Jabatan

Perusahaan Penerima Barang

NPWP 0 G T
NIPER 0 e, A7) N
Nama 0 (13}
Alamat (14) i

Barang telah diterima

Di

Pada tanggal

Diterima dalam keadaan

[‘j Sesuai D 1.'idak Sesuai ..(17)..

Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama/Jabatan

Peruntukan: Pengirim Barang/Penerima Barang/Kantor Pabean Tempat Pemuatan




TATA CARA PENGISIAN
SURAT SERAH TERIMA BARANG (SSTB)

No. Diisi dengan
(0 Nomor SSTB.
(2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/ yyyy) S5TB.

{bulir (1) dan bulir (2} diisi olch perusahaan pengirim berang)

) Nemor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pengirim barang.

{4) Nomor NIPER perusahaan pengirim barang,.

(3) Nama perusahaan pengirim barang,.

(6) Alamat lengkap perusahaan pengirim barang,

{7 Uraian barang yang akan digabungkan.

(8) Jumlah peti kemas/kemasan barang yang akan digabungkan.

(9) Nama kota/ daerah tempat diterbitkannya S5TB.

{10) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SSTB.

(11) NPWP perusahaan penerima barang,

(12 NIPER perusahaan penerima barang,

(13} Nama perusahaan penerima barang,

(1) Alamal lengkap perusahaan penerima barang.

{15) Lokasi/lemipat penerimaan barang yang akan digabungkan.

{16) Tanggal, bulan dan talhun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang yang akan digabungkan.

{17} Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai atau tidak sesuai yang
merupakan keadaan barang yang akan digabungkan.

(18) Nama kota/daerah tempal dilerimanya barang yang akan digabungkan.

(19) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang yang akan digabungkan.



BCF 3.09

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB (PP-PEB)

Nomor 1) Tanggal N )
No. Pendaftaran PEB Do (3)...... Tanggal o {(4).....
Pembetulan ke I .
Nomaor PP-PEB '
sebelumnya (6).... Tanggal U v
Kepada KPU BC / KPPBC ... (Bl Halaman ... dari ........
EKSPORTIR
- NPWP ) T
Nama e (10}
Alamat L {11)
PPJK
- NPWP D (12) .
- Nama (13}
- Alamat D e (14) s
- Nomor Pokok PPJK ... {15) i
No ] TKolomysuirne, | DIBERITAHUKAN SEIARUSNYA
1 2 3 ] 4
el | (17}.... 0 ) 1S (19)..
Untuk Pejabat Bea dan Cukai Hasil Pemeriksaan Fisik: .(26).. (20) (21)
..................... 3 T— ['"] Sesuai [m"] Tidak Sesuaj | T e A
Segel :
nomer ....[27).. tanggal ..(28)..
Pejabat Pemeriksa Barang Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama / Jabatan
Tanda tangan : .....[23)........ Tanda tangan : .....(29)........
Nama S (24}........ Nama D (30}.een.
NP e [25) NIP (31




No.

(1)

TATA CARA PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB (PP-PEB)

Diisi dengan
Nomor Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB).
Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya PP-PEB.
{butir (1) dan butir (2) diisi ofeh eksportir)
Nomor pendaftaran PEB yang dibetulkan.
Tanggal, bulan dan takun (dd/mm/yyyy) PEB vang dibetulkan.
Jumlah PP-PEB yang telah dan sedang diberitahukan.

Nomor PP-PEDB yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya telah
dilakukan pembetulan.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-PEB.
Nama kantor pabean tempat pendaftaran PEB.

Nomeor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan NPWP eksportir yang
tercantum dalam PEB.

Nama eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum dalam PEB,
Alainat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum dalam PEB.
NPWP PPJK, sesuai yang, tercantum dalam PEB.

PPJK, sesuai yang tercantum dalam PEB.

Alamal PPJK, sesuai dengan afamat PPJK yang tercantum dalam PEB.
Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang lercantum dalam PEB.
Nemor urul dala yang akan dibetulkan.

Nomor batir/kolom uraian pada PEB yang akan dibetulkan.

Uraian pada PEB yang akan dibetuikan.

Uraian yang seharusnya pada PEB.

Nama kola/daerah tempat PI-PEB disampaikan.

Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) penyampaian PP-PEB.

Catalan persetujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.

Tanda langan pejabal bea dan cukal yang memberikan persetujuan/ penclakan.



Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (23).
NIP pejabal bea dan cukai yang menandatangani butir (23}.

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai atau tidak sesuai yang
merupakan hasil pemeriksaan fisik barang.

Nomer segel bea dan cukai untuk peti kemas/ kemasan.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilakukan penyegelan.
Tanda tangan pejabat pemeriksa barang pada kantor pabean pemuatan.
Nama pejabal pemeriksa barang yang menandatangani butir (29}

NIP pejabatl pemeriksa barang yang menandatangani butir (29},



BCF 3.10

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PKBE (PP-PKBE)

Nomor L. (1)...... Tanggal d2)
No. Pendaftaran PKBE (3) Tanggal (4)......
Pembetulan ke o{5)e.
Nomor PP-PKBE
sebelumnya () Tanggal ... {7)......
Kepada KPU BC / KPPBC ........... (8) i Halaman ... dari.........
PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI
- NPWP : od D)
- Nama A10)n,
- Alamat {171)
PRIK
- NPWP {12).
- Nama {13}
- Alamat 1 L {14)...
- Nomor Pokek PPIK ... (15) ..
No Koiom / Butir No. | DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA
1 772” B 3 4
L (16).. (.. 1 L {18).. wn(19)..
Untuk Pejabat Bea dan Cukai | Hasil Pemeriksaan Fisik: .(26)..
o ey R T {20} R {21)
............................................ I Sesuai r | Tidak Sesuai
Segel :
nomor ....(27).. tanggal ..{28)..
Pejabat Pemeriksa Barang Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama / Jabatan
Tanda tangan :.....(23)....... Tanda tangan :.....(29)........
Nama ... (24)........ Nama =~ .. {30).......
NP s (25)....... NIP 31}
-




TATA CARA PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PKBE (PP-PKBE)

No. Diisi dengan
(1) Nomor Pemberitahuan Pembetulan PKBE (PP-PKBE).
(2) Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) disampaikannya PP-PKBE.
{butir (1) dan butir (2} diisi eleh eksportir)
{3) Nomor pendaftaran PKBE yang dibetulkan.
() Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PKBE vang dibetulkan.
{5) Jumlah PP-PKBL yang telah dan sedang diberitahukan.
(6) Nemor PP-PKBE yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya telah
dilakukan pembetulan.
{(7) Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) PP-PKBE.
(8) Nama kantor pabean tempat pendaftaran PKBE.
(<N Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF) pihak yang melakukan konsclidasi, sesuai dengan
NPWTP pihak yang melakukan konsolidasi yang tercantum dalam PKBE.
(10) Nama pihak yang melakukan konsolidasi, sesuai dengan yang tercantum dalam PKBE.
{1 Alamat pihak yang melakukan konsolidasi, sesuai dengan yang tercantum dalam PKBE.
(12) NPWP PPJK, sesuai yang tercantum datam PKBE.
{(13) Nama PPJK, sesuai yang tercantum dalam PKBE.
(14) Alamal PPJI, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam PKBE.
{(15) Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang lercantum dalam PKBE.
{(15) Nomor urut data yang akan dibetulkan.
{17) Nomor bntir/kolom uraian pada PKBE yang akan dibetulkan.
{18) Uraian pada PKBE yang akan dibetulkan.
(19) Uraian yang seharusnya pada PKBE,
(20) Nama kota/daerah tempat PP-PKBE disampaikan.
(21) Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) penyampaian PP-PKBE.
(22} Catatan perselujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.
(23) Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan persetujuan/ penolakan.

Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (23).



NIP pejabal bea dan cukai yang menandatangani butir (23).
Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai atau tidak sesuai yang

merupakan hasil pemeriksaan fisik barang, dalam hal pengeluaran barang ekspor dari
kawasan pabean tempal pemuatan karena dilakukan pembetulan PKBE.

Nomor segel bea dan cukai unhuk peti kemas/ kemasan.

Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) dilakukan penyegelan.
Tanda tangan pejabat pemeriksa barang pada kanter pabean pemuatan.
Nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (29).

NIP pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (29,



Nomor NPE
2. PEB/PKBE

a. Pembatala

a. NPwP
b. Nama

c. Jumlah
6. PET: KEMAS

b. Ukuran

c. Jumlah

n PEB/PKBE

b. Pembetulan PER/PKBE

5. NON PETI KEMAS
a. Merek Kemasan
b. Jenis Kemasan

a. Merek / Nomor

a. Nomor Pendaftaran PEB
k. Nomor Pendaftaran PKBE
3. ALASAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA
KANTCR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAL ... P S

1. NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE)

BCF 3.11

.................. Tanggal : oo () s
Peti Kemas ke ..... dari ...
Tanggal D (6).......
Tanggal . (8]......
Tanggal e {10).......

Nama Pemerlksa
NIP

Tanda tangan

Nama
NIP

Pejabat Pemeriksa Dokumen,

Pemeriksa,

Tanda tangan
Nama

NIP

CATATAN PEMERIKSAAN FlSIK

Sesuai: I:I Tidak Sesuai - D(ZG)

Tanggal: «occcce.(30) e eee.

Pejabat Pemeriksa Dokumen,

Tanda tangan ;. _____{31)......

Nama T e, (32)cens

NIP S, (33) .

CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR
Selesai keluar tanggal T e (34},
Pukul T {35}

Petugas Dinas Luar,

Tanda tangan D e {36) ..
Nama D e (37 ).
NIP S (38)nann.

Selesai Masuk Tgl.
Pukut
Petugas TPB,

Tanda Tangan
Nama
NIP

CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE TPB

CATATAN PEMASUKAN KEMBALI KE KAWASAN PABEAN

Segel: D Utuh D Rusak DTldak Sesuai  (39)

‘Segel: I::l Utuh D Rusak D Tidak Sesuai  (45)

Selesai Masuk Tgl. A6).en
Pukul
Petugas Dinas Luar,

Tanda Tangan T e {48).........
Nama T {49).........
NiP S (5Q) e

Per-ijf\“tﬁ_l{ér‘{‘:"gkrsﬁbrtir/Taél/&P-ihak yang melakukan KGH-;E)Iidasi/Tempat Muat Ekspor/Kantor Pabean




TATA CARA PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR (SPPBE)

Diisi dengan

I I [n]

1-J

Nama kantor wilayah bea dan cukal yang membawahi kantor pabean atau nama kantor
pelayanan utama tempat SPPBE diterbitkan.

Nama kanlor pabean tempat SPPBE diterbitkan.

Nomor Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPPBL)
Tanggpal, bulan dan Lahur {(dd/mm/yyyy) diterbitkannya SPPBE
Nomor NPE sesuai dengan nomor yang tercantum dalam NPE.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE sesuai yang iercantum
datam NPE.

Nomer pendaftaran PEB sesuai nomor pendaftaran yang tercantum dalam PPEB.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalam
PLEB.

Nomor pendaltaran PKBE sesuai nomor pendaftaran yang tercantum dalam PKBE, dalam
hal merupakan barang konsolidasi.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBE.

Alasan pembatalan PEB atau PKBE.

Alasan pembetulan PEB atau PKBE.

NPWP eksporlir atau pihak yang melakukan konsolidasi.

Nama eksportir atau pihak yang mefakukan konselidasi.

Merck kemasan yang tercantum pada kemasan barang ekspor atau barang konsolidasi.
Jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas barang ekspor atau barang konsolidasi.
Banyaknya kemasan barang ckspor atau barang konsolidasi.

Merek dan nomor peli kemas yang digunakan uniuk mengemas barang ekspor atau
barang konsalidasi.

Ukuran peti kemas yang digunakan unluk mengemas barang ekspor atau barang
konselidasi, misalnya 20" atau 40".

Banyaknya peti kemas barang ekspor atau barang konsolidasi.

Nama pejabat pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik
barang ekspor.

NIP pejabat barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor.
Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menunjuk pemeriksa barang.

Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (24}.

NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (24).

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai atau tidak sesuai, yang
merupakan hasil pemeriksaan fisik barang

Tanda tangan pejabat pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan
fisik arang ekspor.

Nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (28).

NIP pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (28).

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) persetujuan pengeluaran barang ekspor.
Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan SPPBE.

Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (32}.

NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (32}.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dikeluarkannya barang ekspor dari kawasan



(36)
(37)

(38)

{39)

pabean di pelabuhan muat, tempal muat ekspor, TPS atau tempat lain selain TFS.

Waktu dikeluarkannya barang ekspor dari kawasan pabean di pelabuhan muat, tempat
muat ekspor, TPS atau tempat lain selain TS,

Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang.

Nama petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang yang menandatangani
SPPBE pada bulir (37).

Nomor induk pegawai petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang yang
menandatangani SPPBE pada butir (37}

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai,
yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat barang, ekspor
dimasukkan ke TPB.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mmm/yyyy) dimasukkannya barang ekspor ke TPB.
Waktu dimasukkannya barang ekspor ke TPB.

Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB.

Nanta pejabat bea dan cukai yang megawasi TI’B yang menandatangani butir (43).
NIP pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB yang menandatangani butir (43).

Memberi tanda pada salah salu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, rusak atau tidak sesuai,
yang merupakan hasil pemeriksaan kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor
dimasukkan kembali ke kawasan pabean tempat pemuatan.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy} dimasukkannya barang ekspor kawasan
pabean tempat pemuatan semula.

Waktu dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean tempat pemuatan semula.

Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan kembali ke kawasan
pabean tempat pemuatan.

Nama petugas dinas {uar yang mengawasi pemasukan kembali ke kawasan pabean
tempat pemuatan.yang menandatangani butir (49).

NIP petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan kembali ke kawasan pabean tempat
pemuatan.yang menandatangani bufir (49).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BCF 3.12

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAL

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

LAPORAN PEMERIKSAAN EKSPOR (LPE)

NOMOr & vovveernn (3} Tanggal & v (B )
A, KPUBC/KPPBC PENERBIT @ oo (5) e
B. PERNYATAAN EKSPORTIR N
Nomor PEB ... {14]......... Tanggal : ...{15)....
EKSPORTIR
a. NPWP L (6)........
b. NIPER = . 7 T Tanggal Pemeriksaan @ ... (16).cceens
c. Nama ..{8)...
d. Alamat {9 Lokasi Pemeriksaan ~ : (17) .
PENERIMA FASILITAS YANG DITERIMA
a. Nama {10, (18
b. Alamat L. {11}........ Pelabuhan Muat Asal ... (1)
c. Negara ... (12)........ Pelabuhan Muat Ekspor  : ... (20}
Pelabuhan Tujuan ... (21).eees
URAIAN BARANG Packing List ¢ ... (22) e
........................................... {13} | INVoicE (23
Valuta @ .........(24)............ Nilai FOB: ........ (25).....
C. HASIL PEMERIKSAAN
Jumlah dan tenis Kemasan Nomor Peti Kemas
................................ (2B} i ies e v e e
Merek dan Normor Remasan 7T T s (28] et e
................................ 2z T
No Pos Tarif Uraian Barang Satuan Jumlah
28 | . Go... L (3. | .. (32)e. | e {33},
CATATAN PEMERIKSAAN
........................................................................................... (B2 ittt v et e e v e e
NOMOR SK MENTERI KEUANGAN
........................................................................................... 135 TR SO OPUUOU OO
............ (3B)ccinee s ceeereeeeen (37
Pejabat Pemeriksa Dokumen
Tanda tangan W (38) s
Nama d39) e
NIP {40

Peruntukan: Eksportir /Perusahaan Pengirim Barang/ Kantor Pabean




(16)
(17)

(18)

19)

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PEMERIKSAAN EKSPOR (LPE)

Diisi dengan

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor
pelayanan ulaima tempal LPE diferbitkan.

Nama kantor pabean tempat LPE diterbitkan.

Nomor LPE

Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) diferbitkannya LFE
Nama kantor pabean penerbil LPE

Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWTP) eksportir sesuai dengan NPWT yang tercantum dalam
PEB.

NIPER eksportir sesuai dengan NIPER yang tercantum dalam PEB.

Nama eksportir sesuai dengan nama eksportir yang tercantum dalam PEB.

Alamat eksportir sesuai dengan alamat eksporlir yang tercantum dalam PEB.

Nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang

fercantum dalam PLEB.

Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima yang
tercantum dalam PEB.

Negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum dalam
PEB.

Uraian barang ekspor sesuai yang tercantum datam PED.
Nomar pendaftaran PEB sesuai dengan nomor perdaltaran yang lercantum dalam PEB.
Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang

tercantum dalam PEB.

Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor.
Lokasi pemeriksaan [isik barang ekspor.

Fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas pembebasan atau pengembalian bea
masuk atas barang impor yang ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain.

Nama pelabuhan muat asal barang ckspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat asal
yang tercantum dalam PEB.

Nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang

tercantuim dalam PEB.

Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean
Nemor packing list sesuai yang lercantum dalam PEDB.
Nomer invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

Jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan pembeli



dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.

Nilai total barang ckspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum dalam
PEB.

Jumlah dan jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas barang ekspor sesuai hasil
pemeriksaan.

Merek dan nomor kemasan barang ckspor sesuai hasil pemeriksaan.

Nomer peti kemas yang digunakan unfuk mengemas barang ekspor sesuai hasil
pemeriksaan.

Nomer urut data jenis barang, ekspor.

Pes taril barang yang diekspor sesuai hasil pemeriksaan.

Uraian barang ekspor sesuai hasil pemeriksaan.

Jenis satuan barang ekspor sesuai hasil pemeriksaan.

Jumlah barang ekspor sesuai hasil pemeriksaan.

Calatan pemeriksaan LPE yang dibuat oleh pejabat pemeriksa dokumen.

Nomor surat keputusan menteri keuangan fentang pemberian fasilitas pernbebasan atau
pengembalian bea masuk atas barang impor yang ditujukan untuk diolah, dirakit, atau

dipasang, pada barang lain.

Nama kota/daerah tempal dilerbitkannya LPE.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) diterbitkannya LPE.

Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitlkan LPE.

Nama pejabat pereriksa dokumen yang menandatangani LPE pada butir (40).

NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani LP’E pada butir (40).



Contoh 3.A

Kop Perusahaan

Nomor HROUR M.

Lampiran ... (2)eiins

Hal . Pemberitahuan eksporiir yang merupakan kelompok Perusahaan
...... {3

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Ulama /
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ......(4)......

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Eksper sebagaimana telah C[lubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.04/2014 dan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-32/BC/2014 tentang Tatalaksana
Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini kami mengajukan pemberitahuan mengenai eksportir
vang termasuk dalam kelompok perusahaan kami.

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen yang terdiri dari:
a. Nama perusahaan yang bertanggung jawab atas penggabungan pengiriman barang ekspor dari
kelompok perusahaan.
b. Nama-nama Perusahaan ang berada dalam satu kelompok.
¢. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (INFAVP).

Demikian permohonan diajukan dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tanda tangan dan cap perusahaan

Nama/jabatan.



TATA CARA PENGISIAN

Contoh 3.A
No. Diisi dengan

(1) Nomor surat pamberitahuan eksportir yang merupaken kelompok perusahaan.

(2) Jumlah lampiran surat pemberitabuan eksportir yang merupakan kelompok
perusahaan.

3 Nama kelompok perusahaan {holding conrpany).

(4) Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
yang, mengawasi kegiatan ekspor perusahaan yang bersangkutan,

5) Nama dacrah atau tempat penerbitan surat pemberitahuan eksportir yang merupakan
kelompolk perusahaan.

{6) Tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat pemberitahuan eksportir yang merupakan

kelompok perusahaan.



Contoh 3.B

Kop Perusahaan

Nomwor SR M
Lampiran ... (2)iie,
Hal . Permehonan Pendaftaran sebagai

Konsolidator Barang Ekspor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama /
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ......(3).....

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia MNomor:
145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Elkspor sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor @ 145/PMK.04/2014 dan
Peraturan Direkiur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-32/BC/2014 tentang Tatalaksana
Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohcnan pendaftaran perusahaan
sebagai konsolidalor barang ekspor.

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen yang terdiri dari :

a. fotokopi akte pendirian Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh instansi yang
berwenang;

b. fotokopi Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang
berwenang; :

c. fotokopi Nomer Pokok tVajib Pajak (NPWP);

d. fotokopi penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotokepi SPT tahunan PPh tahun
terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;

¢. petalokasi dan denah bangunan/lapangan untuk kegiatan stnffiing

i, fotokopi sertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK);

g surat pernyataan diatas materai yang menyatakan kesanggupan untuk dilakukan audit oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Demikian permcheonan diajukan dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tanda tangan dan cap perusahaan

Nama/jabatan.



TATA CARA PENGISIAN

Contoh 3.B
No. Diisi dengan
(1) Nomor surat permohonan pendaftaran sebagai konsolidator barang ekspor.
(2) Jumlah lampiran surat permohonan pendaftaran sebagat konsolidator barang ekspor.
€)] Nama kantor pelayanan ulama atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
vang mengawasi kegiatan ekspor pihak vang mengajukan permohonan pendafiaran
sebagai konsolidator barang ekspor.
{4) Nama daerah atau tempat penerbitan surat permohonan pendaftaran sebagai
konsolidator barang ekspor.
{5 Tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat permohonan pendaftaran sebagai

konsolidater barang ekspor.



Contoh 3.C

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DXAN CUKAI

KANTOR WILAYAH/ KANTOR PELAYANAN UTAMA ... D
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAL ... (D

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA ........ 6} TR / KEPALA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKATJ ......... (2,
NOMOR : KEP-....o ().
TENTANG

PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR
KEPADA ... ().,

KEPALA BIDANG ... A / KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN
BEA DAN CUKAL .2 ... .

Menimbang, a. DBahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permwohonan ... M. nomor
.......... 4).............. tanggal diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah
memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Konsolidator Barang Ekspor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

memberikan perselujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor kepada ... ) P ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 7995 Nomwor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 3612) scbagaimana telah dinbah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara 4661);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/ PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di
Bidang Lkspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 145/PAMK.04/2014;

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-...../BC/ 2014 tentang Tata Laksana
Kepabeanan di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA BIDANG ... [ PP / KANTOR PENGCAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAL ... ) I TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI
KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR KEPADA L)
Kepada
Nama Perusahaan T ).,
NPWF HER ()
Alamat Perusahaan HPNN (B)e
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab D (D
Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab T (LY,

diberikan persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor;




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pemberian perselujuan sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama disertai kewajiban

sebagai berikut:

a.  Menyelenggarakan pembukuan dan bersedin diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

b, Menyediakan ruangan kerja untuk Petugas Bea dan Cukai;

¢.  Mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan BPIPK
Kementerian Keuangan;

d.  Mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing;

e, Meminta Persetujuan Kantor Pelayanan Utama....(1)......... /Kantor Pengawasan dan
Pelayanan ... (2)..... bila akan mengadakan perubahan tata letak bangunan/ruangan;
dan

f. Memberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya ke Kantor Pelayanan Utama...(1).....
/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...... (2)....... bila akan menutup usahanya.

a. Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berhak
melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama...... {1).....
/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ... (2)....

b.  Persetujuan sebagaimana dimaksud dalan Diktum  Pertama dicabut apabila
melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak
melakukan kegiaian selamna 3 (tiga) bulan berturut turut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kanlor Pelayanan Utama / Kantor Wilayah Bea dan Cukai ...... ...

Ditetapkan di...... (11)..... pada tanggal ...... {12).....




TATA CARA PENGISIAN
PERSETUJUAN S5EBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EXSPOR

Contoh 3.C

No. Diisi dengan
{1 Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kanlor pabean atau nama kantor
pelayanan utama tempat persetujuan sebagai konsclidator barang ekspor diterbitkan.
{2 Nama kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tempat persetujuan sebagai
konsolidator barang ekspor diterbitkan.
(3) Nomaor persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor sesuai dengan kode surat di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun tata urutan nomor dan kode adalah ;
e WEC o fRP
L—> talun  diterbitkannya perselujuan sebagai konsolidator
barang ekspor
kode kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai vang
menerbitkan persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor
> kode kanter wilayah yang membawali kantor pengawasan
dan pelayanan bea cukai yang menerbitkan persetujuan
sebagai konsolidator barang ekspor
5 nomor surat persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor
{4) Nama pihak vang mengajukan permohonan sebagai konsolidator.
)] Nomor surat permohonan sebagai konsolidator barang ekspor.
(©) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan sebagai konsolidator barang ekspor.
(7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) pihak vang mengajukan permohonan sebagai konsolidator.
® Alamat lengkap pthak yang mengajukan permohonan sebagai konselidator barang ekspor.
)] Nama pemilik atau penanggungjawab dari pihak yang melakukan konsolidasi.
{10} Alamat lengkap pemilik atau penanggungjawab dari pihak yang melakukan konsolidasi.
1y Daerah alau tempat diterbitkannya persetujuan sebagai konsclidator barang ekspor.
(13) Tanggal, bulan dan tahun diterbitkarnya persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor.
(13) Pejabat bea dan cukai rang menandatangani keputusan.
{14) Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani kepufusan.

(15}

NIP pejabat bea dan cukai yany, menandalangani keputusan,



Contoh 3,12

Kop Perusahaan

Nomoer @ ... (D
Lampiran @ ... (2o
Hal

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama /

Kepala Kantor Pengavrasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

: Permchonan Pemuatan Ekspor Barang Curah

: 145/PMK.04/2007 tentang

Ketentuan Kepabeanan di Bidang Fkspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor :

145/PMK.04/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PEER-

32/BC/ 2014 lentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
mendapatkan persetujuan pemuatan ekspor barang curah, dengan rincian sebagai berikut:

1. EKSPORTIR:

a. NPWP . ()i
b. Nama ... {5) e
c. Alamat ;.o () PO
2. SARANA PENGANGKUT:
a. Nama D s (7 TSR
b. Voyage/Flight/Nopol : ... (B
3. TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR: . ) IR

4. PELABUHAN MUAT:
a. Pclabuhan Muat Asal :
b. Pelabukan Muat Ekspor/Tempat Muat Ekspor

5. PELABUHAN BONGKAR LUAR NEGERI - .............

6. DATA BARANG:
a. Jenis
b. jumlah

Demikian permohonan ini diajukan dengan
ketenluan perundang-undangan.

(02

sesungguhnya dan kami menyatakan bersedia memenuhi

Tanda tangan dan cap perusahaan

Nama/Jabatan

CATATAN PERSETUJUAN PEMUATAN

Kepala Kantor

Tanda tangan ... (18). e

Nama ... (190

NIP 10 -
CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA
PABEAN PENGANGKUT

Selesai masuk tanggal.....(21)....pukul....(22).....
Petugas Dinas Luar

Selesai muat tanggal....(26).....pukul..(27}...
Petugas Dinas Luar

Tanda ltangan ... (23 Tanda tangan ... (28).cien.
Nama ... (24). Nama ... (29
NIP () IR NIPF (3C). e,




TATA CARA PENGISIAN

Contoh 3.D
Ne. Diisi dengan

(L Nemor surat permohonan pemuatan ekspor barang curah.

(2) Banyaknya lampiran dari surat permohonan pemuatan ekspor barang curah.

(3 Nama kantor pelayanan utama alau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
yang mengawasi kegiatan ekspor barang curah yang bersangkutan.

(4} NFWT ekspertix barang curah.

(5) Nama eksportir barang curah sesuai dengan nama eksportir pada kartu identitasnya.

(6) Alamat eksportir barang curah sesuai dengan alamat eksportir pada kartu identitasnya.

(7) Nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke fuar daerah pabean, dalam hal
pengangkutan multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana
pengangkut pertama vang memuat barang curah.

(8) Nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor wvoysge untuk sarana pengangkut laut,
nomor flight untuk sarana pengangkuf udara, atau nomor polisi untuk sarana pengangkut
darat.

(% Tanggal, bulan dan tahun (dd,/mm/yyyy) perkiraan barang akan diekspor, yaitu
perkiraan tanggal selesai pemuatan barang ke sarana pengangkut yang menuju luar
daerak pabean. Dalam hal pengangkutan multimoda, maka tanggal perkiraan ekspor
yang ditulis adalah tanggal perkiraan ekspor dari sarana penpangkut pertama vang akan
membawa barang ekspor.

{10} Nama kantor pabean di pelabuhan muat asal.

(11} Nama kantor pabean di pelabuhan muat ekspor.

{penjelasan butir (1) dan (11} : dalam hal barang kensolidasi dimuat ke sarana
pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean atau dimual ke sarana
pengangkul tujuan dalam daerah pabean dan sarana pengangkui tersebut merupakan
bagian dari pengangkutan multimoda, maka kanter pemuatan asal sama dengan kantor
pemuatan ekspor).

(12) Nama pelabuhan tempal akan dibongkarnya barang ekspor di luar daerah pabean.

(13 Uraian jenis barang curah yang akan diekspor.

(14) Jumlah barang curah yang akan dickspor.

(15) Nama daerah atau tempat penerbitan surat permchonan pemuatan ekspor barang curah.

(16) Tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat permohonan pemuatan ekspor barang curah.

{17} Catatan persetujuan muat barang curah yang akan diekspor dalam hal permohenan
pemuatan ekspor barang curah disctujui oleh kepala kantor pabean pemuatan.

(18) Tanda tangan kepala kanlor pabean pemuatan yang menyetujui permehonan pemuatan
ekspor barang curah.

(19 Nama kepala kantor pabean pemuatan yang menandatangani butir (18).

(20 Nomor Induk Pegawai kepala kantor pabean pemuatan yang menandatangani butir (18).

(2n Tanggal, bulan, lahun (dd/mm/vyyyy) masuknya barang ekspor curah ke kawasan
pabean.

(22) Waktu masuknya barang ekspor curah ke kawasan pabean.

(23)

Tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.



(24)
{25)

(20)

(27)
(28)
(29)
(30)

Nama petugas dinas [uar yang menandatangani butir (23).
Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani bulir (23).

(butir (21) s.d. butir (25) diisi dalam hal barang curah dimuat ke sarana pengangkut di
kavrasan pabean)

Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) dimuatnya barang ekspor curah ke sarana
pengangkut.

Waktu dimualnya barang ekspor curah ke sarana pengangkut.

Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi permuatan.

Nama petlugas dinas luar yang menandatangani buiir {28).

Nomer Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani butir (28).

(butir (26) s.d. butir (30 diisi dalam hal barang curah dimuat ke sarana pengangkut di
tempal lain diluar kawasan pabean)



Contoh 3.E

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA .....ooo. (1)

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI v )

Pemberitahuan Barang Yang Akan Diekspor Yang Diangkut Dengan Sarana Penganghut Laut
Dan/Atau Udara Dalam Negeri Yang Bukan Merupakan Bagian Dari Angkutan Multimoda

Nomoer ... (3)e. Tanggal 1 ... (4}......

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Berikut ini diberitahukan data barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut / udara
dalam negeri untuk dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean di pelabuhan
muat ekspor, dengan data-data sebagai berikut:

[. DATA SARANA PENGANGKUT: _ 1I. DATA PELABUHAN MUAT ASAL:
1. Nama e, () O 1. Nama e 10 ) DU
2. Voyage / Flight  : ... 72 D 2. KPUBC/KPPBC : ..o O R
3. BC 1.1 {outward manifest)
Nomor e (8},
Tanggal JRITET RN {9) i -
. PEB PKBE NPE Peti Kemas/Kemasan
No Eksportir
Nomor | Tanggal Nomor | Tanggal Nomor | Tanggal | Merek/Nomor | Ukuran
4120 | (13) .. | (14). ) (15). | (28) | {170 | a8 | de | (20)........ g2

Keterangan : Copy PEB/PKBE, NPE & Fotokopi BC 1.1 {oufward rianifesi) terlampir

Kepala Kantor

Tanda tangan ... (22},
Nama e, {23) i
NIP e, (28) e




TATA CARA PENGISIAN

FEMBERITAHUAN BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT
DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA DALAM NEGERI
YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN MULTIMODA

No.

(13)

Diisi dengan

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau nama kantor pelayanan
utama di pelabuhan muzt asal.

Nama kantor pengawasan dan pelayanan di pelabuhan muat asal.

Nomor pemberitahuan barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut atau
udara dalam negeri yang hukan merupakan bagian dari angkutan multimoda. Adapun tata urutan
nomor dan kode adalah:

PEM......... JWBC........ JKPoiif o

}—p tahun diterbitkannya pemberitahuan

kode kantor pengawasan dan pelayanan bea
cukai yang menerbitkan pemberitahuan

»  kode kantor wilayah yang membawahi kantor
pengawasan dan pelayanan bea cukai yang
menerhitkan pemhberitahuan

. nomor pemberitahuan

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pemberitahuan sebagimana dimaksud butir (3).
Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan pelabuhan muat ekspor.
Nama sarana pengangkut yang mengangkut barang yang akan diekspor dari pelabuah muat asal.

Nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor voyage untuk sarana pengangkut laut atau nomor flight
untuk sarana pengangkut udara.

Nomor BC 1.1 outward manifest yang didaftarkan pada kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat
asal.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) BC 1.1 gutword manifest yang didaftarkan pada kantor
pakean pemuatan di pelabuhan muat asal.

Nama pelabuhan muat asal.

Nama kantor pabean pemuatan di pelebuhan muat asai tempat pendaftaran PEB.

Nomar urut data yang akan diberitahukan.

Nama eksportir sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

Nomor PKBE sesuai dengan yang tercantum dalam PKBE vang telah didaftarkan, dafam hal ekspor
barang konsolidasi.

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBE sesuai yang tercantum daiam PKBE.

Nomer NPE sesuai yang tercantum dalam NPE.



Tanggal, butan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterhitkannya NPE sesuai yang tercantum dalam NPE.
Merek/nomor peti kemas/kemasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB,

Ukuran dari peti kemas atzu kemasan pada butir (20) sesuai dengan ukuran peti kemas atau kemasan
yang tercantum dalam PEB.

Tanda tangan kepala kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal.
Nama kepala kantor yang menandatangani butir {22).

Nomaor Induk Pegawai kepala kantor yang menandatangant butir {22}



Contoh 3.F

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTORWILAYAH /KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI ...... (...
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAT ......(2).......

Pemberitahuan Hasil Rekonsiliasi Barang Ekspor Yang Diangkut Dengan Sarana Pengangkut
Laut Dan/Atau Udara Dalam Negeri Yang Bukan Merupakan Bagian Dari Angkutan Multimoda

ljomor S 1) NV Tanggal : ......... ...

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama /Kepala Kantor Pengawasan dan Pelaranan Bea dan Cukat ....(5}......

Cengan ini disampaikan hasil rekonsiliasi antara BC 1.1 (outward manifest) dengan NPE:

F i PEB PKBE NPE Peti Kemas/Kemasan | Sarana BC1.1.
I ‘ Pengangkut
No | Eksportir | Nomor Tanggal Nomor | Tanggai Nemor | Tanggal | Merek/Nomor | Ukuran | -Nama - Nomaor Keterangan
-Voy./Flight - Tangpal

-Ne. pos/sub pes

l

). e |8 i L9 | o oA |oans |oase | (14)..... ~(15)... {16).. {17).. L8
I
5

Kepala Kantor

Tanda tangan
Nama
NIP




TATA CARA PENGISIAN

PEMBERITAHUAN HASIL REKONSILIASI BARANG EKSPOR YANG
DIANGKUT DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA
DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN

MULTIMODA
No. Diisi dengan
(1) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kanter pabean atau nama kantor

pelayanan utama di pelabuhan muat ekspor,

{2 Nama kanter pengawasan dan pelayanan di pelabuhan muat ekspor.

3 Nomor pemberitahuan hasil rekonsiliasi barang ckspor yang diangkut dengan sarana
pengangkut laut dan/atau udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan
multimoda. Adapun tata urutan nomor dan kede adalah:

tahun diterbitkannya pemberitahuan

kode kantor pengawasan dan pelayanan bea
cukai yang menerbitkan pemberitahuan

kode kantor wilayalh yang membawahi
kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai
yang menerbitkan pemberitahuan

Y

o nomor pemberitahuan

(4) Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) pemberitahuan sebagimana dimaksud butir (3).

5 Nama kantor pelayanan utama atauw kantor pengawasan dan pelayanan pelabuhan muat
ekspor.
(6 Nomor urut data yang akan diberitahukan,

Nama eksportir yang Lercantum dalam PEB.

Nemor PEB yang disampaikan pada kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal.
Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PEB sebagaimana dimaksud butir (9).

(10} Nomor PKBE yang disampaikan pada kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal.
{11) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/vyyy} PKBE sebagaimana dimaksud butir {11},

{12) Nomor NPE yang diterbitkan oleh kanter pabean pemuatan di pelabuhan muat asal.

{(13) Tanggal, bulan dan tahun {dd/mm/yyyy) NPE sebagaimana dimaksud butir (13),

(14) Merek/nomoer peti kemas/ kemasan barang ekspor.

(15) Ukuran dari peti kemas ataun kemasan pada butir (153).

(16) - Nama sarana pengangkut yang mengangkut barang ekspor dengan tujuan luar daerah
pabear.

- Nomeor perjalanan sarana pengangkuf, nomor weyage untuk sarana pengangkut laut atau
nemor flight untuk sarana pengangkut udara,

(17} - Nomor BC 1.1 vang diterbitkan oleh kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat ekspor.

- Tanggal bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) BC 1.1.



(18)

- Nomor pos atau sub pos barang ekspor dalam BC 1.1.

Keterangan

. Penggantian peti kemas/kemasan, dalam hal terjadi venggantian.

- Dan lain-lain.

Tanda langan kepala kantor pabean pemuatan di pelabi:han muat ekspor.
Nama kepala kantor pabean pemuatan yang menandalangani butir (20}.

Nomor induk pegawai kepala kantor pabean pemuatan y.ang menandatangani butir (20).



Contoh 3.G
Kop Perusahaan

Nomor ... (D)o

Lampiran :......(2). ..

Hal : Permohonan Pemasukkan Sebagian Peti Kemas ke Kavsasan Pabean
tempat pemuatan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama /
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ... 3y

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Nomer PER-32/1C /2014
Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
memasukkan sebagian peti kemas ke kawasan pabean tempat pemuatan............ (4)......... vang belum
dipenuhi persyaratan dokumen berupa Laporan Surveyor, dengan rincian sebagai berikut:

1. DATATEB

NO AU oo ()
2. DATA BARANG
a. Jenis ... (6)s
b. Jumlah : ... ) BT
3. DATA PETIKEMAS
Mo. Nomor Peli kemas Ukuran No. Nomor Peli kemas Ukuran
Urut ) B Urat
1. (9 A | s | i
2 NSRS RS ERURTPURN IR 5 | ... TP PYTRRROON
B | B, | e ] e
4. SARANA PENGANGKUT
a. Nama s (T
b. Voyape/LFlight/Nopol ... (T1)iiis
5  TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR @ ... (12}

Demikian permohonan mi diajukan dengan sesungguhnya dan kami menyatakan bersedia
memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Tanda tangan dan cap perusahaan

Nama/Jabatan
CATATAN PERSETUJUAN
1) P
......................... {16) i
Tanda tangan ... (17 ...
Nama D (18)
NiP e (19
CCATATAN PEMASUKAN BARANG

........... (20 Petugas Dinas Luar
Tanda tangan ... (21) e
Nama D (22)rieririn

NIP SN ;) I




TATA CARA PENGISIAN

PERMOTE INAN PEMASUKAN SEBAGIAN PETI KEMAS KE KAWASAN PABEAN

TEMPAT PEMUATAN

No. Diisi dengan

(1) Nomer surat permchonan pemasukan sebagian peli kemas ke kawasan pabean tempat
pemuatan.

(2) Banyaknya lampiran dari surat permohonan.

(3) Nama kar r pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayan bea dan cukai
yang mengawasi kawasan pabean tempat pemuatan sebagai tempat akan dimasukkannya
barang ekspar.

(4) Kawasan pabean tempat pemuatan sebagai tempat akan dimasukkanya barang ekspor.

(5) Nomor aju EB.

{6) Uraian jenis barang yang akan diekspor.

(N Jumliah barang yang akan diekspor,

{8) Nomor peti kemas.

(9 Ukuran peli kemas.

(10 Nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PEB

{11 Nomor vayage/ flight/ nomor polisi {nopol) sarana pengangkut sesuai yang tercantum
dalam PEB.

12 Tanggal, bulan dan tahun perkiraan barang yang akan diekspor, sesuai yang tercantum

58 P g yang p yang
dalam PEB.

{13} Nama daerah alau tempat penerbitan surat permolionan.

(14) “anggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penerbitan surat permohonan.

(15 Catatan persetujuan pemasukan sebagian petikemas ke kawasan pabean.

P ] p glanp P

(16) Nama jabatan yang memberikan persetujuan pemasukan sebagian peti kemas ke kawasan
pabean tempat pemuatan.

(17) Tanda tangan pejabat yang menyetujui permasukan sebagian petikemas ke kawasan
pabean lempal pemuatan.

{18) Nama pejabat yang menandatangani butir {17},

(19 Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani butir (17).

(20) Catatan pemasukan peti kemas ke kawasan pabean lempat pemuatan, meliputi identitas
peti kemas (nomor dan ukuran) dan waktu {tanggal dan jam) pemasukan peti kemas le
kawasan pabean tempat pemuatan.

(21) Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan.

(22) Nama petugas dinas luar yang menrandatangani butir (21}

(23) Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani butir (21).

Salinan s 1ai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL

Sekretaris Direlktorat Jenderal

ttd.
an Umum

LQ—. AGUNG KUSWANDONO

-
i





